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A. Latar Belakang Masalah 

BABI 

PENDAHULUAN 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa tujuan nasional 

adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara 

konsisten dan berkesinambungan. 

Pemerintah teJah menyelesaikan rancangan undang-undang penanaman modal 

yang baru untuk mengganti UU PMA 1967 dan UU PMDN 1968 pada tahun 2007. 

Usaha ini tidak boleh ditolak atau terlalu diremehkan karena undang-undang yang lama 

(yang dulu telah bekerja secara efektit) sudah berusia lebih dari 30 tahun sampai 

dikeluarkannya UU yang baru. Sementara itu zaman sudah berubah banyak. Maka 

masuk akal kalau kedua undang-undang itu ditinjau kembali. Di lain fihak, ada beberapa 

prinsip atau kebutuhan zaman yang masih sama. Misalnya, penanaman modal (asing) 

masih tetap diperlukan, baik untuk menunjang proses pertumbuhan ekonomi Indonesia, 

maupun untuk menopang ekspor, baik yang non-migas maupun migas1
• 

Lagipula, sektor yang paling mencemaskan investor (PMA) yang baru adalah 

sektor perburuhan dan perpajakan. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan 

daerah yang sedang berubah dalam pelaksanaan undang-undang otonomi daerah juga 

1 Sumantoro, Kerjasama Patungan dengan Modal Asing, (Bandung: Alumni, Cet.ke-1, 1984), him. 17 



2 

membingungkan para investor. Investor sekarang harus mencari ketegasan dari 

pemerintah pusat atau daerah. Banyak urusan di atas kertas sudah dilimpahkan ke 

daerah, misalnya urusan kehutanan, namun dalam kenyataannya masih tetap dikontrol 

oleh pusat. 

Beberapa prinsip yang mau ditegaskan di UU Penanaman Modal yang baru itu 

bisa disambut baik. Misalnya, perbedaan perlakuan terhadap PMA dan PMDN yang 

pada prinsip telah dihapuskan. Di undang-undang tahun 1967 dan 1968 masih cukup 

banyak perbedaan. Misalnya PMDN jauh lebih bebas, di lain fihak PMA mendapat 

jaminan hukum terhadap ancaman nasionalisasi. PMA juga mendapat jaminan hak 

transfer keuntungan dan modal pokok (pada repatriasi). PMDN tidak, oleh karena 

perbedaan penting yang bersifat moneter antara PMA dan PMDN adalah semua 

penanaman modal PMA dilakukan dengan devisa, sedangkan PMDN melakukan 

investasi dalam rupiah. Akan tetapi rezim devisa Indonesia sangat bebas sehingga 

perbedaan ini dalam praktekjuga tidak penting2
• 

Sejumlah bidang masih akan tetap tertutup untuk PMA, tetapi penutupan 

bidang harus berdasarkan produk hukum (yang dalam kenyataannya diatur dalam 

bentuk Peraturan Presiden). Tetapi, jumlah bidang ini semakin sedikit. Sektor pelajayan 

umum (public utilities) dulu tidak terbuka bagi modal asing, sekarang modal asing 

boleh ikut menanam modalnya di jalan tol, perusahaan telpon, air minum, dan 

sebagainya. 

Penanaman modal masih bisa dibedakan antara penanaman modal secara 

langsung (direct investments), atau juga dalam bentuk portfolio investments, atau 

penyertaan modal saham (tanpa mayoritas). Perbedaannya adalah tingkat kekuasaan. 

2 Sunarjati Hartono. CFG, Beberapa Masa/ah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di 
Indonesia, (Bandung: Binacipta, Cet.ke-1, 1972), him. 59 
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Pada direct investments fihak asing itu menguasai pengelolaan perusahaan, sedangkan 

pada portfolio investments tidak3
• 

Unsur yang sebetulnya lebih penting adalah sentimen nasional, yang di 

Indonesia sentimen nasional terhadap sesuatu yang "asing" sering ambivalen, tidak 

menolak akan tetapi menerima dengan perasaan was-was. Asing disamakan dengan 

"besar", sangat berkuasa, sehingga mudah menyaingi dan mematikan pengusaha kecil 

yang pribumi. Di zaman Suharto maka sentimen ini ditekan karena tidak 

menguntungkan pembangunan ekonomi. Tetapi, di zaman demokrasi sentimen ini lebih 

leluasa. Dapat dilihat sekarang di bidang pertambangan. Disamping itu juga pernah 

dalam pertemuan CGI yang menjadi salah satu perhatian adalah kualitas investasi di 

Indonesia. Forum melihat, adanya pergeseran investasi dari sektor keuangan ke sektor 

properti, seperti pembangunan pusat-pusat perbelanjaan dan apartemen. 

Yang lebih penting adalah bahwa undang-undang penanaman yang baru mau 

menekankan kedudukan BKPM sebagai one-stop-service, yang menguntungkan 

penanam modal karena menghemat waktu. Akan tetapi di praktek tidak bisa berlaku. 

Lebih-lebih kalau kepala BKPM bukan berstatus menteri dan tidak terlalu berwibawa. 

Berangkat dari kondisi-kondisi di atas, Keppres No. 29 tahun 2004 bertujuan untuk 

menjamin kepastian investor dalam berinvestasi di Indonesia. Sistem Pelayanan Satu 

Atap ini diharapkan dapat mengakomodasikan keinginan dunia usaha untuk 

memperoleh pelayanan yang lebih efisien, mudah, cepat, dan tepat. Sehingga, dengan 

didukung oleh kondisi ekonomi makro yang membaik saat ini, adanya Keppres No. 29 

tahun 2004 diharapkan dapat menarik dan mempercepat masuknya investor di 

Indonesia. 

3 Sunarjati Hartono. CFG, Masalah-Masalah dalam Joint Ventures antara Modal Asing dan Modal 
Indonesia, (Bandung: Alumni, Ed.ke-1, 1974), him. 98 
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Salah satu hal yang menjadi kekhawatiran para investor itu adalah kepastian 

dan prediksi hukum, yang terutama sangat penting bagi investor dalam industri modal 

seperti infrastruktur dan pertambangan. Itu sebabnya, sungguh tepat jika pada hari 

kedua konferensi tersebut, Menteri Kehakiman dan HAM menyampaikan makalahnya 

yang berjudul "Kepastian dan Prediksi Hukum "4
• 

Menteri Kehakiman dan HAM harus meyakinkan peserta bahwa hukum dan 

masyarakat ditempatkan untuk memastikan adanya kepastian dan prediksi hukum. Jika 

Menteri berharap dapat meyakinkan para investor, ia harus menjelaskan apa yang 

dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan beberapa masalah yang terkait dengan 

investasi, misalnya isu Teluk Buyat yang telah menjadi salah satu kontroversi bisnis 

terpelik 2004, baik di dalam maupun luar negeri. Kasus ini mungkin satu dari beberapa 

kasus yang telah mengemuka dalam beberapa waktu terakhir, dan bukan tidak mungkin 

menjadi perhatian sebagian besar peserta yang hadir dalam konferensi. 

Kasus Teluk Buyat dimulai pada Juni 2004 ketika beberapa penduduk Buyat di 

Manado melapor ke Polisi perihal aktivitas pertambangan emas milik PT Newmont 

Minahasa Raya (NMR). Polisi kemudian menyelidiki laporan tersebut dan 

menyimpulkan bahwa NMR bersalah telah melakukan pencemaran lewat buangan sisa 

produksinya di Teluk Buyat, Kabupaten Bolaang Mongondow. Berdasarkan kesimpulan 

itu polisi lalu menahan lima karyawan NMR, masing-masing satu orang warga negara 

Amerika, satu orang warga Australia, dan tiga orang warga negara Indonesia, karena 

telah melanggar UU Lingkungan Hidup. 

Dalam perkembangannya, Polisi saat ini berusaha meyakinkan Kejaksaan 

Tinggi Sulawesi Utara untuk menerima kasus itu dan menuntut kelima pekerja NMR, 

4lndonesian Mining Association, 18 Januari 2005, http://www.ima-
api.com/news.php?pid=598&act=deLail , diakses Langgal15 Agustus 2014,jam. 13.00 
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termasuk presiden direktumya, Richard Ness, yang tidak ikut ditahan karena alasan 

kesehatan. Kemudian timbul masalah ketika NMR mengajukan praperadilan ke 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan, penyidikan yang dilakukan polisi 

tidak sah. Upaya ini berhasil dan pada 23 Desember 2004 pengadilan memutuskan 

polisi telah melakukan penahanan dan penyidikan tidak sah. Putusan ini seharusnya 

menjadi dasar bagi polisi untuk tidak melanjutkan upayanya agar pihak kejaksaan 

menerima kasusnya, karena penyidikannya telah dinyatakan tidak sah. Seharusnya pula, 

setelah putusan pengadilan melakukan cekal perjalanan terhadap keenam orang tersebut, 

yang pemah diajukan polisi, seketika dicabut. Yang terjadi justru polisi masih berusaha 

agar kejaksaan menuntut para karyawan tersebut. Polisi juga tidak mencabut cekal 

perjalanan yang diberlakukan terhadap mereka. Tidak hanya itu, polisi juga telah 

mengeluarkan dua panggilan agar mereka melapor untuk dilimpahkan ke kejaksaan di 

Sulawesi Utara. 

Di negara lain dengan kepastian hokum, melawan keputusan pengadilan 

otomatis adalah penghinaan kepada pengadilan. Maka sikap di atas menunjukkan bahwa 

sepertinya tidak ada seorang pun yang peduli terhadap keadilan dan HAM yang dimiliki 

keenam orang tersebut. Isu Teluk Buyat menjadi sebuah kasus yang cukup pelik bagi 

para investor, karena dapat berarti eksekutif mereka secara individual rentan tuntutan 

pidana atas sesuatu yang disangkakan telah dilakukan oleh perusahaan. Juga karena 

pengadilan tidak dapat memberikan perlindungan terhadap mereka, yang saat ini hidup 

di bawah ketakutan polisi bisa menangkap mereka setiap saat. 

Berkaca pada isu Teluk Buyat, bisakah pemerintah menjelaskan dengan baik 

kepada investor bagaimana mereka bisa mentoleransi ketidakpastian hokum. Agar 

investor tetap tertarik menanamkan investasi di Indonesia, pemerintah memang harus 
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memberi jawaban dan tindakan yang meyakinkan terhadap berbagai hal yang berkaitan 

dengan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukumnya. Kalau 

tidak, yang kemudian tampak dan tetjadi adalah tindakan-tindakan yang justru 

menunjukkan pemerintah mengingkarijanjinya sendiri. 

Namun sayangnya, kepastian hukum hingga sekarang masih belum terbenahi 

dengan baik. Hal ini mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum di daerah, dan pada 

akhimya justru sangat menghambat masuknya investasi di daerah. Selain itu, konsepsi 

Ketahanan Nasional dengan mengutamakan keseimbangan antara pengaturan dan 

penyelenggaraan keamanan di satu pihak dan kesejahteraan masyarakat di lain pihak 

juga masih terabaikan. Bagaimana menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan 

ditopang oleh peraturan yang mendukung sehingga mampu menciptakan kesejahteraan 

masyarakat dan juga menciptakan stabilitas politik guna meningkatkan Ketahanan 

Nasional. 

Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian, khusus untuk melihat 

dari adanya tujuan negara dalam mensejahterakan rakyatnya dan disisi lain membuka 

peluang dan insentif kepada penanam modal asing, sehingga perlu dicarikan solusi dan 

altematif lain. Dalam hal ini penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan 

judul "KONSEP WELFARE STATE STUDI PENERAPAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL" 

B. Perumusan Masalah 

Dengan dilandasi oleh pemikiran-pemikiran yang disesuaikan pula dengan 

judul yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut pada Jatar belakang di atas, maka 

untuk membatasi pembahasan dirumuskan masalah pokok sebagai berikut: 
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1. Bagaimana Penerapan Undang·Undang Nomor 25 Tahun 2007 dalam pelaksanaan 

penanaman modal asing.? 

2. Bagaimana hambatan atau kendala pemerintah terhadap penerapan Undang·Undang 

Nom or 25 Tahun 2007 dalam rangka mensejahterakan rakyat.? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengkaji dan menganalisis solusi hukum atas penerapan undang· 

undang Nomor 25 Tahun 2007 dalam pelaksanaan Penanaman Modal Asing. 

b. Untuk mengkaji dan menganalisis solusi hukum terhadap hambatan atau 

kendala pemerintah dalam penerapan Undang·Undang Nomor 25 Tahun 

2007 dalam rangka mensejahterakan rakyat. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Secara Teoritis 

Sesuai dengan obyek dan permasalahan yang dikemukakan di depan, 

maka penlitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk: 

1) Bahan masukan bagi DPR dan juga Pemerintah dalam merumuskan upaya 

penyelarasan dan keadilan dalam pemberlakukan pelaksanaan penanaman 

modal asing. 

2) Terbentuknya keseragaman persepsi sebagai standar bagi para penegak 

hukum dalam melihat dan memahami konsep kesejahteraan rakyat dengan 

penanaman modal asing. 
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3) Bahan kajian dan juga analisis bagi peminat keilmuan yang berupaya secara 

lebih mendalam untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap konsep 

kesejahteraan negara dalam penanaman modal asing. 

b. Kegunaan Secara Praktis 

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

dan bermanfaat bagi: 

1) Dengan adanya tulisan ini dapat dijadikan sebagai pencerahan sehingga 

masyarakat Indonesia khususnya masyarakat pelaku usaha di bidang 

investasi sehingga mengetahui hak-hak dan kewajibannya. 

2) Tuntutan reformasi dalam penegak.an hukum di bidang penanaman modal 

mengharapkan agar masyarakat yang potensial menjadi investor 

mengikuti ataupun mendukung kegiatan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

3) Bagi penegak hukum dan administrator BKPM dijadikan sebagai acuan 

dalam penanganan penanaman modal yang dilakukan serta penegakan 

hukum atas investor dan kepentingan masyarakat. 

D. Kerangka Teori 

Dalam suatu penelitian kerangka teori menjadi salah satu hal penting dan 

dominan, teori tersebut diharapkan dapat menjadi suatu pisau analisa dan memberikan 

suatu jawaban terhadap hipotesa yang muncul dalam suatu penulisan. Untuk 

mendapatkan suatu arahan dalam pembahasan yang akan penulis tuangkan dalam bab-
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bab selanjutnya penulis mendasari analisis yang akan penulis lakukan berdasarkan 

kerangka teori sebagai berikut: 

Teori Negara Kesejahteraan; Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare 

State) tidaklah asing di kalangan ahli hukum, ekonomi dan politik. Namun karena 

luasnya cakupan maka kajian hukum akan berbeda dari kajian ekonomi dan politik 

tentang apa welfare state itu. Setidak-tidaknya ada beberapa pandangan yang satu dan 

lainnya berbeda tentang konsep welfare state sebagaimana yang terjadi di berbagai 

negara. Definisi welfare state dalam Black's Law Dictionary menyebutkan: Negara 

Kesejahteraan adalah suatu bangsa yang pemerintahannya menjalankan berbagai 

program asuransi sosial, seperti kompensasi pengangguran, pensiun, bantuan uang 

untuk keluarga, kupon makanan, dan bantuan bagi orang buta atau tuli-juga pengertian 

kesejahteraan negara sebagai pengatur. 

Teori Negara kesejahateraan (Welfare State), teori tersebut merupakan 

perwujudan dari Grand theory Montesquieu yaitu ajaran pemisahan kekuasaan 

(separation of power) yang terdiri dari kekuasaan legislatif (membuat undang-undang), 

kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang) dan kekuasaan yudikatif 

(mengadili pelanggaran undang-undang). Trias Politika tidak dapat dilaksanakan secara 

konsekuen. Dalam perkembangannya ajaran Trias Politika ini mendapat berbagai 

modifikasi terutama melalui pembagian kekuasaan (distribution ofpower).5 

Secara teoritis diungkapkan bahwa kekuasaan itu dapat dibagi dengan 

dua cara yaitu: 

a. Secara vertikal, pembagian kekuasaan menurut tingkatnya maksudnya ialah 

pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Carl J.Frederich 

5 H.R.Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta; UII Press, 2002), him. 12 
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memakai istilah pembagian kekuasaan. Ini dapat dengan jelas kita bandingkan antara 

negara kesatuan federasi dan konfederasi; 

b. Secara horizontal, pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Pembagian ini 

menunjuk:kan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, 

eksekutif dan yudikatif yang lebih dikenal dengan trias politica atau pembagian 

kekuasaan (division of power). 

Seiring dengan perkembangan kenegaraan dan pemerintahan, ajaran 

negara hukum yang kini dianut oleh negara-negara di dunia khususnya setelah perang 

dunia kedua adalah negara kesejahteraan (welfare state). Konsep negara ini muncul 

sebagai reaksi atas kegagalan konsep legal state atau negara penjaga malam. Dalam 

konsep legal state terdapat prinsip staats onthouding atau pembatasan peran negara dan 

pemerintah dalam bidang politik yang melahirkan dalil "the least government is the best 

governmenf' dan terdapat prinsip laissez faire, laissez aller dalam bidang ekonomi yang 

melarang negara dan pemerintah mencampuri kehidupan ekonomi masyarakat 

(staatbenoeienis). Akibat pembatasan ini pemerintah atau administrasi negara menjadi 

pasif dan oleh karenanya sering disebut negara penjaga malam (nachwakerstaad). 

Adanya pembatasan negara, gagasan yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang 

bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya yaitu welfare.6 

Kemudian konsep negara kesejahteraan ini tercermin dalam Pasal 33 ayat 

(3) UUD 1945, menyatakan: 

6Ibid. Him. 4 

"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat". 
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Konsep welfare state tersebut di dalam perundang-undangan kita untuk 

pertama kali dikenal dengan istilah "negara pengurus". Negara Indonesia menganut 

paham sebagai negara kesejahteraan berarti terdapat tanggungjawab negara untuk 

mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan serta meningkatkan 

kualitas pelayanan umum (public service) yang baik melalui penyediaan berbagai 

fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat. Adapun para pemikir utama mengenai teori 

negara kesejahteraan adalah sebagai berikut: 

1. Franklin D. Roosevelt 

Rosevelt merupakan arsitek utama kebijakan New Deal, yang terpilih 

menjadi presiden Amerika Serikat pada saat krisis depresi besar. Pemerintah 

berperan dalam mengembangkan infrastruktur, industri, dengan membangunjaringan 
r 

jalan kereta api dan perdagangan laut. Bahkan di era Leissez Faire, teori selalu tidak 

sama dengan praktek, ''tiap-tiap kelompok bisnis mencari perlindungan pada 

pemerintah bagi kepentingannya, tanpa menyadari bahwa fungsi pemerintah 

seharusnya tidak memihak kepada kelompok kecil, tetapi melindungi hak kebebasan 

personal dan kekayaan pribadi dari semua warga negaranya". 

Roosevelt menolak terkonsentrasinya kekuasaan ekonomi pada sejumlah 

kecil perusahaan besar. Kira-kira enam ratus perusahaan mengontrol dua pertiga 

industri Amerika, dan sepuluh juta bisnis kecil di sepertiga lainnya. Rosevelt 

mengajurkan suatu penilaian baru, agar distribusi kekayaan dan produksi lebih 

merata. Pemerintah yang kuat harus menjadikan kesejahteraan nasional di atur di 

dalam konstitusi agar menyelaraskan kepentingan-kepentingannya dengan 

kepentingan keseluruhan masyarakat. Namun demikian pemerintah dan pihak swasta 

tetap menjaga hak individu untuk memenuhi kehidupannya yang lebih layak. 



12 

Pemerintah hanya mengatur kegiatan ekonomi sebagai tindakan terak:hir, hanya jika 

inisiatif pribadi gagal melakukannya. 

Franklin Delano Roosevelt menjadi presiden Amerika Serikat ke-32, dan 

memperkenalkan konsep New Deal dalam sambutan pelantikannya tahun 1933. 

Kebijakan New Deal ini merupakan jalan bagi peran negara dan kekuasaan 

pemerintah federal yang kuat, guna mengatasi kesulitan yang ditimbulkan great 

depression, dengan jalan mengeluarkan berbagai kebijakan/peraturan di bidang 

perbankan, penanganan keadaan darurat, program penanganan pekerjaan, dan 

program pertanian. Pada tahap berikutnya dicanangkan kebijakan New Deal tahap 

kedua, dengan melakukan program persatuan proteksi, social security act, dan 

program untuk membantu para buruh tani dan pekerja migran. 

lmplementasi Kebijakan the new deal sampai dengan tahun 1939, 

sebagai konsekuensi paham welfare state, telah berhasil membantu meningkatkan 

taraf hidup orang-orang yang menderita akibat depresi besar. Perkembangan 

selanjutnya, kebijakan yang dicanangkan Roosevelt ini menjadi rujukan, referensi 

program pemerintah federal untuk memainkan peran negara yang penting dalam 

mengatasi berbagai masalah ekonomi dan sosial masyarakat secara nasional. 

2. Herbert Hoover 

Herbert Hoover sebagai presiden ke 31 Amerika (1929-1933) dikenal 

dengan argumennya The Welfare State-Road to Collectovism pada masa 

pemerintahannya mengalami The Great Depression dan mendapat banyak kecaman. 

Dia Menganggap The New Deal Welfare State sebagai suatu deviasi yang berbahaya 

dalam tradisi kebebasan Amerika. Hoover menitikberatkan perhatiannya pada 

pertumbuhan pemerintah pusat dan sebuah birokrasi administrasi yang luas. Hoover 
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menyatakan besamya pengeluaran (expenditure) pemerintah federal di mana% nya 

adalah untuk membiayai perang yang terjadi sebelumnya dan untuk pertahanan 

nasional. Masalah awal dari lahimya kolektifitas adalah meningkatnya pemakaian 

pemerintah (governmental spending), besamya jumlah birokrasi, tingginya tingkat 

ketergantungan, secara umum pemerintah tidak meningkatkan standar hidup. 

Akhimya, pemerintah harus meminjam, hal ini membuka jalan inflasi. Jalan keluar 

yang lain adalah dengan meningkatkan pembayaran pajak. Tingginya pengeluaran 

dan pajak menyebabkan ekonomi Amerika terhambat dalam kolektifitas. Sebuah 

kolektifitas ekonomi tidak dapat dalam waktu yang bersamaan memberikan 

kebebasan personal dan konstitusi pemerintah. 

Hoover menyatakan konsep welfare state sebagai penyamaran bagi 

sebuah negara kolektif melalui suatu pengeluaran rutin. Masalah dari kolektivitas dan 

menyalahkan kelompok kepentingan dan politisi yang telah menimbulkan masalah 

akibat pertumbuhan sentralisasi pemerintah. 

3.RosooePound ( '(h~~ \::w.M~ 
Sebagai penemu sekolah sosiologi, Pound penganut paham Jiberal dan 

reformis. Tetapi menjadi konservatif tentang welfare state. Menurutnya, tidak 

masalah negara melaksanakan berbagai pelayanan publik tanpa mengganggu hukum 

tradisional, ekonomi politik, dan keteraturan sosial (social order). Tetapi konsep 

bahwa semua pelayanan publik harus dan hanya negara yang menye]enggarakan, 

disebutnya sebagai suatu super service state yang dapat menghasilkan totalitarian 

state. Negara yang melakukan semua pelayanan membutuhkan birokrasi yang besar 

dan hal ini yang akan menjadikannya totalitarian. Ebenstein menyebutnya sebagai 

pe]ayanan negara (services state) dan bukan welfare state. 
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Welfare state bukan jalan untuk mendapatkan sesuatu dengan gratis 

tetapi setiap helai dari welfare harus dibayar. Pajak tinggi terhadap orang kaya. 

Pound menyatakan welfare state menjanjikan terlalu banyak yang hanya akan 

melahirkan ekspektasi yang secara politik dan ekonomi tidak dapat diraih, hal ini 

akan melemahkan kepercayaan kepada konstitusi dan pada akhimya menuju pada 

totalitarian state. 

4. A. C. PIGOU 

Pigou meninjau aspek ekonomi dari welfare state. Pigou mengatakan 

welfare kadang-kadang hanyalah pemyataan pikiran (states of mind). Economic 

welfare sebagai suatu kepuasan dan ketidakpuasan yang berasal dari kondisi-kondisi 

ketergantungan, sebagian pada jumlah pendapatan, bagaimana pendapatan ini 

dialokasikan pada individu, dan bagaimana ini didistribusikan sepanjang masa. 

Pigou melihat welfare state misalnya dalam hal penyediaan akan 

kebutuhan kolektif angkatan bersenjata, polisi, pengadilan, pemerintah, gedung 

publik. Menurut Ebenstein, welfare state adalah seseorang yang telah puas dengan 

perekonomiannya dalam masyarakat, pengabaian terhadap konflik dirinya dan orang 

lain melalui suatu simulasi produksi, peningkatan alokasi pendapatan riil dan perang 

terhadap fluktuasi yang besar. 

Meskipun welfare state sempat dipertanyakan sebagai langkah 

komunisme atau sosialisasi, setelah 30 tahun, Democrats dan Republican percaya 

ekonomi Amerika menjadi lebih baik, produktivitas lebih tinggi, terjadi 

keseimbangan ekonomi dari berbagai pendapatan yang berbeda. Terbukti welfare 

state telah menguatkan demokrasi dengan menguatkan keamanan, harga diri, 

kebebasan individu. 
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F. Kerangka Pemikiran 

Munculnya gagasan negara hukum, diawali dengan gerakan liberalisme yang 

menentang faham mercantilisme.7 Paham liberal menolak campur tangan pemerintah 

dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat atau negara diposisikan secara pasif 

(staatsonthoudin). Sehingga bentuk pemerintahannya adalah Monarchi Konstitusionil, 

dalam arti kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi yang merupakan perjanjian antara 

yang memerintah dengan yang diperintah. Tipe negara dalam sistem ini adalah negara 

hukum liberal (Nachtwachter Staat) dan disebut juga negara hukum dalam arti sempit. 

Pada perkembangan selanjutnya paham negara hukum liberal tidak bisa 

dipertahankan lagi. Masyarakat menuntut negara untuk turut campur tangan dalam 

urusan kepentingan rakyat, dengan batasan masih menurut saluran-saluran hukum yang 

sudah ditentukan. Tipe negara ini ialah negara hukum formil. 

Pada negara hukum liberal atau negara hukum dalam arti sempit, hanya 

mengenal dua unsur yang penting, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 

dan pemisahan kekuasaan. Sedangkan pada negara hukum formil unsumya bertambah 

menjadi empat, yaitu (1) perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, (2) pemisahan 

kekuasaan, (3) setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan undang-

undang, dan (4) adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri8
• 

Terdapat perbedaan antara Rule of Law menurut sistem Anglo Saxon dan 

Rechtstaat menurut paham Eropa Kontinental. Perbedaan itu terletak pada tidak adanya 

peradilan administrasi yang berdiri sendiri ada sistem rule of law di Inggris, karena 

7 Sebelum lahimya paham negara hukum, yang ada pada waktu itu adalah negara polisi (polizei staat). 
Tipe negara polisi ini dibarengi dengan sistem ekonomi mercantilisme yaitu aliran yang menghendaki 
suatu neraca perdagangan yang positif (actieve handelsbalance). Aliran ini timbul di Perancis pada 
masa pemerintahan Lodewijk XVI, dengan ciri-ciri politik ekspor yang melebihi import. Dengan cara 
meningkatkan industri dalam negeri untuk diekspor sebanyak mungkin. Lihat dalam: Moh. Kusnardi & 
Harmaily Ibrahim, "Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia", (Jakarta, Pusat Studi HTN-FH UI, 
1983), him. 154. 

8 Ibid, him 157-158. 
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setiap perkara yang terjadi, apakah yang tersangkut di dalamnya seorang sipil atau 

seorang pejabat negara, atau seorang swasta atau seorang militer akan diadili oleh suatu 

pengadilan yang sama. Selain perbedaan tersebut, terdapat perbedaan substansial 

lainnya. Seperti yang telah dikemukakan terdahulu bahwa Rechtstaat atau negara 

hokum formil adalah sintesa dari negara hukum liberal atau negara hokum dalam arti 

sempit. Artinya, negara boleh campur tangan dalam penyelenggaraan urusan 

kemakmuran rakyat dengan dibatasi undang-undang yang telah disusun sebelumnya. 

Di Indonesia penah dilaksanakan simposium mengenai negara hokum pada 

tahun 1966 di Jakarta. Dalam simposium itu diputuskan bahwa sifat negara hukum itu 

ialah dimana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat kepada 

aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang 

dikuasakan untuk mengadakan aturan itu, dengan ciri-ciri khas suatu negara hukum, 

yaitu: 

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak azasi manusia yang mengandung persamaan 

dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan; 

2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu 

kekuasaan atau kekuatan apapunjuga; 

3. Legalitas dalam arti dalam segala bentuknya. 9 

Bertitik tolak dari perspektif negara hukum dalam melihat keberadaan 

penanaman modal, maka pemerintah Indonesia harus membuat kebijakannya dalam 

peningkatan penanaman modal tetapi tidak menghapus dan mengurangi tujuan 

kesejahteraan. 

9 Moh. Kusnardi & Hannaily Ibrahim, Op.cit, him. 162. 

o~ - c>>( 
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Untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara kesejahteraan (welfare state), 

yang memiliki tujuan memajukan kesejahteraan umum dan yang berkeadilan sosial, 

maka togas Pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka 

mencapai tujuan Negara. Hal ini tidak bertentangan dengan pemikiran aliran hukum 

yang menekankan pencapaian kebahagian yang sebesar-besamya bagi rakyat banyak, 

yang dikenal dengan Utilitarisnism. Teori utilteis menyebutkan bahwa hukum bertujuan 

untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja 10
• Aliran kemanfaatan dengan 

semboyan "the greatest happiness of the greatest number" menekankan pentingnya 

campur tangan Pemerintah untuk terciptanya kebahagiaan sebesar-besamya bagi rakyat 

banyak. Baik buruknya hukum dalam pengelolaan perekonomian suatu negara harus 

diukur dari baik-buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum tersebut. 

Artinya, suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik hila akibat-akibat yang 

dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besamya dan 

berkurangnya penderitaannya 11
• Hakikat kebahagian, menurut Jeremy Benthan, adalah 

kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan12
• 

Berbagai upaya dapat dilakukan dalam mencapai tujuan negara kesejahteraan. 

Salah satunya dan terpenting adalah pengelolaan perekonomian nasional melalui 

kegiatan penanaman modal langsung (direct investement), yang mengubah kekuatan 

ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil. Penanaman modal dan pertumbuhan 

ekonomi merupakan dua fenomena yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan keterkaitan 

tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut: "direct investement is one of the key factors 

to drive her economic growths. " Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu 

10 Riduan Syahrani, Ranglruman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, him. 22 
11 Lili Rasyid dan 1.8. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju, Bandung, 2003, him, 

116-117. 
12 Riduan Syarani, op, cit. him. 25 
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kegiatan strategis untuk memacu pembangunan sekaligus diharapkan mendorong 

tingkat pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa kegiatan 

penanaman modal merupakan salah satu mesin penggerak perekonomian suatu negara 

termasuk Indonesia 13
• 

Di dalam mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang telah 

ditentukan sebelumnya, Indonesia membutuhkan nilai investasi yang sangat besar14
• 

Keterbatasan kemampuan untuk mengubah ketentuan ekonomi potensial 15 menjadi 

kekuataan ekonomi riil melalui kegiatan penanaman modal membawa konsekuensi 

bahwa pemerintah memerlukan modal, khususnya modal asing. Hal ini yang mendasari 

lahimya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Melalui 

instrumen hukum tersebut, nilai investasi yang dibutuhkan guna merubah kekuatan 

ekonomi potensial menuju kekuatan ekonomi riil diharapkan akan dapat dipenuhi baik 

dari dalam negeri maupun luar negeri dan dapat mensejahterakan rakyat secara 

keseluruhan. 

13 Sri Adiningsih dan Ahmad Adi Nugroho mengatakan bahwa investasi memegang peranan yang sangat 
penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, dengan alasan: 
a. Investasi dapat meningkatkan output. Semakin besar output maka semakin pesat pertumbuhan 

ekonomi Negara Indonesia. 
b. Investasi membuka lapangan kerja. Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk yang besar 

harus mampu membuka lapangan kerja guna mengangkat kesejahteraan. 
c. Investasi dapat meningkatkan pendapatan, yang merupakan salah satu tolak ukiJT kesejahteraan 

masyarakat. 
d. Investasi mrupakan sumber penerimaan pajak. 
Lihat: Sri Adiningsih dan Ahmad Adi Nugroho, Investasi di Indonesia, ke Daerah yang Menarik 
http://www .majalahtrust.com 

14 Penjelasan Kementerian Negara PPN/Bappenas dapat digunakan sebagai ilustrasi tentang kebutuhan 
investasi guna mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3% pada tahun 2007. investasi yang 
dibutuhkan sebesar Rp. 872 triliun, yang beraal dari Pemerintah sebesar Rp. 129,9 triliun (14,9%) dan 
dari masyarakat tennasuk dunia usaha (PMDN dan PMA) sebesar Rp. 742,2 triliun (85,1%). Lihat: Rl 
Butuh lnvestasi Rp. 872 Triliun, http://www.seputar-indonesia.com/, Jumat 9 febuari 2007. 

15 Kekuatan ekonomi potensial diartikan sebagai kekayaan alam Indonesia yang belum diolah karena 
keterbatasan modal, teknologi, pengetahuahn, keterampilan, kemampuan berorganisasi dan 
manajemen. 
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G. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan Penelitian 

Pendekatannya terutama ditempuh lewat pendekatan yuridis normatif dan 

yuridis sosiologis yang bertumpu pada data sekunder dan ditunjang dengan 

pendekatan yuridis historis dan yuridis komparatif. 

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal/horizontal, dan sistemik hukum diterapkan, 

yang bertumpu pada data sekunder. 

Pendekatan historis dan pendekatan komparatif lebih berfungsi sebagai 

unsur penunjang. Pendekatan historis digunakan untuk melihat bagaimana sejarah 

hingga munculnya asas negara kesejahteraan sebagaimana dibahas dalam penelitian 

ini. Sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan kebijakan 

atas peningkatan kesejahteraan rakyat dan juga peningkatan penanaman modal 

yang berlaku di berbagai negara. Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian 

hukum normatifperbandingan hukum merupakan suatu metode16
• 

Pendekatan komparatif juga dibutuhkan agar kita mampu mengembangkan 
hukum yang lebih baik, menurut Rene David dan Brierley, salah satu manfaat 
dan arti penting dari perbandingan lmkum adalah dapat lebih baik memahami 
dan mengembangkan hukum nasional kita sendiri.17 

2. Spesifikasi atau Jenis Penelitian 

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif, 

karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, 

sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan 

perkembangan mengenai penanaman modal. Berkaitan dengan ini, istilah analisis 

16 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2008), him. 8. 
17 Ibid., him. 18 
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mengandung makna mengelompokk:an, menghubungkan, membandingkan dan 

memberi makna aspek-aspek kesejahteraan negara dalam penanaman modal. 

3. Bahan dan Somber Data 

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, 18 maka jenis data yang 

digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut: 

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi: 

1) UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 

2) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 

3) Perpres No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan 

Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan 

Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal; 

4) Perpres No.36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan 

Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman 

Modal; 

5) Perpres No.16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. 

c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan 

hukum primer, antara lain berupa: Tulisan-tulisan atau pendapat para pakar 

hukum, khususnya pakar hukum dibidang sumber daya alam dan yang berkaitan 

dengan penanaman modal. 

d. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai 

bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain: 

1) Ensiklopedia Indonesia; 

2) Kamus Hukum; 

18 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: 
RadjaGrafindo Persada, 1983), him. 12-14 
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3) Kamus bahasa Inggris-Indonesia; 

4) Berbagai majalah maupun jurnal hukum 

Pengelompokan bahan hukum tersebut sesuai dengan pendapat Sunaryati 

Hartono, 19 bahwa bahan hukum dibedakan antara bahan hukum primer, seperti UU, 

dan bahan hukum sekunder, misalnya makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para 

ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum (law reform organization) dan 

lain-lain. 20 

4. Tebnik Pengumpulan Data 

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka 

pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi 

dokumen. Di dalam pengumpulan data, sebanyak mungkin data yang diperoleh dan 

dikumpulkan diusahakan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Untuk mendukung data sekunder tersebut juga dapat dilakukan 

wawancara dan atau kuesioner dengan pihak-pihak yang berkompeten langsung 

dengan masalah yang diteliti. 

5. Metode Analisis Data 

Analisa dapat dirumuskan sebagai menguraikan atau menguraikan hal 

yang akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana.21 Bertolak 

dari pengertian ini maka erat kaitannya antara metode analisa dengan pendekatan 

masalah. 

Penguraian sistematis terhadap gejala dan data yang diperoleh dalam 

penelitian ini, pertama-tama disajikan sejauh mungkin dikemukakan secara 

19 Sunarjati Hartono. CFG, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20, (Bandung: Alumni, 
Cet.ke-1, 1994), him. 134. 

20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009), him. 141-143; Lihatjuga: Ronny 
Hanitijo Soemitro, metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), him. 24-25. 

21 Sunaryati Hartono, Op.cit. him .106. 
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kuantitatif. Data-data yang diperoleh itu kemudian dianalisa secara kualitatif 

normatif. Menurut Soerjono Soekanto, analisa data dapat dilakukan secara kualitatif 

maupun kuantitatif.22 Analisa kualitatif ini dilakukan secara deskriptif dan 

preskriptif, karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau 

melukiskan realitas kebijakan perundang-undangan (legislatif) sebagaimana yang 

diharapkan. Dalam melakukan analisa kualitatif yang bersifat deskriptif dan 

preskriptif ini pun bertitik tolak dari analisa yuridis-sistematis yang untuk 

pendalamannya dikaitkan atau dilengkapi dengan analisa yuridis komparatif dan 

yuridis preskriptif dengan tujuan: 

a. Analisis Yuridis Komparatif, dengan membandingkan kebijakan legislatif 

negara-negara lain dalam memformulasikan mengenai penanaman modal dan 

negara kesejahteraan; 

b. Analisis Yuridis Preskriptif, untuk mengkaji kebijakan formulasi hukum ekonomi 

yang akan datang dalam memformulasikan mengenai penanaman modal untuk 

kesejahteraan rakyat. 

22 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986), him. 68 



BABII 

PENANAMAN MODAL DI INDONESIA 

A. Pendahuluan 

Penanaman Modal mempunyai arti yang sangat penting bagi pembangunan 

ekonomi nasional sebagaimana tujuan yang hendak dicapai melalui Undang-Undang 

Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dengan diundangkannya UU PM 

yang baru tersebut, maka semua undang-undang terdahulu yang mengatur Penanaman 

Modal (UU tentang PMA dan PMDN sebagaimana diatur dalam UU No. 111967 jo No. 

11/1970 dan UU No. 6/1968 jo No. 12/1970), dinyatakan tidak berlaku lagi (pasal 38 

UU No. 25/2007). 

UU No. 25 tahun 2007 ini menjadi satu-satunya undang-undang yang 

mengatur tentang penanaman modal di Indonesia, untuk melaksanakannya diperlukan 

pengaturan teknis melalui peraturan pemerintah dan peraturan pe1aksanaan lainnya 

sesuai yang diisyaratkan oleh UU PM tersebut. Sambi) menanti peraturan pelaksanaan 

yang mengatur teknis, maka dalam Ketentuan Peralihan pasal 3 7 UU No. 25 tahun 2007 

dinyatakan: "Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan 

peraturan pelaksaan dari UU No. 1/1967 jo No. 11/1970 dan UU No. 6/1968 jo No. 

12/1970, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur 

dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan undang-undang ini". Untuk 

menghindari pertentangan kepentingan pribadi/golongan atau politis, sebaiknya di 

setiap instansi dibentuk suatu Tim Interdepartemen (lnterdep) yang mengkaji mana 

peraturan yang dianggap relevan dan mana yang tidak relevan lagi. 

23 
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UU No. 25 Tahun 2007 ini sudah jelas dan rinci mengatur langkah-langkah 

yang harus ditempuh pemerintah untuk dilaksanakan secara konsekuen. Diharapkan 

tidak ada lagi penafsiran yang berbeda dari instansi yang terkait dengan kegiatan 

penanaman modal. Terlepas dari berbagai pendapat yang berkembang dalam 

masyarakat yang penting analisis yuridis terhadap undang-undang ini harus fair. 

Ada tiga pilar (milestone) sumber hukum dalam kehidupan perekonomian 

bangsa kita setelah Pasal 33 UUD 1945, yaitu: 

1) Undang-Undang tentang Penanaman Modal (dahulu UU PMA dan PMDN sekarang 

UU PM No. 25 tahun 2007); 

2) UU No. 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan WTO; 

3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Ketiga undang-undang ini senantiasa harus menjadi panduan utama dalam 

melaksanakan tugas pemerintahan maupun dunia usaha di negara kita ini. Lahimya 

Undang-undang No.25 tahun 2007 ini juga mencerminkan pengaturan kedua sumber 

hukum lainnya, yaitu: UU No. 7 Tahun 1994 tentang ratifikasi WTO dan UU No. 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun tidak semua hal kita setuju 

dengan WTO atau UU tentang Pemerintahan Daerah, tetapi sebagai suatu bangsa dalam 

suatu negara hukum, kita mesti menghormati apa pun yang telah disahkan oleh negara 

dalam bentuk undang-undang (Pacta Sunt Vanda). 

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 

2007, ada beberapa kejanggalan dari langkah pemerintah dalam melaksanakan undang

undang tersebut. lsyarat-isyarat dari undang-undang tidak dilaksanakan dengan tepat 

dan benar. Nampak masih belum sinkron antara kehendak undang-undang dengan apa 

yang dilakukan pemerintah, ini sangat berbahaya dikemudian hari. Kepastian hokum 
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karenanya akan terganggu. Penyebab dari semua ini, adalah kekeliruan dalam membaca, 

mengartikan bahkan menafsirkan aturan-aturan yang ada dalam undang-undang. 

Jelasnya kepentingan/misi pelayanan penanaman modal mesti dilaksanakan dengan baik 

dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh dalam 

praktik di bidang industri ada istilah "Cluster" Industri. Istilah ini tidak dikenal dalam 

Undang-Undang No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, yang ada istilah WPPI 

(Wilayah Pertumbuhan dan Pengembangan Industri). Hal seperti ini sulit dipertanggung 

jawabkan secara hukum baik dari segi perencanaan, anggaran, dan implementasinya. 

Rehctsmatigheid dan doelmatigheids mesti seimbang, ini menjadi pegangan. 

Kelahiran Undang-Undang No. 25 tahun 2007 telah menimbulkan 

gejolaklk.ontroversi, bahkan sejak RUU-nya dibahas di DPR. Ada fraksi yang pro dan 

ada yang kontra. Dari semua hal yang menjadi keberatan, tidak ada yang mumi dari 

aspek hukum, kebanyakan bersifat politis atau Jatar belakang Iainnya. 

Pemerintah telah menerbitkan beberapa Peraturan Presiden pasca 

diundangkannya UU No. 25 tahun 2007, PP No. 90 tahun 2007 dan PP No. 38 tahun 

2007. Tulisan ini merupakan beberapa catatan atau langkah-langkah pemerintah dalam 

melaksanakan Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang 

perlu untuk mendapatkan perhatian. 

Investasi adalah merupakan salah satu penggerak proses penguatan 

perekonomian negara, karena itu dalam rangka kebijakan ekonominya beberapa negara 

berusaha keras untuk meningkatkan investasinya. Salah satu cara peningkatan investasi 

yang diharapkan adalah melalui investasi asing. Para investor diundang masuk ke suatu 

negara diharapkan dapat membawa langsung dana segar dengan harapan agar modal 

yang masuk tersebut dapat menggerakkan roda perusahaan/industri yang pada 



26 

gilirannya dapat menggerakkan perekonomian suatu negara. Kebijakan investasi di 

Indonesia pada dasamya merujuk pada ketentuan pasal 33 UUD 1945. Hak atas tanah 

yang merupakan salah satu masalah pokok dalam investasi. 

Investasi merupakan unsur utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara 

untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang di kehendaki, maka diperlukan 

sejumblah investasi tertentu yang di biayai dengan tabungan nasional. Di negara-negara 

yang sedang berkembang seperti; halnya Indonesia tidak mempunyai sumber dana yang 

cukup guna membiayai pembangunan negerinya. Terbatasnya akumulasi berupa kapital 

tabungan di dalam negeri. Selain itu dikarenakan oleh rendahnya produktivitas, dan 

tingginya tingkat konsumsi. Sejalan dengan sasaran pembangunan bahwa sasaran 

pembangunan di titik beratkan di bidang ekonomi yaitu penataan swastanisasi nasional 

yang mengarah pada penguatan, peningkatan, perluasan dan penyebaran sektor swasta 

keseluruh wilayah Indonesia, maka investasi ke sektor swasta adalah pendukung 

pembangunan nasional untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional. 

Kebijakan pembangunan Indonesia mencakup pengembangan iklim usaha dan investasi, 

peningkatan swasta nasional pengembangan usaha kecil dan menengah. 

Secara umum, sesuai dengan strategi pembangunan ekonomi yang telah di 

rumuskan dalam GBHN 1999-2004, kebijakan industri, perdagangan dan investasi di 

arahkan untuk meningkatkan daya saing global. Sebagai penjabarannya, dalam proses 

2000-2004 telah dirumuskan strategi untuk membangun industri berdasarkan prinsip 

efisiensi yang di dukung oleh peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan 

tekhnologi untuk memperkuat landasan pembangunan meningkatkan daya saing 

nasional. Strategi tersebut meliputi: pengembangan ekspor, pengembangan industri 

berkeunggulan kompetitif, penguatan industri pasar, pengembangan pariwisata, dan 
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peningkatan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Khusus untuk program pengembangan 

investasi, dalam jangka pendek kebijakan diarahkan untuk menurunkan hambatan 

prosedural dan permasalahan likuiditas dan memperluas investasi nonkuota. Dalam 

jangka menengah-panjang, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kualitas prasarana 

dan sarana pengembangan investasi untuk mendukung kegiatan produksi dan distribusi 

dalam negeri ke sistem perdagangan bebas international. 

B. Anatomi Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2007 tentang Penanaman Modal 

Kita pinjam istilah anatomi yang sehari-harinya sering digunakan di bidang 

kedokteran. Istilah anatomi, menjadi pilihan yang tepat guna mengupas sesuatu 

mekanisme agar kita memperoleh gambaran yang konkrit mengenai sesuatu hal dengan 

sistimatik. 

Bagaimanakah anatomi sebuah undang-undang? Guna mengetahui anatomi 

undang-undang yang berlaku dalam suatu negara, kita perlu mengetahui 

komponenlbagian-bagian dari undang-undang ini dan kita susun tempatkan secara 

sesuai sehingga menjadi suatu sistematik yang akan menunjang berlakunya dengan baik 

undang-undang tersebut. Dalam hal ini penulis membuat anatomi UU No. 25 tahun 

2007, dari format suatu undang-undang yang umum berlaku di negeri kita, sebagai 

berikut: 

1. Landasan pikir pembuat undang-undang, yang menjadi latar belakang mengapa 

undang-undang No. 25/2007 dibuat yang terdiri dari: Menimbang dan Mengingat; 

a. Dengan mengandalkan peningkatan penanaman modal baik dari dalam maupun 

dari luar negeri dalam mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi 

yang nyata, maka akan terwujud kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia 
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dalam kondisi perubahan perekonomian global, terlebih jika negara aktif ikut 

serta dalam berbagai kerja sama intemasional; 

b. Menciptakan Iklim investasi yang kondusif dengan tetap memperhatikan 

kepentingan ekonomi nasional; 

c. Reformasi tatanan hukum penanaman modal sebagaimana diatur dalam undang

undang Penanaman Modal terdahulu; 

2. Bab 1: Ketentuan Umum berupa Definisi atau Pengertian yang dianut dalam undang

undang ini, scope dan wilayah berlakunya undang-undang ini; 

Membakukan berbagai pengertian/definisi dalam pembinaan penanaman 

modal (lihat Pasal 1 UU No. 25 tahun 2007); 

3. Bab II: Azas dan Tujuan; 

Dalam menjalankan misi pembinaan penanaman modal kebijaksanaannya 

harus didasarkan pada azas dan tujuan yang jelas, seperti dirinci dalam Pasal 3 ayat (1) 

dan (2) UU No. 25 tahun 2007. tidak boleh ada azas dan tujuan lain; 

4. Bab III: Kebijakan Dasar Penanaman Modal; 

Diwujudkan dalam bentuk: RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL, 

sesuai dengan landasan pikir serta azas dan tujuan yang ditetapkan; 

5. Bab IV: Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan; 

a. Penanaman modal dapat dilakukan oleh orang perorangan atau berbentuk badan 

usaha (berbadan hukum maupun tidak); 

b. Jika pemohon adalah pemodal dalam negeri/pemodal asing dan memohon 

fasilitas, maka badan usaha haruslah berupa Perseroan Terbatas berdasar hukum 

Indonesia, berkedudukan di wilayah negara Rl, terkecuali ditentukan lain oleh 

UU; 
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c. Joint investment antara asing dan dalam negeri dapat dilakukan melalui tiga cara: 

1) Menjadi pemegang saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas; 

2) Membeli saham; 

3) Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

6. Bab V: Perlakuan terhadap Penanaman Modal; 

a. Terkecuali ada perjanjian bilateral yang menimbulkan hak istimewa bagi suatu 

negara, maka pada dasamya pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada 

semua penanam modal yang berasal dari negara manapun, yang melakukan 

kegiatan penanaman modal berdasar undang-undang Penanaman Modal yang 

berlaku; 

b. Terkecuali melalui undang-undang, maka pemerintah tidak akan melakukan 

tindakan nasionalisasi; 

c. Penanaman modal dapat mengalihkan asset yang dimilikinya kepada pihak ketiga 

yang diinginkan oleh penanaman modal, sesuai dengan ketentuan perundang

undangan yang berlaku; 

7. Bab VI: Ketenagakerjaan; 

a. Diutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia dalam pelaksanaan penanaman 

modal; 

b. Pemodal asing berhak menggunakan tenaga asing sepanjang menjabat kedudukan 

yang memerlukan keahlian tertentu sesuai undang-undang; 

c. Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja 

warga negara Indonesia melalui pendidikan dan latihan sesuai peraturan 

perundang-undangan; 
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d. Perusahaan penanam modal yang mempekerjakan tenaga asing wajib melakukan 

pelatihan dan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sesuai peraturan 

perundang-undangan; 

8. Bab VII: Bidang Usaha; 

a. Semua bidang usaha terbuka bagi penanaman modal terkecuali yang dinyatakan 

"Tertutup" dan "Terbuka dengan persyaratan" dalam Peraturan Presiden; 

b. Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing adalah: 

1) Produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang dan 

2) Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang

undang; 

c. Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal dalam negeri atau asing, 

ditetapkan dalam Peraturan Presiden, berdasarkan kriteria: kesehatan, moral, 

kebudayaan, lingkungan hidup, pertanahan dan keamanan nasional serta 

kepentingan nasinal lainnya. Sementara itu bagi bidang usaha yang Terbuka 

dengan persyaratan didasarkan pada kriteria kepentingan nasional yaitu sumber 

daya alam, perlindungan/pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan 

koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, 

partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang 

ditunjuk pemerintah; 

9. Bab VIII: Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro/Kecil, Menengah 

dan Koperasi; 

a. Pemerintah wajib menetapkan: 

1) Bidang usaha yang dicadangkan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan 

koperasi; 
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2) Bidang usaha yang terbuka bagi usaha besar dengan syarat bekerjasama 

dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. 

b. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro/kecil, 

menengah dan koperasi melalui "program kemitraan," peningkatan daya saing, 

pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang 

seluas-luasnya; 

10. Bab IX: Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanaman Modal; 

a. Penanam modal berhak memperoleh: 

1) Kepastian hak, hukum dan perlindungan; 

2) lnformasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; 

3) Hak pelayanan dan; 

4) Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan perundang

undangan. 

b. Setiap penanam modal berkewajiban untuk: 

1) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; 

2) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; 

3) Membuat lapran tentnag kegiatan penanaman modal kepada BKPM; 

4) Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha 

penanaman modal; dan 

5) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Setiap penanaman modal bertanggungjawab: 

1) Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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2) Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika 

penanam modal menghentikan kegiatan atau meninggalkan atau 

menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

3) Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, 

dan hal-hal lain yang merugikan negara; 

4) Menjaga kelestarian lingkungan hidup; 

5) Menciptakan keselamatan, kenyamanan dan kesejahteraan serta kesehatan 

pekerja; 

6) Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan. 

11. Bab X: Fasilitas Penanaman Modal; 

Pemerintah memberi berbagai fasilitas kepada penanam modal yang 

melakukan penanaman modal yang melakukan: 

a. Perluasan usaha 

b. Penanaman modal baru; 

12. Bab XI: Pengesahan dan Perizinan Perusahaan; 

a. Perusahaan yang menanamkan Modal di Indonesia melalui Perusahaan baik 

berbadan hukum maupun tidak, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

b. Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk 

Perseroan Terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan; 
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c. Setelah memperoleh pengesahan perusahaan, penanam modal tersebut wajib 

memperoleh izin dari instansi yang berwenang, kecuali ditentukan lain, sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

d. Izin sebagaimana dimaksud di atas diperoleh melalui Pelayanan Terpadu Satu 

Pinto (PTSP) di BKPM ( diatur dalam PP yang akan diterbitkan), yang 

memperoleh pendelegasian kewenangan dari lembaga atau instansi yang 

memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di tingkat pusat maupun di 

provinsi atau kabupatenlkota; 

13. Bab XII: Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal; 

Kebijakan Penanaman Modal dikoordinir dan dlaksanakan oleh BKPM. 

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan UU PM sangat tergantung pada ketertiban dalam 

membuat aturan-aturan pelaksanaannya dan hal ini sangat crucial dalam keberhasilan 

pelaksanaan setiap undang-undang. 

14. Bab XIII: Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal; 

Peraturan Presiden yang terakhir No. 38 tahun 2007, melihat materi yang 

diatumya begitu luas, maka tampak sekali bahwa BKPM takut kehilangan "pamor"

nya dalam menangani perizinan, menunjukan bahwa di~jnya masih kuasa (sebetulnya 

tidak perlu demikian, BKPM masih tetap mempunyai peran penting dan cukup luas ). 

Peraturan Presiden ini (yang bersumber dari Pasal 30 ayat (7) UU No. 25 tahun 2007) 

materi yang diatur, adalah perihal bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

ayat (7) itu adalah jenis industri yang khusus, bukan yang urn urn. Apa yang khusus ini 

mau di-"umum '-kan? 

Sebenamya yang pertama harus diterbitkan setelah diundangkannya UU No. 

25 tahun 2007, adalah Peraturan Presiden tentang eksistensi BKPM dengan tugas dan 
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fungsi yang haru. Disusul oleh PerPres tentang Tatacara Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

Setelah ini haru Peraturan Presiden tentang hidang usaha yang tertutup dan terhuka 

dengan syarat. Kemudian urutannya adalah Peraturan Presiden tentang Pelimpahan 

kewenangan Presiden kepada BKPM dalam melaksanakan Pasal 30 ayat (7). 

Mengapa diusulkan demikian, sehah dengan herlakunya UU No. 25 tahun 

2007 sehenamya semua kewenangan kerja BKPM yang lama, yuridis fonnal sudah 

tidak ada. Undang-undang hanya menunjuk BKPM yang mempunyai tugas dan fungsi 

sesuai Pasal28 jo Pasal29 UU No. 25 tahun 2007. 

15. Bah XIV: Kawasan Ekonomi Khusus; 

16. Bah XV: Penyelesaian Sengketa; 

17. Bah XVI: Sanksi; 

18. Bah XVII: Ketentuan Peralihan; 

19. Bah XVIII: Ketentuan Penutup. 

C. Perbedaan UU PM No. 25 Taboo 2007 Dengan UU PMA dan PMDN 

Berikut ini perbedaan-perbedaan yang pokok dari pengaturan tentang 

Penanaman Modal dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007, dihandingkan dengan 

UU tentang PMA dan PMDN yang lalu: 

1. Tidak ada pengertian PMA dan PMDN, yang selama ini merupakan dua 

Perusahaan Nasional yang berbeda asal pennodalannya. Yaitu herasal dari modal 

asing dan dari Modal Dalam Negeri, yang dalam kedua Undang-Undang PMA dan 

PMDN ditetapkan arti otentik dari kedua jenis modal tersebut. Sebagaimana 

diketahui di masa berlakunya kedua undang-undang tersebut perusahaan yang 
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bergerak di tanah air ini yang melandaskan pada aturanya sendiri-sendiri, adalah 

sebagai berikut: 

a. Perusahaan Nasional: 

1) Yang bermodalkan dalam negeri (milik warga negara Indonesia) tanpa 

memperoleh fasilitas Penanaman Modal (dikenal Non-PMA Non-PMDN); 

2) Yang bermodalkan dalam negeri (milik warga negara Indonesia) dengan 

memperoleh fasilitas Penanaman Modal ( dikenal sebagai Perusahaan PMDN); 

3) Yang bermodalkan asing (milik warga negara asing mumi atau campuran 

dengan WNI) dengan memperoleh fasilitas (dikenal sebagai Perusahaan PMA); 

4) Sempat ada pengertian Perusahaan Asing Domestik (dimiliki oleh asing yang 

mempunyai keterangan kependudukan yang berdomisi1i di Indonesia, di bidang 

perdagangan telah diakhiri kegiatannya tanggal 31 Maret 1977. 

Perusahaan nasional yang bermodalkan dalam negeri (milik warga 

negara !indonesia), dapat memperoleh fasilitas; juga yang bermodalkan 

seluruhnyalsebagian asing, dapat memperoleh fasilitas; 

b. Perusahaan Asing yang modalnya seluruhnya asing tanpa memperoleh 

fasilitas penanaman modal, beroperasi di Indonesia melalui perwakilannya dan 

kegiatannya diatur oleh Menperindag. Sebelum UU No. 25 tahun 2007 dikenal 

Perusahaan PMA, PMDN, Non-PMA dan PMDN. Setelah Undang-undang No. 

25 tahun 2007 diberlakukan, hanya ada perusahaan asing dan perusahaan 

nasional yang bermodalkan dalam negeri, yang bermodalkan campuran atau 

seluruhnya asing, ketiga jenis perusahaan nasional tersebut di perlakukan sama 

dalam hak dan kewajibannya. Hanya perusahaan asing yang seluruh modalnya 

dikuasai asing kegiatannya diatur dengan peraturan menteri perdagangan. 
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2. Undang-undang No. 25 tabun 2007 hanya membedakan perusahaan nasional 

dengan perusahaan asing saja. Perusahaan nasional bisa dimiliki oleh oranglpihak 

asing. Sementara itu, perusahaan asing hanya dapat buka perwakilannya di 

Indonesia, diatur oleh Menteri perdagangan. 

3. Sebelum UU No. 25 taboo 2007, Perusahaan Non-PMA dan Non-PMDN ditangani 

oleh masing-masing instansi yang diberi kewenangan sesuai PP No. 17 tahun 1986 

dan setelah UU Pemerintahan Daerah, diserahkan kepada Pemda Kabupaten/Kota. 

Sementara itu, Perusahaan dalam rangka PMDN dan PMA di tangani langsung oleh 

BKPM (termasuk perijinannya). 

4. Menurut UU No. 25 tahun 2007 semua urusan Penanaman modal penanganannya 

dilayani melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BKPM, dengan 

pengecualian: perusahaan nasional yang bermodalkan dalam negeri yang tidak 

memerlukan fasilitas, ini tetap dilayani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, terkecuali 

jika temyata kemudian perusahaan tersebut menginginkan fasilitas, harus 

menghubungi "PTSP" BKPM. 

Pengertian semua urusan penanaman modal, sungguh sangat luas dalam 

undang-undang tidak ada batasannya. Jika dapat diartikan semua hal mengenai 

penanaman modal, tanpa ada pembatasannya, baik permodalan maupun pelaku 

usahanya. Sekarang setiap orang baik perorangan maupun dalam suatu bentuk usaha, 

mau melakukan penanaman modal sekecil apa pun asal memerlukan fasilitas mesti 

melalui "PTSP" BKPM. Jadi perlu batasan yang otentik mengenai Penanaman 

modal. 
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S. Sebelum UU No. 25 tabun 2007 diberlakukan, BKPM merupakan instansi non

departemen yang secara nasional diberi kewenangan untuk menerbitkan perijinan 

disektor usaha industri/perdagangan, jadi tidak sekedar Koordinasi. Tetapi sejak 

diberlakukannya UU No. 25 tahun 2007, BKPM hanya berfungsi dan bertugas sesuai 

Pasal 28 ayat {1) UU No. 25/2007 tersebut. Pasal 27 ayat (2): tugas untuk melakukan 

koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal diberikan kepada BKPM. 

Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan di maksud Pasal 27 ayat (2) diatas 

BKPM mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) a 

s/dj. 

Sementara itu, Pasal 28 ayat (2), menyatakan selain tugas koordinasi 

pelaksanaan kebijakan penanaman modal, BKPM juga melaksanakan pelayanan 

penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut 

Pasal 26 ayat (2) kepada lembaga atau instansi yang melakukan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (PTSP), diberi kewenangan perizinan/non-perizinan dari instansi pusat 

maupun daerah yang berwenang. Dari uraian yang dikemukakan di atas maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Dalam pelaksanaan UU No. 25/2007 Penanaman Modal, BKPM 

bertugas: 

a. Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan yang meliputi (lihat ayat ( 1) Pasal 

28): 

1) Mengkajilmengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal; 

2) Menetapkan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan 

pelayanan penanaman modal; 
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3) Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan 

memberdayakan badan usaha; 

4) Membuat peta penanaman modal Indonesia; 

5) Mempromosikan penanaman modal; 

6) Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan 

penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya 

saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan 

informasi yang seluas luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman 

modal; 

7) Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan 

yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman 

modal; 

8) Mengkoordinasikan penanam modal dalam negeri yang menjalankan 

kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia. 

b. Melaksanakan pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang

undangan yang berlaku (UU No. 25 tahun 2007), berarti bahwa BKPM di 

samping mengikuti ketentuan perundang-undangan dalam hal perizinan 

sektoral juga wajib mendasarkan pada Pasal 28 ayat (1) butir j, yaitu 

mengkoordinasikan dan melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 

Presiden dalam hal kewenangan pemerintah yang diselenggarakan sendiri 

sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (7) jo ayat (8), dapat menerbitkan 

Peraturan Presiden yang mengatur perlimpahan pelaksanaan kewenangan 

perizinan kepada menteri terkait, seperti terjadi pada PP No. 17 tahun 1986 dan 

menteri tersebut melimpahkan kembali kepada BKPM (sepanjang perusahaan 
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nasional yang bennodalkan asinglperusahaan nasional yang memerlukan 

fasilitas). Dapat juga ditempuh Presiden langsung melimpahkan kepada 

BKPM, sebab BKPM sekarang sudah lembaga non-departemen yang 

independen. 

6. Di sektor Perdagangan sebelum berlakunya UU No. 25 tahun 2007, ada kewajiban 

yang diterapkan berbeda kepada perusahaan nasional yang sebagian modal sahamnya 

dikuasai asing. Dengan berlakunya UU no. 25 tahun 2007 maka ketentuan itu tidak 

lagi berlaku, sebab semua perusahaan nasional harus diperlakukan sama. Jadi kalau 

wajib SIUP maka semua wajib memperoleh SIUP yang sama. Tidak ada istilah SIUP 

Khusus lagi. Demikian pula BKPM sudah tidak lagi berhak menerbitkan izin SIUP 

sebagaimana telah dilimpahkan kewenangannya oleh Deperdag, bagi PMA dan 

PMDN. Secara hukum (van rehtswege), ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku. 

Bagaimana UU No. 25 tahun 2007 mengatur dalam hal non-perizinan misalnya 

ketenagakerjaan, pajak, bea cukai? Menurut hemat penulis BKPM hanya bertugas 

dan berfungsi sebagai Koordinator dan hanya menyelenggarakan pelayanan "PTSP" 

BKPM. 

D. Akibat Hokum dari Diberlakukannya UU No. 25 Tahun 2007 

Akibat hukum dari diberlakukannya UU No. 25 tahun 2007 tentang 

penanaman modal, mempunyai pengaruh luas terhadap kinerja penanaman modal di 

Indonesia, terutama dengan dicabutnya UU PMA dan PMDN. 

Ketentuan Peralihan dalam Pasal 37 jo Pasal 39 UU No. 25 tahun 2007, 

merupakan refonnasi tatanan hukum yang berlaku selama hampir 40 tahun dalam 
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bidang penanaman modal di Indonesia. Refonnasi ini harus diartikan positif, karena 

memang dalam mengubah pola pikir/pandang terhadap bagaimana kita harus 

melaksanakan misi pembangunan nasional sekarang ini berbeda landasannya dengan 

masa lalu. Landasan yang sangat terpengaruh kuat oleh globalisasi dan internal changes 

yang tidak dapat kita hindari. 

Dua undang-undang terdahulu yang mempunyai pengaruh besar terhadap 

lahirnya UU No. 25 tahun 2007, adalah Undang-undang yang meratifisir WTO dan 

Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah terakhir diubah oleh UU No. 32 tahun 

2004. Pengaruh kedua undang-undang tersebut sangat dirasakan dalam materi 

pengaturan Penanaman modal dalam UU No. 25 tahun 2007 ini. 

Dari Undang-undang yang meratifisir WTO, kita bisa merasakan 

pengaruhnya, yaitu bahwa Warga Negara Asing dapat menanamkan modalnya di 

Indonesia sendiri dalam hal hak dan kewajibannya. Jika dulu sebelumnya dikenal 

Perusahaan PMA an PMDN ditambah Non PMA dan PMDN, maka sekarang hanya ada 

Perusahaan Nasional yang bennodalkan dalam negeri dan yang bennodalkan campuran 

atau seluruhnya asing, ketiga jenis perusahaan nasional tersebut di perlakukan sama 

dalam hak dan kewajibannya. Hanya dalam jenis usaha akan ada pembatasan melalui 

Peraturan Pemerintah. 

Perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, tetapi diatur dan mengikuti 

ketetapan-ketetapan dari Menteri Perdagangan. Ini yang disebut akibat dari globalisasi 

yang pernah dicanangkan pada tahun 1997-an oleh Presiden Suharto, mau tidak mau, 

suka atau tidak kita harus memamsuki era globalisasi. Memang berat dirasakan, tetapi 

bagaimanapun, apalagi setelah berlakunya UU No. 25 tahun 2007 ini dalam aspek 

penanaman modal, kita harus melaksanakannya. Jika dalam kinerja sebelum berlakunya 
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UU tentang Pemerintahan Daerah tahun 2004, pelaksanaan kewenangan urusan 

perizinan di sektor industri dan perdagangan misalnya, berada di tangan para Menteri 

dan Ketua BKPM untuk PMDN dan PMA, maka setelah berlakunya UU Pemerintahan 

Daerah, kewenangan tersebut diserahkan kepada Pemda Kabupaten/Kota. Bahkan 

secara tegas dalam Pasal 30 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah tahun 2004, disebutkan 

bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi 

kewenangannya, kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Namun satu 

pertanyaan bagaimana pemerintah melaksanakan kewenangan atas urusan penanaman 

modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi? UU No. 25 tahun 2007 tidak 

mengatumya. 

Agar kita tidak ketinggalan momen bisnis intemasional maupun di dalam 

negeri sendiri, maka kita mesti segera mengatur barisan, meninjau kembali lembaga 

pengaturan pelaksanaannya baik institusional maupun yang bersifat regulasi mengenai 

penanarnan modal ini, di berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang PMA, PMDN dan 

penanarnan modal umumnya, yang diterbitkan oleh berbagai tingkatan institusi 

pemerintah kita. Ini hams ditinjau kembali. 

1. Akibat hokum UU No. 25 taboo 2007 terhadap PP No. 36 taboo 1977 tentang 

Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan 

Bahwa terjadi perubahan prinsip daar serta istilah dalam pelaksanaan 

pembangunan ekonomi negara kita, setelah kita menerbitkan undang-undang yang 

meratifisir WTO. Ini tidak bisa dipungkiri. Demikian juga dengan lahimya UU 

tentang Pemerintahan Daerah No. 32 tahun 2004. 

Namun kenyataan ini tidak dibarengi dengan langkah-langkah cepat dari 

pemerintah untuk mengadakan perubahan terhadap peraturan peruildang-undangan 
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sektoral yang berlaku. Hampir semua undang-undang di semua sektor pasti terkena 

pengaruh dengan lahirnya kedua undang-undang tersebut di atas. 

Sebenamya momen itu, juga dapat dimanfaatkan dengan mengundangkan 

terlebih dulu Undang-undang tentang Perdagangan, tetapi barangkali ini bukan 

sangat cepat berubah, sehingga didahulukan undang-undang tentang penanaman 

modal. Alasan demikian, sama saja dengan ketika kita dulu melahirkan undang

undang tentang PMA dan PMDN. 

Selanjutnya undang-undang sektoral seperti Undang-Undang tentang 

perindustrian, penulis menganggap bisnis dunia saat ini banyak yang sudah sangat 

tidak relevan lagi materi pengaturannya. Demikian juga dengan undang-undang 

sektoral lainnya. Tentunya semua perubahan undang-undang tersebut akan 

mempunyai pengaruh pada konstelasi masing-masing sektor dan jelas akan 

merupakan pekerjaan yang banyak bagi pakar hukum dan ahli di sektomya untuk 

menanganinya. 

Salah satu tonggak utama dari sektor perdagangan (khususnya) sejak 

diundangnya UU tentang PMA dan PMDN adalah dilahirkannya PP. No. 36 tahun 

1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan. 

Penulis sempat menjuluki PP ini sebagai maskotnya perdagangan dalam negeri. 

Komprehensif pengaturan dalam PP ini, semestinya perusahaan perdagangan 

nasional maju, karena memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya. Namun, 

kenyataannya hingga saat ini kesempatan emas ini dimanfaatkan oleh pihak pemodal 

kuat atau bahkan asing. Perusahaan Nasional yang berkesempatan hanya sekedar 

menjadi "kendaraan" mereka saja, mungkin karena lemahnya peraturan pelaksanaan 

lebih lanjut di tingkat Menteri dari PP No. 36 11977 dan perubahannya. 
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Sebuah peraturan perundang-undangan tidak berlaku lagi karena beberapa 

hal: 

a. Secara tegas dinyatakan dicabut dalam tingkat perundang-undangan yang lebih 

tinggi atau setidak-tidaknya satu tingkat; 

b. Dalam Ketentuan Peralihan, sebuah peraturan perundangan yang lebih tinggi atau 

satu tingkat, dinyatakan "semua peraturan yang bertentangan dengan materi dalam 

peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi". 

Dalam UU No. 25 tahun 2007 bunyinya terhadap semua peraturan 

pelaksanaan UU ten tang PMA dan PMDN adalah sebagai berikut: " .... dinyatakan 

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan 

pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini"; (Pasal 37 ayat (1)) 

Sedangkan dalam Pasal 39-nya kita temui kalimat: "Semua peraturan perundang

undangan yang berkaitan secara langsung dengan penanaman modal wajib 

mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada undang-undang ini" Di sini 

tentunya perlu ada kesamaan pendapat tentang apa itu "berkaitan secara 

langsung". Jangan sampai wilayah ini menjadi abu-abu (grey area). 

c. Secara khusus diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mencabut 

keberlakuannya. Tentunya oleh tingkat peraturan perundangan yang lebih tinggi 

atau satu tingkat. 

Kalau kita perhatikan apa yang dikemukakan pada butir 2 di atas, maka 

terhadap PP No. 36 tahun 1977 dan semua perubahannya, sebagai peraturan 

pelaksanaan dari UU No. 6 tahun 1968 tentang PMDN, mesti diadakan 

pengkajian mana yang bertentangan dan mana yang tidak. 
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2. Peraturan di tingkat Menteri Perdagangan yang kena dampak UU No. 25 tabun 

2007. 

Terhadap dua peraturan Menteri Perdagangan, yaitu Permenperdag 

tentang Keagenan dan tentang SIUP, perlu ditinjau, selain juga dikaji beberapa 

peraturan berikut ini: 

a. Keputusan Menteri Perdagangan No. 382/Kp/XII/77 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan; 

b. Keputusan Menteri Perdagangan No. 66/Kp/111/73 tentang Keagenan Tunggal 

Pupuk Produksi Luar Negeri; 

c. Keputusan Menteri Perdagangan No. 314/KpNIII/7 4 ten tang Peredaran, Impor 

dan ekspor Obat, Makanan dan Minuman, Alat Kecantikan dan Alat Kesehatan; 

d. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I. No. 133/MPP/Kep/6/1996 

tentang Barang yang Diatur Tata Niaga lmpornya; 

e. Keputusan Menteri Perindustian dan Perdagangan R.I. No. 133/MPP/Kep/6/1996 

tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 

230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terak.hir dengan Keputusan Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan No. 439/MPP/Kep/9/1998; 

f. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 23/MPP/Kep/111998 

tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan; 

g. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 118 Tahun 200 tentang Bidang 

Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan 

Tertentu Bagi Penanam Modal; 
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h. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 118 Tahun 2000 tentang Perubahan 

atas Keputusan Presiden Indonesia No. 96 Tahun 2000 tentang Bidanng Usaha 

yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan Tertentu Bagi 

Penanam Modal; 

i. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 402/MPP/Kep/ii/1997 

tentang Ketentuan Perizinan Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing; 

j. Instruksi Ditjen Perdagangan Dalam Negeri No. 01/DAGRl/INS/11/85 tentang 

Pendaftaran Agen/Distributor barang-barang dan jasa dalam dan luar negeri. 

E. Jaminan Kepastian Hukum Terhadap Penanaman Modal 

Seperti yang telah disinggung di atas, bahwa masuknya modal asing 

merupakan stimulasi bagi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, baik secara langsung atau 

tidak langsung dapat pula tetjadi transfer teknologi, baik itu berupa manajemen, skill, 

maupun mengelola dengan peralatan modem. 23 

Untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu negara dipengaruhi oleh 

faktor iklim investasi yang kondusif dan prospek pengembangan di negara penerima 

modal. Iklim investasi yang dimaksud adalah semua kebijakan, kelembagaan dan 

lingkungan terjadi di masa mendatang, yang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian 

dan risiko suatu investasi.24 

Selain itu, untuk menanamkan modalnya di Indonesia, para investor 

membutuhkan jaminan kepastian hukum dalam berusaha. Oleh karena itu, sudah 

seharusnya pemerintah memperhatikan aturan-aturan yang berkaitan dengan penanaman 

23 Muhammad Luthfi, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Jangan Diabaikan", Legal Review, No. 40, 
Tahun IV, Januari 2006. 

24 Ridwan Khairandy, "Iklim lnvestasi dan Jaminan ... ", op, cit, him 150. 
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modal asing terutama yang berhubungan dengan perlindungan terhadap investor asing 

dalam bisnis dan bagaimana memperlakukan mereka secara adil.25 

Kepastian hokum ini meliputi ketentuan perundang-undangan yang dalam 

banyak hal tidak jelas bahkan bertentangan, dan juga mengenai pelaksanaan keputusan 

pengadilan. Kesulitan-kesulitan tersebut dapat dikatakan merupakan kesulitan-kesulitan 

yang dihadapi negara-negara berkembang yang mengundang penanaman modal asing 

untuk membantu pertumbuhan ekonominya.26 

Tidak adanya jaminan kepastian hokum dalam kegiatan investasi 

menyebabkan munculnya berbagai permasalahan. Permasalahan ini kemudian 

mengakibatkan kurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya ke daerah. Hal 

ini dapat dilihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah daerah dengan alasan hak otonom yang notabene membuat beban tambahan 

bagi investor. Parahnya lagi produk hokum yang dikeluarkan pemerintah daerah banyak 

yang berbenturan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat (UU yang lebih 

tinggi). Hal tersebut menyebabkan kesan sating berebut wewenang kekuasaan, misalnya 

saja dalam penarikan pajak dan retribusi. Perebutan wewenang tersebut bukannya tidak 

beralasan. Sebab, dengan masuknya para pengusaha dan investor mengakibatkan 

penambahan pendapatan yang cukup signifikan?7 

Jepang sebagai negara investor terbesar di Indonesia banyak mengajukan 

keluhan terhadap iklim investasi yang tidak kondusif di Indonesia. Rumitnya regulasi 

perpajakan seringnya terjadi perubahan peraturan turut mengambil bagian dalam 

mempersulit para wajib pajak yang terdiri atas para pengusaha Jepang membuat proyek 

tahunan, tetapi di tengah tahun ada perubahan regulasi pajak, sehingga agak sulit 

25 Yulianto Syahyu, op, cit, him 45. 
26 Mochtar Kusuma Atmadja, Joe, cit. 
27 Ibid, him 67. 
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melakukan pekerjaannya. Akibat dari kerumitan dan sering terjadinya perubahan 

peraturan tersebut, seringkali para pengusaha Jepang mengalami mis-komunikasi 

dengan para petugas p~ak?8 

Selain itu, perangkat hukum di bidang tenaga kerja juga dipandang sangat 

tidak memberikan kepastian dalam berinvestasi. Kasus UMP (Upah Minimum Provinsi) 

yang sering terjadi, masalah perlindungan buruh, tidak jarang hanya menjadi masalah 

tanpa ada penyelesaiannya, sehingga menimbulkan ketidakpastian. Faktor lain yang 

tidak kalah berperan adalah tindak tanduk para pejabat di sektor tenaga kerja?9 

Banyak peraturan daerah (perda) yang direkomendasikan oleh Menteri Dalam 

Negeri untuk dicabut karena tidak mendukung iklim usaha di Indonesia. Perda yang 

berorientasi pada pendapatan asli daerah itu dinilai sangat memberatkan pengusaha 

sehingga menjadi kontra produktif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Ada 

beberapa contoh mengenai tumpang tindihnya aturan perda.30 

Pertama, kasus Perda Nom or I 0 Tahun 2002 Kabupaten Kotabaru, 

Kalimantan Selatan, tentang retribusi hasil produksi hasil usaha perkebunan yang 

mengenakan pungutan retribusi terhadap objek hasil bidang perkebunan. Setiap 

kilogram tebu, kopi, lada, dan kelapa masing-masing dibebani pajak 2% dari hasil jual. 

Setiap kilogram kelapa sawit dijual dibebani pajak tetap sebesar Rp 2,-, tak peduli 

berapa besar hargajual kelapa sawit tersebut.31 

Contoh kedua, yaitu perda yang diberlakukan oleh dua instansi terhadap satu 

objek retribusi yaitu PT Kusuma Mutiara Dompu, Pulau Sumbawa. Dalam Perda 

Nomor 15 Tahun 2000 tentang Sumbangan Pihak Ketiga, Dinas Perikanan kabupaten 

28 Siti Anisah, op, cit, him 36. 
29 Ibid 
30 Ibid 
31 /hid 
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itu menetapkan retribusi sebesar Rp 7 juta per titik (1 kilometer persegi per titik) untuk 

areal budidaya mutiara. Adapun Perda Nomor 6 Tahun 2002 peribal Retribusi dan P~ak 

yang dikeluarkan Dinas Perbubungan Dompu menentukan retribusi per kolam seluas 10 

ba senilai Rp 10 juta per ba. Perbedaan pungutan dari dua dinas itu membuat 

perusahaan yang memiliki konsesi areal perairan seluas 40 ba itu kebingungan. Aturan 

mana yang barns diikuti oleb perusahaan tersebut.32 

Contob ketiga, yaitu kasus izin Pemanfaatan Hasil Rutan antara Pemerintah 

Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Siak. Kasus ini bermula ketika CV Silva 

Mandiri diberikan izin pemanfaatan kayu di areal perkebunan PT Trisetya Usaha 

Mandiri sebanyak 88.364 M3 seluas + 4.500 ba, berdasarkan Surat Keputusan Bupati 

Siak Np. 13/IPKNIII/2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Areal Perkebunan PT 

Trisetya Usaha Mandiri tertanggal 10 Agustus 2004. Pemberian izin ini tentunya 

didasarkan pada basil kajian yang matang dari pemerintah setempat.33 

Keluarnya izin tersebut memunculkan masalah. Area yang diberikan untuk 

memanfaatkan kayu itu tumpang tindib dengan area HPHTI PT Arara Abadi. Ini 

didasarkan pada basil telaab yang dilakukan oleb Dinas Kebutanan Provinsi Riau yang 

kemudian basil itu dituangkan dalam Surat No. 522.1/CAN/254 7 tentang Rekomendasi 

Revisi Blok Tebangan dan Revisi Target Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) a.n CV Silva 

Mandiri tertanggal 13 Juni 2003. Persoalannya, apakah ketika Pemerintah Kabupaten 

Siak mengeluarkan kebijakan pemberian izin telab melakukan kajian yang 

komprebensif dan mendalam atau tidak? Sebab, jika telah dilakukan maka tumpang 

tindib pemberian izin tidak akan terjadi.34 

32 Kompas, "lnvestasi Rendah Akibat Pungutan Tumpang Tindih", Sabttu, 17 Januari 2004. 
33 Sudi Fahmi, "Ketidakpastian Hukum dalam Investasi di Bidang Kehutanan di Propinsi Riau ", Jurnal 

Hukum Respublica, Vol.5, No.2, Tahun 2006, him 141. 
34 Ibid 
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Pemerintah Kabupaten Siak kemudian merevisikannya melalui Keputusan 

Bupati Siak Np.07/IPKNI/2005 tentang revisi Blok Tebangan dan Revisi Target 

Produksi Izin Pemanfaatan Kayu (SK IPK No. 13/IPKNIII/2004 tanggal 10 Agustus 

2004) di area land clearing Perkebunan PT Trisetya Usaha Mandiri, tanggal 14 Juni 

2005. Tidak dapat dipetakkan adanya indikator bahwa dengan adanya tumpang tindih 

itu menandakan kepastian hukum dalam izin pemanfaatan hutan itu belum memberikan 

jaminan dan sudah tentu alur konsistensi hukum turut terpengaruh dengan adanya 

kebijakan yang tumpang tindih?5 

Selain persoalan perda yang tumpang tindih, banyak pula perda seperti 

retribusi yang dikenakan kepada para investor yang menanamkan modalnya di daerah. 

Padahal dalam kontrak yang ditandatangani oleh pemerintah pusat dan investor, 

pungutan tersebut sudah termasuk di dalamnya. Hal itu menyebabkan banyak terjadi 

pungutan berganda. Contoh lain banyak ditemukan dalam kontrak-kontrak energi 

seperti kontrak migas dan kontrak karya pertambangan. Adanya peraturan daerah yang 

dikaitkan dengan retribusi, dirasakan menghambat investasi, yang berdampak pada 

menurunnya investasi baru di sektor migas maupun pertambangan umum. 36 

Berdasarkan fakta-fakta di atas dapat dikatakan bahwa iklim investasi di 

Indonesia tidak lagi kondusifkarena stabilitas sosial dan politik sertajaminan keamanan 

dan penegakan hukum di dalam negeri masih rawan. 

Hasil survey dari Political and Economic Risk Consultancy (PERC) 

menunjukkan bahwa Indonesia paling buruk dalam skor hukum di Asia. Indonesia 

berada pada posisi teratas dengan skor hampir 10. tidak adanya kepastian hukum 

membuat para investor merasa tidak nyaman untuk menanamkan modalnya di 

Js Ibid, him 142. 
36 Siti Anisah, foe, cit. 
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Indonesia. Selain itu, banyak investor mengeluhkan masalah pelayanan perizinan dan 

birokrasi yang masih dianggap berbelit-belit dan memakan biaya yang besar.37 

Pengadilan di Indonesia khususnya pengadilan negeri dan pengadilan tinggi 

sering dengan sengaja atau tidak mengabaikan isi perjanjian yang berlaku di antara 

pihak terkait, termasuk dalam sejumlah kasus di mana transaksi sudah dilaksanakan. 

Sikap lembaga peradilan yang kurang menghargai keabsahan kontrak kerja sama itu 

memberi sinyal negatif atas komitmen Indonesia dalam melaksanakan reformasi hukum 

dan penegakan keadilan. Sejumlah kasus, termasuk Manulife, Prudential, PT Danareksa 

Jakarta, PT Tropolyta, dan Asia Pulp & Paper serta anak perusahaannya, di Indonesia 

menggambarkan ketidakpedulian lembaga pengadilan terhadap legitimasi transaksi 

komersial yang dibuat berdasarkan perjanjian intemasional. Kondisi ini menimbulkan 

dampak besar terhadap tingkat risiko Indonesia di pasar modal intemasional dan atas 

arus modallangsung.38 

Washington Post dalam artikelnya juga menyatakan bahwa kurangnya sistem 

hukum yang pasti di Indonesia merupakan faktor utama mengapa investor pergi. 

Kurangnya kepercayaan investor membuat perginya modal asing yang sebenamya 

sangat dibutuhkan oleh Indonesia untuk memperbaiki kondisi perekonomian yang 

sepenuhnya belum pulih akibat krisis perekonomian yang sepenuhnya belum pulih 

akibat krisis finansial Asia tahun 1997-1998. di samping itu, investor asing juga sering 

mengeluh bahwa mereka seringkali dijadikan subjek tuntutan sewenang-wenangnya 

oleh pejabat pemerintah, petugas pajak, dan mitra lokal. Kasus tersebutjika diajukan ke 

37 Ridwan Khairandy, "Iklim Investasi dan Jaminan ... ", op, cit, him 151. 
38 Todung Mulya Lubis, foe, cit. 
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pengadilan hanya akan berdampak sedikit. Hal ini dikarenakan adanya budaya suap 

yang merajalela dan standar hukum yang memihak. 39 

Kepastian hukum itu sendiri bagi investor adalah tolak ukur utama untuk 

menghitung resiko. Bagaimana resiko dapat dikendalikan dan bagaimana penegakan 

hukum terhadap resiko tersebu. Kalau penegakan hukum tidak mendapat kepercayaan 

dari investor maka hampir dapat dipastikan investor tersebut tidak akan berspekulasi di 

tengah ketidakpastian. Dalam kondisi dalam bentuk portfolio, apalagi dalam bentuk 

direct investement. 40 

Ketidakpastian hukum dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Kadang-kadang 

kebijakan atau peraturan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di 

atasnya, atau yang dibuat tidak mengindahkan peraturan atau tidak mencabut peraturan 

sebelumnya untuk aspek yang sama. Terkadang juga peraturan dibuat berlaku surut, 

proses pengambilan keputusan pejabat negara yang tidak konsisten dan tidak transparan. 

Semua hal tersebut membuat pengusaha atau investor merasa berada di persimpangan 

jalan, menimbulkan perasaan tidak adanya kepastian hukum dan kepastian usaha.41 

Padahal, penghindaran terjadinya ketidakpastian dalam mengartikulasikan 

mandat hukum bukan hanya sekedar untuk memberikan rasa keadilan. Tetapi, 

pertimbangan secara hati-hati dalam menjelaskan makna dan aturan hukum yang ada 

secara langsung juga akan memberikan keuntungan bukan hanya kepada individu, dan 

tetapijuga kepada masyarakat umum.42 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Faktor-faktor 

tersebut antara lain terlalu cepatnya perubahan kebijakan dan peraturan perundang-

39 Delissa A. Ridgway dan Mariya A. Talib, op, cit, him 337-338. 
40 Ridwan Khairandy, "Kepastian Hukum dan Jaminan ... ", op, cit, him 152 
41 Ibid, him 154 
42 Michael P. Van Alstine, ''The Costs of Legal Change", UCLA Law Review, Vol. 49, Febuari 2002, 

him 813. 
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undangan, adanya pertentangan di antara berbagai peraturan perundang-undangan, dan 

kekosongan hukum. Ketidakpastian hukum terjadi pula dalam penegakan hukum. 43 

Dari ulasan di atas, maka hal pertama dan paling penting yang dilakukan 

pemerintah adalah kembali meninjau ulang dan memperbaiki berbagai infrastruktur 

yang diperlukan sektor industri dan investasi. Infrastruktur yang dimaksud bukanlah 

sekedar infrastruktur dalam pengertian fisik. Namun demikian yang lebih penting dari 

itu adalah bagaimana sektor industri atau investasi tersebut mendapat jaminan hukum 

untuk dapat mengembangkan bisnis dan usahanya secara lebih efektif dan efisien. 

Sebab, hanya dengan itulah ekonomi biaya tinggi dapat ditekan tanpa hams mengurangi 

pendapatan pemerintah dari sektor pajak.44 

Di samping itu, arus modal asing nantinya akan meningkatkan seiring 

keseriusan Indonesia dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan menyeluruh. Hal 

ini tentu harus diikuti tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi pada seluruh 

lembaga hukum yang dapat menciptakan kepastian di kalangan masyarakat investor 

dalam dan luar negeri, termasuk perbankan dalam negeri, yang menuntut kinerja 

institusi hukum yang baik dan efektif untuk dapat mengurangi dampak dari risiko 

investasi di Indonesia. Jika hal ini tidak dapat memenuhi target pertumbuhan 

ekonominya.45 

43 Ridwan Khairandy, "Kepastian Hukum dan Jaminan ... ", op, cit, him 152 
44 Media Indonesia. 
45 Todung Mulya Lubis, "lnfrastruktur dan Kepastian Hukum", Kompas, 14 Juni 2005 



BABDI 

NEGARA KESEJAHTERAAN DAN PENANAMAN MODAL 

A. Negara Kesejahteraan 

lstilah negara kesejahteraan merupakan terjemahan dari istilah welfare state 

dalam Bahasa Inggris atau welvaartsstaat'6 atau verzorgingsstaat 47 atau juga dikenal 

dengan istilah social rechtsstaat dalam Bahasa Belanda. 

Ajaran negara kesejahteraan merupakan penjabaran lebih lanjut dari ajaran 

negara hukum, yang lahir dari perkembangan pelaksanaan ajaran negara hukum masa 

lampau (terutama rechtsstaat dan the rule of law), yang kemudian melekat prinsip· 

prinsip dasar tersendiri yang dapat dibedakan dari prinsip-prinsip dasar rechtsstaat dan 

the rule of law. 

Disebutkan bahwa: Ajaran negara kesejahteraan dianggap sebagai solusi atas 

berbagai masalah yang dihadapi masyarakat pada akhir Perang Dunia II, negara 

kesejahteraan digambarkan sebagai jalan tengah antara ekstrem laissez-faire dan 

kebijakan ekonomi kolektivis, suatu cara yang menjanjikan untuk menyelesaikan 

konflik ideologis yang mengancam masyarakat demokratis sebelum Perang Dunia 11.48 

Bagi negara kesejahteraan, konsep modemitas dimaknai sebagai kemampuan 

negara dalam memberdayakan masyarakatnya. Peran dan tangungjawab negara menjadi 

begitu besar terhadap warga negaranya karena negara akan bersikap dan memposisikan 

46 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaanr1Jia di Indonesia, 
Ichtiar baru van Hoeve, Jakarta, 1994, him. 223 

47 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, Cet.ke-1, 
1987, him. 77 

48 Safri Nugraha, Privatisation of State Enterprises in The 20Th Century A Step Forwards or Backwards, 
PPS UI, Jakarta, 2004, him. 25 
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dirinya sebagai "ternan" bagi warga negaranya. Makna kata ternan rnerujuk pada 

kesiapan dalam memberikan bantuan jika warga negaranya mengalami kesulitan dan 

rnernbutuhkan bantuan. Birokrat merupakan alat dan garda depan negara yang secara 

langsung melayani warga negara. Birokrat "diharuskan" bersikap netral dengan cara 

tidak rnenjadikan Jatar belakang politik dan sosial warga negara sebagai dasar 

pertirnbangan pernberian pelayanan. Penganut negara kesejahteraan percaya jika negara 

rnemberikan banyak bagi warga negara maka akan terjadi penurunan demonstrasi, 

kekerasan maupun anarkisme yang dilakukan oleh masyarakat yang merasa 

dipinggirkan atau merasa bahwa distribusi keuntungan negara tidak berjalan dengan 

baik. Empat hal yang disediakan oleh negara kesejahteraan kepada rakyatnya antara 

lain: 

1) Menciptakan keamanan; 

2) Mensuplai pelayanan social; 

3) Mengurangi biaya sosial rnasyarakat; 

4) Mengontrol angka reproduksi. 

Negara kesejahteraan menolak konsep revolusi sosial ala kaum Marxis, 

karena tanpa revolusi yang diyakini kaum Marxis, kesejahteraan warga negara tetap bisa 

diaplikasikan melalui konsep welfare-state. Konsep revolusi Marxis digantikan oleh 

perubahan bertahap yang tercermin dalarn agenda reformasi yang cenderung tidak 

radikal. Nilai penting yang dibawa negara kesejahteraan adalah rnereduksi jurang 

pemisah antara kaum kaya dan kaum miskin dengan cara mendistribusikan uang dari si 

kaya kepada si miskin. Distribusi keuntungan yang diatur oleh negara ini salah satu 

caranya dilakukan dengan menempatkan pihak buruh dan pengusaha secara seimbang, 

rnemiliki hak yang sama dan setara. Dalam kerangka negara kesejahteraan, pihak buruh 
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tidak mendominasi sektor dan kebijakan ekonomi namun menjadi aktor aktif dalam 

membangun perekonomian sejajar dengan para pengusaha. Terdapat pula para 

pengusaha yang tanpa intervensi dari negara berupaya membangun forum terbuka 

dengan para buruh. Forum ini bertujuan untuk mencapai negosiasi kebijakan 

berdasarkan prinsip win-win solution antara pihak pengusaha dan pihak buruh. Negara 

kesejahteraan mempercayai bahwa perubahan ekonomi secara cepat dan radikal justru 

akan memicu bencana dan distorsi besar. Laju perekonomian yang perlahan namun pasti 

akan membawa keselamatan ekonomi bagi negara kesejahteraan. 

Perkembangannya konsep negara kesejahteraan dibedakan antara negara 

kesejahteraan terdiferensiasi (dif.forenciated welfare state) dan negara kesejahteraan 

yang terintegrasi (integrated welfare state). Yang pertama biasa disebut sebagai negara 

kesejahteraan (welfare state) saja, dan yang terakhir dikenal sebagai negara korporasi 

(corporalist welfare state) yang merupakan pengembangan yang pertama. 

U.U.D. 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga dapat disebut sebagai 

konstitusi ekonomi, karena;49 salah satu cirinya yang penting sebagai konstitusi 

ekonomi ialah bahwa U.U.D.' 1945 mengandung ide negara kesejahteraan (welfare 

state). 

Namun, segala sesuatu memiliki sisi baik dan buruk, begitu pula dengan 

sistem negara kesejahteraan. Pemerintah memiliki hak penuh untuk menekan dan 

memaksa warga negaranya dalam melakukan berbagai hal yang dianggap penting dan 

wajib oleh negara. Bentuk paksaan dan tuntutan seperti ini secara langsung membuat 

warga negara kehilangan kebebasannya. Hal ini menjadi logis, jika mengingat bahwa 

kebebasan tidak berbanding lurus dengan keselamatan dan ketetjaminan . 

. d". Undong ....• loc.>'l"' ro f.\ I . -., Jhnly A"hod •q•~ ./ ~ , ~-'\ 
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Selain itu, sisi negatif dari negara kesejahteraan adalah spirit yang dimiliki 

warga negaranya cenderung menurun sejak pemerintah telah menjamin keseluruhan 

hidup mereka (kesehatan, perumahan, pendidikan dll). Analogi atau penggambaran 

sederhananya seperti ini, jika pendapatan suatu warga negara meningkat maka beban 

pajak yang dibayar juga akan meningkat. Sedangkan jika mereka tidak bekerja, mereka 

tidak akan dikenai kewajiban membayar pajak. Jaminan sosial yang disediakan oleh 

pemerintah sama untuk warga miskin atau warga kaya. Potret sosial seperti ini 

membentuk satu preseden di tengah masyarakat "buat apa beketja keras jika akhimya 

akan dikenai pajak yang tinggi dan mendapatkan jaminan yang sama dengan warga 

miskin dari pemerintah?" "Buat apa bekerja keras jika pajak yang dibayarkan, diberikan 

untuk kaum miskin yang pemalas?" Preseden seperti ini lambat faun namun pasti telah 

menggerogoti semangat ketja keras yang dimiliki oleh generasi terdahulu. 

Konsep negara kesejahteraan sebenamya sudah terrnaktub dalam amandemen 

UUD 1945 Republik Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, konsep negara seperti ini 

belum sepenuhnya diaplikasikan di Indonesia. Di wilayah Skandinavia, konsep negara 

kesejahteraan telah menjadi ideology dan sistem yang betjalan. Satu kunci keuntungan 

dari sistem negara kesejahteraan adalah tidak ada satupun warga negara yang menderita 

atau dibiarkan menderita baik dari segi ekonomi maupun sosial. Syarat·syarat welfare 

state adalah: 

1) Sistem perpajakan yang baik; 

2) Kalau terdapat banyak UKM, maka tingkat kesejahteraan akan semakin kecil 

(pengaruh dari tax sistem); 

3) Adanya social trust yang besar, tanpa ada social trust maka tidak ada pembayar 

pajak; 
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4) Perlu adanya serikat pekerja yang kuat; 

5) Penduduknya hams homogen (populasi yang tersebar hams homogen baik etnis 

maupun agama); 

6) Adanya institusi sosial yang kuat. Institusi sosial yang kuat akan membuat 

masyarakat terbiasa dengan rules of the game yang diciptakan oleh pemerintah. 

Institusi sosial mempakan struktur dasar masyarakat yang berperan dalam 

menciptakan keteraturan masyara,kat. 

Ke lima aspek bahwa point homogenitas menjadi permasalahan tersendiri di 

negara Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi 

yang tersebar ke selumh pulau di Indonesia. Tingkat heterogenitas ini menjadi 

penghalang bagi terlaksananya konsep welfare-state sebagai landasan negara Indonesia. 

Tidak berjalannya konsep welfare-state di Indonesia juga diakibatkan oleh orientasi 

ideologi dan kecendemngan pendidikan yang dimiliki oleh elite ekonom dan pengambil 

kebijakan Indonesia. Para ekonom dan policy maker tersebut disekolahkan di negara

negara yang menganut sistem perekonomian neo liberal melalui program beasiswa. 

Dampaknya adalah konsep negara dan perekonomian Indonesia cendemng disesuaikan 

dengan perspektif ideologi dan keilmuan para elite kebijakan dan ekonom. Di 

Indonesia, warga yang secara ekonomi terpinggirkan dan miskin maka posisinya hanya 

akan menjadi warga negara kelas dua. Jika warga negara miskin tersebut ingin 

mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan diperlakukan secara sejajar, maka konsep 

hubungan patron klien adalah sarana yang bisa dipergunakan untuk mengangkat hak 

dan kesetaraannya. Sang patron tidak lain adalah orang-orang yang menempati hierarki 

atas dalam struktur sosial masyarakat. 
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Terjadinya pergeseran yang demikian disebabkan adanya tujuan politik 

hukum yang diterapkan adalah bersifat kontemporer yang disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi perkembangan masyarakat dan kebutuhan akan pengaturan bidang yang 

bersangkutan. 

Dikuasai negara tidak berarti bahwa negara sendiri menjadi pengusaha, 

usahawan tetapi kekuasaan negara untuk membuat peraturan guna kelancaran ekonom~ 

peraturan yang melarang penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal.50 

Tujuan penguasaan negara atas sumber-sumber perekonomian negara adalah untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga memberikan kewajiban negara untuk:51 

1. Segala pemanfaatan (bumi dan air) serta basil yang didapat (kekayaan alam) harus 

secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; 

2. Melindungi dan menjamin sebagai hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas 

bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung 

atau dinikmati langsung oleh rakyat; 

3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak 

mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan 

alam. 

Sehingga sumber-sumber kemakmuran sebagaimana dimaksudkan dalam 

Pasal 33 U.U.D.' 1945 harus benar-benar dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran seluruh rakyat. 

50 Muhammad Hatta, Penjabaran Pasal 33 UUD 1945, Mutiara, Jakarta, 1977, him. 28 
51 Bagir Manan, Beberapa Catalan Atas Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi, FH 

-UNPAD, Bandung, 1999, him. 1-2 
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B. Penanaman Modal dalam Tujuan Pembangunan 

Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyatnya. Usaha kearah tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang 

berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu 

dilakukan oleh negara adalah menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke 

negaranya52
• 

Menarik investasi masuk sebanyak mungkin ke dalam suatu negara 

didasarkan pada suatu mitos yang menyatakan bahwa untuk menjadi suatu negara yang 

makmur, pembangunan nasional harus diarahkan ke bidang industri. Untuk mengarah 

kesana, negara-negara tersebut sudah sejak awal dihadapkan pada permasalahan 

minimnya modal dan teknologi yang merupakan elemen dasar dalam menuju 

industrilisasi. Jalan yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut adalah 

mengundang masuknya modal asing dari negara-negara maju ke negara-negara 

berkembang terse but. 53 

Upaya-upaya yang dibangun untuk menarik investasi di Indonesia tidak 

diikuti dengan jaminan kepastian hukum bagi kegiatan investasi. Persoalan ini 

mengakibatkan para investor enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini 

dapat dilihat dari semakin banyak perusahaan industri yang menutup atau memindahkan 

usahanya ke negara lain, seperti ke Vietnam dan Republik Rakyat Cina. Bahkan ada 

kecenderungan pula mereka yang sudah melakukan investasi sejak lama di Indonesia 

meninggalkan Indonesia dan memindahkan investasinya ke negara lain. 54 

52 Yulianto Ahmad, "Peran Multilateral Investement Guarantee Agency (MIGA) dalam Kegiatan 
Investasi", Jurnol Hukum Bisnis, Vol 22, No.5, Tahun 2003, him 39. 

53 Ridwan Khairandy, "Peranan Perusahaan Penanaman Modal Asing Joint Venture dalam Ahli 
Teknologi di Indonesia", Jurnal Hukum Bisnis, Vol22, No.5, Tahun 2003, hlm 51. 

54 Ridwan Khairandy, "Iklim Investasi dan Jaminan Kepastian Hukum dalam Era Otonomi Daerah", 
Jurnol Hukum Respub/ica, VolS, No.2, Tahun 2006, him 148. 
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Menurut Data Badan Penanaman Modal Cina, selama Januari-Mei 2003 

realisasi investasi Indonesia ke Cina mencapai 56,74 juta dollar AS. Adapun nilai 

kontrak (persetujuan) investasi yang lari dari Indonesia ke Cina sebesar 264 juta dollar 

AS, atau naik 319,77% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Nilai 

kontrak dan realisasi itu berasal dari 50 perusahaan baru dari Indonesia yang 

menanamkan modal di Cina. Dari jumlah perusahaan, terjadi peningkatan sebesar 

38,9%.55 

Beberapa ekonom masih sepakat bahwa pemberian insentif fiskal dapat 

dijadikan salah satu altematif untuk mendorong kembali tumbuhnya sektor industri. 

Sejalan dengan hal terse but, pemerintah bahkan telah mengeluarkan paket insentif pajak 

uang dinilai cukup progresif. Melalui hal tersebut, pertumbuhan investasi diharapkan 

dapat mendorong lagi.56 

Melalui berbagai kebijakan di atas, di satu sisi memang dapat memberikan 

harapan kepada para pengusaha atau investor sehingga mereka bersedia menanamkan 

modalnya lagi di Indonesia. Namun, di sisi lain fasilitas dan kemudahan sebenamya 

bukanlah aspek yang terlalu dibutuhkan pengusaha saat ini. Sebaliknya, kepastian 

hukum, terutama pada tingkat pelaksanaan, merupakan aspek paling penting. Walau 

kini hal ini sudah terdengar klasik, namun dalam kenyataannya hal itulah yang belum 

dapat sepenuhnya diberikan oleh pemerintah. Pemberian insentif fiskal melalui 

pengurangan pajak dan tarif seperti seperti yang telah dilakukan pemerintah-pemerintah 

55 Kompas, "Pelarian Modal dari Indonesia ke Cina Meningkat Drastis", Sabtu 30 Agustus 2003, diakses 
dari http.//www.kompas.com/kompas-cetak/0308/30/ekonomi/520991.htm. 

56 Nugroho Pratomo, "Pertumbuhan Ekonomi 2007 Masih Sangat Bergantung Kepada Pemerintah", 
Media Indonesia, Jumat, 9 November 2007, him 21. 
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sebelumnya tidak lagi menjadi terlalu relevan, bahkan kebijakan semacam itu justru 

akan cenderung merugikan negara.57 

Masuknya modal asing bagi perekonomian Indonesia merupakan tuntutan 

keadaan baik ekonomi maupun politik Indonesia. Altematif penghimpunan dana 

pembangunan perekonomian Indonesia melalui investasi modal secara langsung sangat 

baik dibandingkan dengan penarikan dana intemasional lainnya seperti pinjaman dari 

luar negeri. 58 

Modal asing yang dibawa oleh investor merupakan hal yang sangat penting 

sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi global. Selain itu, kegiatan investasi akan 

memberikan dampak positif bagi negara penerima modal, seperti mendorong 

tumbuhnnya bisnis, adanya supply teknologi dari investor baik dalam bentuk proses 

produksi maupun permesinan, dan menciptakan lapangan pekerjaan.59 

Saat ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 

7,9 persen hingga 2009. Pertumbuhan akan dicapai melalui investasi modal dan 

konsumsi dalam negeri. Pertumbuhan dengan tingkat itu amat penting huna mengurangi 

separuh jumlah pengangguran dalam waktu empat than. Tingkat konsumsi dalam negeri 

kini tidak akan mampu menciptakan lapangan ketja yang cukup. Hal ini jelas memberi 

tekanan kepada Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi baru, khususnya dari 

luar negeri, guna menutup kekurangan.60 

Lingkungan bisnis yang sehat untuk berinvestasi tidak hanya diperlukan 

untuk menarik investor dari dalam dan luar negeri, tetapi juga agar perusahaan yang 

51 Ibid 
58 Yulianto Syahyu, "Pertumbuhan Investasi Asing Di Kepulauan Batam: Antara Dualisme 

Kepemimpinan dan Kepastian Hukum", Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22, No.5, Tahun 2003, him 46. 
59 Delissa A. Ridgway dan mariya A. Talib, "Globalisation and Development: Free Trade, Foreign Aid, 

Investement and The Rule of Law", California Western International Law Journal, Vol 33, Spring 
2003, him 335. 

60 Todung Mulya Lubis, "lnfrastruktur dan Kepastian Hukum", Kompar, 14 Juni 2005. 



62 

sudah ada tetap memilih lokasi di Indonesia. Faktor utama yang mempengaruhi 

lingkungan bisnis adalah tenaga kerja dan produktivitas, perekonomian daerah, 

infrastruktur fisik, kondisi sosial politik, dan institusi.61 

Secara lebih rinci, penanaman modal asing merupakan hal yang harus 

disambut baik karena dapat memberikan keuntungan cukup besar terhadap 

perekonomian nasional, misalnya dapat berupa:62 

1) Menciptakan lowongan pekerjaan bagi penduduk tuan rumah, sehingga mereka 

dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup mereka; 

2) Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk tuan rumah, sehingga 

mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan-perusahaan baru; 

3) Meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, sehingga mendatangkan penghasilan 

tamabahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan untuk 

kepentingan penduduknya; 

4) Menghasilkan pengalihan pelatihan teknis dan pengetahuan, yang mana dapat 

dipergunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain; 

5) Memperluas potensi keswasembadaan negara tuan rumah dengan memproduksi 

barang setempat untuk menggantikan barang impor; 

6) Menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai 

keperluan, demi kepentingan penduduk dari negara tuan rumah; 

7) Membuat sumber daya negara tuan rumah-baik sumber daya alam dan sumber daya 

manusia-lebih baik pemanfaatannya daripada semula. 

Dengan demikian, arti modal asing bagi pembangunan ekonomi negara-

negara berkembang, termasuk Indonesia, pada dasamya adalah untuk meningkatkan 

61 Kompas, "Reformasi Iklim Investasi", 4 Februari 2006. 
62 John W. Head, Pengantar Umum Hukum Ekonomi- Seri Dasar- Dasar Hukum Ekonomi 1, Program 

Ketjasama antara: Proyek ELIPS dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997, him 89. 
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perekonomian nasional dan modemisasi struktur ekonomi nasional. Namun, investor 

yang menanamkan modal di negara berkembang pada umumnya menuntut kesiapan 

negara tersebut dari aspek keamanan dan kepastian hokum dalam berinvestasi. Oleh 

karena itu, diperlukan sistem hokum dan ekonomi yang memadai untuk menarik modal 

asing masuk ke Indonesia.63 

Bila negara berkembang ingin menarik negara maju agar berinvestasi di 

negara tersebut, maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk menarik arus modal 

asing tersebut, antara lain:64 

1. Peraturan-peraturan kebijakan yang tetap dan konsisten yang tidak terlalu cepat 

berubah dan dapat menjamin adanya kepastian hokum karena ketiadaan kepastian 

hokum akan menyulitkan perencanaan jangka panjang usaha mereka; 

2. Prosedur perizinan yang tidak berbelit-belit yang dapat mengakibatkan high cost 

economy; 

3. Jaminan terhadap investasi mereka dan proteksi hokum mengenai hak atas kekayaan 

milik investor; 

4. Sarana dan prasarana yang dapat menunjang terlaksananya investasi mereka dengan 

baik, antara lain meliputi komunikasi, transportasi atau pengangkutan, perbankan dan 

perasuransian. 

Secara umum diketahui bahwa penanaman modal asing khususnya yang 

berlokasi di negara berkembang atau sedang berkembang, sering merasa khawatir akan 

begitu banyak risiko. Hal ini disebabkan oleh keadaan politik, sosial, dan ekonomi 

negara-negara berkembang atau sedang berkembang yang belum stabil. Padahal, 

penanaman modal asing membutuhkan iklim yang konduktif sifatnya seperti rasa aman, 

63 Yulianto Syahyu, /oc. cit. 
64 Nindyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, Citra Aditya Bakti, BAndung, 2006, him 171. 
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Hongkong. Studi yang baru dilakukan Asian Development Bank, JBIC, dan Bank 

Dunia, Maret lalu, yang berjudul Connecting East Asia: A New Framework for 

Infrastructure juga menyatakan, tingkat kepastian kebijakan dan peraturan pemerintah 

yang merupakan salah satu prasyarat penting menarik investasi langsung untuk proyek 

infrastruktur. Laporan juga mengatakan, sistem peradilan, dan korupsi akan 

menghambat investasi sektor infrastruktur.68 

Semua permasalahan dalam bidang investasi harus diselesaikan agar iklim 

investasi yang kondusif dapat segera tercipta. Permasalahan ini antara lain, Pertama 

bagaimana mensejajarkan posisi investor dapat tercipta. Kedua, bagaimana menciptakan 

kepastian peraturan di bidang investasi sehingga tercipta iklim kondusif bagi investasi 

di tanah air. Ketiga, bagaimana menciptakan harmonisasi hukum di bidang investasi 

pada era pasar bebas dan era otonomi daerah untuk mencegah relokasi perusahaan ke 

bb . t•69 er agat negara am. 

Biasanya sebelum calon investor akan menanamkan modalnya di suatu 

negara, ada beberapa hal yang menjadi perhatian negara eaton investor. Beberapa hal ini 

seringkali menjadi perhatian bagi investor agar mereka dapat meminimalisir resiko 

dalam berinvestasi, antara lain: 70 

1. Keamanan investasi yang sering berkaitan dengan stabilitas politik suatu negara; 

2. Bahaya tindakan nasionalisasi dan berkaitan dengan ganti kerugian; 

3. Repatriasi keuntungan dan modal dan konvertibilitas mata uang; 

4. Penghindaran pajak berganda; 

5. Masuk dan tinggalnya staf atau ahli yang diperlukan; 

68 Todung Mulya Lubis, /oc, cit. 
69 Aminudin Ilmar, op, cit, him 67. 
70 Mochtar Kusuma Atmadja, "Investasi di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian 

Hasil Putaran Uruguay", Jurnal Hukum, No 5, Vol3, 1996, him 6. 
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tertib, serta adanya suatu kepastian atau jaminan hukum dari negara penerimaan 

modal.65 

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Kofi Anan. Dia berpendapat bahwa 

tanpa adanya pengelolaan yang baik, aturan hukum yang pasti, sistem administrasi yang 

predictable, legitimate power, dan regulasi yang responsif, maka dapat dipastikan tidak 

akan ada lagi pendanaan asing yang masuk ke negara tersebut dan tidak akan ada 

kekuatan ekonomi dunia yang akan membuat negara-negara berkembang menjadi 

sejahtera. Pada dasamya modal itu merupakan hal yang bersifat penakut. Sehingga, 

dalam investasi asing membutuhkan adanya kepastian hukum, di mana hal ini sangat 

jarang ditemukan di negara berkembang.66 

Berbagai permasalahan dan kendala yang muncul dalam penanaman modal 

akan menimbulkan ketidakpuasan antara kedua belah pihak. Untuk itu, peran 

pemerintah sangat diperlukan melalui suatu sistem kebijaksanaan yang terarah dan 

dapat memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi kedua belah pihak. 67 

Selain berbagai permasalahan tersebut, Indonesia juga menghadapi 

persaingan ketat arus modal asing dari Thailand, China, India, Malaysia, bahkan 

Vietnam berhasil menarik modal investasi asing sebesar 14,6 miliar dollar AS 

dibanding Indonesia 3,84 miliar dollar AS antara 1995 dan 2003. Angka itu bertolak 

belakang dengan kenyataan, skala dan tingkat perekonomian Indonesia jauh lebih besar 

dan upah tenaga keJja sedikit lebih tinggi dari Vietnam. Berdasarkan data Asian 

Development Bank, antara tahun 2003-2004 hanya 25% total kebutuhan pendanaan di 

Indonesia berasal dari penanaman modal langsung ( dibanding pinjaman perbankan dan 

pendanaan obligasi), dibanding 45% di Malaysia, 57% di Singapura, dan 73% di 

65 Aminudin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2004, him 69. 
66 Delissa A. Ridgway dan Mariya A. Talib, op, cit, him 336-337. 
67 Aminudin Ilmar, op, cit, him 68. 
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6. Penyelesaian sengketa; 

7. Perlakuan yang sama terhadap investor asing dan tidak adanya pembedaan dari 

investor domestik; 

8. Insentifuntuk penanaman modal; 

9. Transparency yaitu kejelasan mengenai peraturan perundangan, prosedur 

administrasi yang berlaku, serta kebijakan investasi; dan 

10. Kepastian hukum, termasuk eriforcement putusan-putusan pengadilan. 

Apabila diukur dengan hal-hal yang biasanya menjadi perhatian atau 

permintaan penanam modal tersebut di atas, maka negara seperti Indonesia, setelah 

menjalankan kebijakan penanaman modal asing lebih dari dua puluh tahun, dapat 

dikatakan cukup memenuhi harapan calon investor.71 

Walaupun demikian, kenyataannya kegiatan iklim investasi di Indonesia tidak 

berjalan dengan baik. Hal tersebut mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi negara 

lain menjadi terhambat, bahkan cenderung jalan di tempat. 

Untuk itu, dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, ada tiga 

hal mendasar yang harus diperbaiki pejabat dan penguasa Indonesia. Tiga hal ini perlu 

dilaksanakan hila Indonesia benar-benar ingin berdaya saing terhadap negara-negara 

sedang berkembang lainnya. Ketiga hal itu adalah "3L" (Legal, Labour, Local). 72 

"L" pertama yaitu masalah Legal, dalam hal ini Indonesia harus membenahi 

sistem hukum dan menerapkan penegakan hukum yang ramah bagi investasi dan 

perdagangan. Kedua, Indonesia harus membenahi masalah perburuhan, termasuk 

71 Ibid 
72 Juwono Sudarsono, "Tiga L Pemikat Investasi di Indonesia", Kompas, Rabu, 09 Juni 2004. 
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berbagai peraturan yang menyangkut hubungan kerja yang akrab bagi investor. Ketiga, 

Indonesia hams membenahi pemerintah daerah.73 

Masalah sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia sudah puluhan, 

bahkan ratusan kali, diseminarkan sejak Mei 1998. Pengamat politik, ekonomi, dan 

hukum sebenarnya sudah sama-sama maklum bahwa di Indonesia sulit sekali disebut 

ada sistem hukum karena tidak adanya sistem akibat terlalu banyak hukum. Banyaknya 

perundang-undangan tumpang tindih, tak jelas hierarki dan susunannya, menyebabkan 

munculnya rimba hukum dan hukum rimba.74 

"L" kedua yaitu Labour. Hal ini mengenai pembenahan masalah peraturan 

dan implementasi ketentuan perburuhan, yang boleh jadi adalah masalah yang paling 

pelik yang dihadapi pemerintah apapun dan kapan pun di Indonesia. Dengan angkatan 

keija yang meningkat sekitar 1,8 juta setahun, pengangguran terbuka 10 juta dan 36 juta 

rakyat hidup di bawah garis kemiskinan, siapa pun jadi pejabat departemen tenaga kerja 

akan pusing tujuh keliling 24 jam sehari 7 hari seminggu. 75 

Perusahaan asing sebenarnya ingin membantu pimpinan dan anggota serikat 

buruh Indonesia mengatasi aneka masalah yang berkait upah keija, jam keija, ketentuan 

hak mogok, uang pesangon, wewenang pemecatan, dan sebagainya. Seperti dalam 

penegakan hukum, perusahaan asing sering menghadapi pemelintiran nasionalisme 

melawan globalisme atau kapitalisme asing. 

"Musuh" besar buruh Indonesia adalah jumlah dan kualitas buruh yang 

menawarkan jasa lebih murah dan lebih berdisiplin di Vietnam, Kamboja, China, 

Banglades, di samping buruh-buruh seperti di Amerika Latin dan Afrika. Perusahaan 

asinglah yang memberi harapan hidup bagi sejumlah besar karyawan Indonesia dengan 

73 Ibid 
74 Ibid 
15 Ibid 
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tanggungannya melalui jaminan kesehatan, beasiswa pendidikan, dan tunjangan sosial 

lain. 

"L" ketiga yaitu Local. Hal ini mengenai penyelesaian pembagian 

kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengusaha asing 

mengamati bahwa desentralisasi luas dan cepat yang dikumandangkan sejak 1 Januari 

2001, apapun kekurangannya adalah hal yang baik bagi hari depan demokrasi 

Indonesia. Namun, mereka mencatat beberapa hal yang bisa merugikan pengembangan 

demokrasi di daerah apabila sejumlah persoalan pembagian kewenangan antara daerah 

dan pusat tidak diatilsi dalam waktu dekat. Masalah penerapan pajak, ketentuan tentang 

syarat-syarat kerja serta peraturan mengenai hak serta kewajiban majikan dan buruh, 

penetapan upah minimum, tunjangan yang berlaku menurut sektor dan lokasi cenderung 

menambah beban anggaran perusahaan.76 

Pentingnya pembenahan tiga L (Legal, Labour, Local) adalah tantangan yang 

harus dijawab guna memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Perhatian dan minat 

investor asing atas Indonesia cukup mantap. Iktikad baik dan uluran tangan dari 

kalangan asing, baik dari kalangan pemerintah maupun swasta, sudah disampaikan. 

Selain itu, ada beberapa upaya perbaikan lain yang perlu segera dilakukan. 

Upaya ini dilakukan baik dari aspek hukum maupun dari aspek birokrasi. Upaya 

perbaikan ini meliputi:77 

1. Menyempumakan perangkat hukum yang lebih kondusif terhadap peningkatan 

investasi antara lain deregulasi peraturan penanaman modal, termasuk 

penyempumaan sistem insentif, desentralisasi kewenangan perizinan investasi, dan 

penyempumaan Undang-Undang Penanaman Modal; 

76 Ibid 
77 Suhendro, Hukum Investasi di Era Otonomi Daerah, Penerbit Gita Negeri, Yogyakarta, 2005, him 4. 
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2. Melakukan peninjauan daftar negatif (negative list) investasi secara berkala sesuai 

dengan perkembangan keadaan; 

3. Menguatkan kelembagaan dan profesionalisme aparatnya baik di pusat maupun 

daerah agar menjamin pelayanan yang efisien kepada penanaman modal, termasuk 

membentuk sistem pemantauan investasi dan meningkatkan kepekaan terhadap 

berbagai keluhan masyarakat; 

4. Meningkatkan promosi investasi di dalam dan di luar negeri; 

5. Meningkatkan aliansi strategis dengan berbagai mitra ekonomi secara sating 

menguntungkan, dan; 

6. Meningkatkan negoisasi dan kerjasama ekonomi bilateral dan multilateral. 

Kebijakan pemerintah mengundang penanaman modal asing untuk 

melakukan kegiatan investasi di Indonesia serta pertimbangan agar dalam pembangunan 

ekonomi sumber-sumber dari luar negeri dapat dimanfaatkan untuk menutupi 

kekurangan modal dalam negeri tanpa mengakibatkan ketergantungan pada luar negeri. 

Dengan hadirnya modal, teknologi, dan keahlian manajemen luar negeri tersebut 

diharapkan dapat membantuan mempercepat pembangunan nasional dalam bentuk 

pemberian lapangan kerja, pengalihan teknologi dan peningkatan produksi pada 

umumnya.78 

C. Keberadaan Hokum Penanaman Modal di Indonesia 

1. Metode Pendekatan Hokum Penanaman Modal/Investasi 

Dengan campur tangan pemerintah dalam mengatur dan mengarahkan 

perekonomian nasional menuju kepada tercapainya peningkatan investasi, berarti 

78 Ibid, him 25 
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banyak peraturan-peraturan Hukum Investasi yang harus dibuat. Tentunya untuk 

dapat membuat suatu peraturan Hukum Investasi diperlukan pengetahuan yang luas 

dan mendalam, tidak saja tentang hukum tetapi juga pengetahuan tentang Investasi. 

Hal itu mengharuskan pejabat pemerintah yang mempunyai Jatar belakang 

pendidikan hukum, harus mengetahui juga teori-teori dan praktek-praktek Investasi 

apabila hendak mengeluarkan atau membuat suatu keputusan dan/atau peraturan 

Hukum Investasi. Misalnya, pengetahuan tentang cara bagaimana kekurangan dan 

kelemahan di dalam kehidupan Investasi dapat dipengaruhi dengan cara mendorong 

atau memberi insentif tertentu atau sebaliknya dengan melarang atau menghukum 

perbuatan-perbuatan tertentu, agar dapat menghasilkan struktur Investasi yang 

dikehendaki. 

Dengan kata lain, apabila hendak merancang suatu peraturan di bidang 

Investasi, maka ia tidak hanya mengandalkan pengetahuan hukumnya saja, akan 

tetapi minimal ia harus memahami altematif apa untuk mengatasi masalah Investasi 

yang bersangkutan. Menurut Mubyarto, 79 dalam hal Investasi maka ilmu ekonomi 

sudah mengalami perubahan dan perkembangan dari masa ke masa, yaitu: 

a. Dari pendekatan politik ekonomi (aliran Merkantilisme), ke ilmu ekonomi mumi 

( oleh Adam Smith dsbnya); 

b. Pendekatan ekonomi neo-klasik (oleh Jhon M. Keynes) menuju ke ilmu ekonomi 

sosial (oleh Gunnar Myrdal dan John K. Galbraith). 

Bahkan ilmu ekonomi yang termasuk di dalamnya Investasi 

membutuhkan pendekatan yang bersifat psikologi dengan bantuan ilmu komunikasi 

dan antropologi agar usaha-usaha pembangunan akan lebih lancar 

79 Mubyarto., 1/mu Ekonomi, 1/mu Sosia/ dan Keadi/an, Agro Ekonomika, Jakarta, 1980, hal. 15 
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penyelenggaraannya. Oleh sebab itu dibutuhkan metode transdisipliner, yaitu 

kerangka berpikir yang dipergunakan dengan bertitik tolak pada pemikiran 

Investasi, akan tetapi juga menggunakan hasil-hasil pemikiran ilmu sosial, ilmu 

politik dan ilmu lainnya, baik secara interdisipliner maupun secara multidisipliner. 

Dinamakan metode pendekatan transdisipliner, oleh karena metode tersebut 

melintasi metode yang digunakan oleh disiplinnya sendiri.80 Sebaliknya dalam 

metode transdisipliner penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengintegrasikan 

semua disiplin ilmu yang digunakan. 

Metode pendekatan yang transdisipliner menjadi kebutuhan yang 

mendesak dalam mendalami kaidah-kaidah Hukum lnvestasi. Hal itu tidak lain 

untuk dapat melihat tempat dan arti tiap-tiap kaidah atau kelompok kaidah yang 

menyangkut kehidupan Investasi nasional, baik di dalam konteks struktur Investasi 

yang berlaku, maupun dalam konteks pembangunan struktur Investasi yang dicita-

citakan. Sebenarnya untuk melihat kaidah Hukum Investasi dalam konteks struktur 

Investasi yang berlaku maupun yang hendak dibentuk harus rnampu melihat kaidah 

atau kelornpok kaidah Hukum Investasi yang diteliti dan dianalisis, sebagai konteks 

sistem hukurn yang berlaku (hukum positif), rnaupun dalam konteks Sistern Hukum 

Nasional sebagai the Law of the Future (ius constituendum). Lebih lanjut Ilmu 

Hukum perlu lebih mendekatkan diri pada Sosiologi, Ilmu Ekonomi termasuk 

didalamnya Investasi, Ilmu Politik, Ilmu Adrninistrasi, Ilmu Komunikasi dan 

Psikologi serta Futurologi, di samping Tekhnologi dan Kornputerisasi sangat 

mempengaruhi kehidupan lnvestasi dan sosial, sehingga dapat menuju Negara 

80 Istilah multidisipliner dan transdisipliner keduanya mengacu kepada pengertian beberapa disiplin ilmu 
yang digunakan untuk menganilisis suatu bidang studi tertentu, antara kedua istilah tersebut terdapat 
perbedaan yang cukup mendasar. Perbedaannya terletak pada cara pengambilan kesimpulannya. Yaitu 
bahwa dalam metode mullidisipliner masing-masing disiplin ilmu dipakai secara sendiri-sendiri dan 
penarikan kesimpulan tidak dilakukan secara "integrated'. 
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Hokum serta Sistem Demokrasi Ekonomi. Semua itu harus dicakup dan terpadu di 

dalam pendekatan transdisipliner yang digunakan oleh bidang Hokum Investasi. 

Metode yang interdisipliner dan transnasional dapat dipandang sebagai 

suatu cara dalam melakukan pendekatan sehingga tujuan dan harapan dalam 

peningkatan Investasi dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Disebutkan interdisipliner, karena: 

a. Hukum Investasi Indonesia tidak hanya bersifat Hukum Perdata, tetapi juga 

berkaitan erat dengan Hukum Administrasi Negara, Hukum Antar Wewenang, 

Hokum Pidana dan bahkan Hokum Publik Intemasional dan Hukum Perdata 

Intemasional; 

b. Hukum Investasi Indonesia memerlukan landasan pemikiran dari bidang-bidang 

non hukum, seperti filsafat, bidang ekonomi, bidang sosiologi, bidang 

administrasi pembangunan, ilmu wilayah, ilmu lingkungan dan bahkan juga dari 

futurology. 

Disebutkan transnasional oleh karena Hukum Investasi Indonesia tidak 

lagi dapat ditinjau dan dibentuk secara intern nasional seperti Hukum Dagang, 

akan tetapi memerlukan pendekatan transnasional, yang memandang kejadian-

kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam negeri dalam kaitannya 

dengan peristiwa dan perkembangan yang terjadi di luar negeri dan di dunia 

intemasional. Dengan demikian Hukum Investasi tidak dapat dianggap sebagai 

bagian dari Hukum Administrasi Negara, atau sebagai perluasan dari Hukum 

Dagang81
, atau hanya sekedar sebagai suatu nama dari kumpulan semua kaidah-

kaidah hukum yang menyangkut kehidupan perekonomian Nasional. 

81 Kenyataan ini bandingkan dengan pembatasan Hukum Bisnis menurut Setiawan. R, Beberapa Catalan 
lenlang Kontrak Bisnis Internasional Penyelesaian Senglrela, (Jakarta: Majalah lkahi, Tahun XIII, 
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Berbeda dengan motode pendekatan transdisipliner yang disebutkan 

terdapat 2 (dua) kelompok ahli hukum yang menganalisa bidang studi Hukum 

Investasi. Kedua kelompok tersebut masing-masing mempergunakan methode 

pendekatan yang berbeda, yaitu methode pendekatan kuantitatif dan methode 

pendekatan kualitatif. Yang termasuk kedalam go Iongan methode pendekatan 

kuantitatif dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) sub golongan, yaitu: 

a. Melihat Hukum Investasi sebagai kaidah hukum yang memaksa membatasi 

keberadaan ekonomi dalam rangka mengejar apa yang menjadi tujuan ekonomi 

Pemerintah; 

b. Melihat hukum Investasi sebagai perluasan dari Hukum Dagang, karena 

menyangkut: 

1) Subjek-subjek Hukum Investasi, yaitu manusia, perusahaan, organisasi 

fungsional, dll; 

2) Objek Hukum Investasi seperti, penanaman modal, perdagangan; 

3) Hubungan Hukum Investasi seperti, gadai, komisi, pengangkutan, bursa, 

perbankan, asuransi, dll; 

4) Prosedur Investasi misalnya kepailitan. 

c. Melihat bahwa Hukum Investasi adalah semua peraturan yang menyangkut 

perusahaan (ondememing) sehingga Hukum lnvestasi terdiri dari peraturan 

hukum berupa Hukum Perdata dan Hukum Publik yang berlaku bagi perusahan 

No.l45 Oktober 1997)., haL 124; yang menyatakan pengertian hukum bisnis memadai apabila dibatasi 
dan untuk sementara kita identikkan dengan pengertian hukum dagang dalam artian konvensional. 
Walaupun demikian, pembatasan tersebut sebenamya tidak mudah dilakukan untuk itu perlu diadakan 
reformasi Hukum Bisnis, karena yang memuat sebagian terbesar dari materi hukum dagang kita masih 
berasal dari abad ke 19 dan telah dikodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD = 
Welboek van Koophande/ Stbl 1947 No.23) dan berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peratihan UUD 
1945, tentu memerlukan perubahan dan penyesuaian. Kebutuhan bagi perubahan KUHD tidak hanya 
disebabkan oleh perkembangan perekonomian di negara kita, melainkan juga karena tuntutan bagi 
terpenuhinya kebutuhan yang timbul akibat hubungan bisnis intemasional, khususnya karena adanya 
konvensi-konvensi intemasional di bidang hukum dagang. 
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yang ikut serta dalam kehidupan Investasi dan beroperasi melalui cara-cara 

komersial. 

Aksi yang harus dilakukan sekarang dalam menyongsong era 201 0 

adalah melakukan pembaharuan produk-produk hukum Investasi yang efektif 

untuk mengantisipasi perjanjian-perjanjian WTO. Berarti harus dilaksanakan 

pembangunan hukum (law making) yang bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk 

memperbaharui hukum positif sendiri sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk 

melayani masyarakat pada tingkat perkembangan mutakhir, suatu yang biasa 

disebut sebagai modernisasi hokum.82 Dalam pembaharuan hukum ini perlu 

dibuat pendekatan dengan pengkajian hukum yang bertujuan mencapai jaminan 

dan kepastian hukum bagi perdagangan global. 

Pada tahun 1970 pengkajian hukum dan kaitannya dengan 

pembangunan hanya mengkaji bagaimana hukum dapat mendorong pertumbuhan 

Investasi. Salah satu fokus kajiannya adalah bagaimana peranan hukum sebagai 

alat perubahan sosial (law as a tool of social enginering) dari masyarakat 

tradisional menuju masyarakat modern. Dua puluh tahun kemudian, tepatnya 

tahun 1990 kajian hukum rekayasa sosial di atas ini telah bergeser sejalan dengan 

terjadinya arus era globalisasi yang ditandai dengan era perdagangan bebas (free 

trade) kepada kajian hukum dari lingkup domestik ke masalah-masalah kajian 

global.83 

Pengkajian hukum dalam kaitannya dengan pembangunan yang 

diharmonisasikan dengan era globalisasi tersebut sesuai dengan prinsip dari ciri 

82 Satjipto Rahardjo., Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung, 1983, hal. 221. 
83 Erman Rajagukguk., Pembaharuan Hukum Indonesia Dalam Era Globalisasi: Suatu Pemikiran Untuk 

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan, dalam Agenda Bangsa Pasca 50 
Tahun Indonesia Merdeka, CIDES, Jakarta, 1995, hal. IV.5. 
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globalisasi. Jhon Naisbitt dan Patricia Aburdene melukiskan ramalan yang 

menjadi perhatian umat manusia melalui buku mereka Mega Trend 2000 telah 

melukiskan bagaimana situasi kehidupan umat manusia dalam era globalisasi. 

Mereka dalam bukunya mengemukakan prinsip dan ciri globalisasi itu antara lain 

adalah single economy atau global economy • one economy · one market place. 

Prinsip dan ciri globalisasi ini yang menuntut negara·negara melakukan 

harmonisasi hukumnya agar sesuai dengan tuntutan era globalisasi dengan cara 

melakukan berbagai structural adjusment policies berupa serangkaian deregulasi, 

liberalisasi, debirokratisasi dan swastanisasi. Mengenai ini Jhon Naisbitt 

mengemukakan The march forward deregulation, liberalisation and privatisation 

will continue in quick steep84
• Oleh karena itu muncullah pengkajian pengaruh 

globalisasi ekonomi dan investasi terhadap peranan hukum. 

Masalah hukum dalam era globalisasi ini sejalan juga dengan batasan 

dari perdagangan bebas itu sendiri, yang diartikan sebagai suatu pertukaran dari 

komoditi·komoditi antara negara·negara independen tanpa halangan·halangan 

hukum yang dimaksudkan untuk membatasi perdagangan tersebut, seperti tarif 

protektif, kuota. kontrol komoditi, kontrol terhadap pertukaran barang, prosedur 

bea cukai yang sulit, atau monopoli pemerintah atau monopoli lainnya. Jalannya 

pengkajian hukum yang mengalami pergeseran fokus kajian sebagaimana peranan 

hukum dalam pembangunan tahun 1970 dan tahun 1990 di muka tidak harus 

dipisahkan pengertiannya. Karena sasaran yang dituju adalah sama·sama 

tercapainya jaminan dan kepastian hukum. 

84 Jhon Naisbitt., Global Pradox, William Morrow and Company, Inc, New York, 1994, hal. 71 
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Dalam konteks pembaharuan hukum dalam memasuki era tahun 2010 

jaminan dan kepastian hukum di atas sangat penting. Karena itu kebijaksanaan 

pembaharuan hukum Indonesia dalam era tahun 2010 hendaknya berorientasi 

kepada jaminan dan kepastian hukum. Di samping itu, yang harus menjadi 

perhatian dalam pembaharuan hukum ini, adalah sarana yang dapat memperlancar 

jalannya perekonomian yang di dalamnya termasuk masalah Investasi. Menurut 

studi yang dilakukan Burg's mengenai hukum dan pembangunan terdapat 5 (lima) 

unsur yang harus dikembangkan supaya tidak menghambat ekonomi, yaitu 

stabilitas (stability), prediksi (predictability), keadilan (fairness), pendidikan 

(education), dan pengembangan khusus dari sarjana hukum (the special 

development abilities of the lawyer).85 Selanjutnya Bur's mengemukakan bahwa 

unsur pertama dan kedua di atas ini merupakan persyaratan supaya sistem 

ekonomi berfungsi. Di sini stabilitas berfungsi untuk mengakomodasi dan 

menghindari kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Sedangkan prediksi 

merupakan kebutuhan untuk bisa memprediksi ketentuan-ketentuan yang 

berhubungan dengan ekonomi suatu negara. 

2. Politik Hokum dalam Reformasi Hukum Investasi 

Sering dipertanyakan, kemana arah perkembangan hukum bisnis kita? 

Di tengah suasana makin mendesaknya pengaruh sistem hukum common law, 

pertanyaan yang sering di~ukan adalah mengapa kita tidak menerima saja serta 

menginkorporasikan lembaga-lembaga tertentu dari sistem hukum common law 

kedalam hukum bisnis kita, sehingga dengan demikian dapat dihilangkan kendala-

85 Leonard J. Theberge., Law and Economic Development, Vol. 9, Jumal oflntemational Law and Policy, 
1980, hal. 232. 
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kendala yang ditimbulkan sebagai akibat semakin besamya pengaruh sistem hokum 

common law itu?. 

Pilihan yang akan dilakukan sebenamya bergantung pada politik ( dalam 

arti kebijakan) hokum kita sendiri. Satu contoh dari suatu bangun hokum yang kita 

hadapi berkenaan dengan masalah pengaruh sistem hokum common law, ialah 

masalah pengertian legal ownership dan beneficial ownership. Apakah sistem 

hokum kita mengenal pembedaan antara legal ownership dan beneficial ownership? 

Bila tidak, mengapa tidak mengintrodusir pembedaan itu, karena kebutuhan praktek 

dalam penyusunan suatu trusteeship agreement dan penerbitan obligasi?. 

Sebenamya, sistem hokum kita yang ada sekarang ini masih dapat mengakomodasi 

kebutuhan akan adanya lembaga trustee. Kewenangan seorang trustee, sebenamya 

lebih bersifat sebagai kewenangan yang dimiliki oleh seorang bewindoerder (yang 

menurut sistem hokum kita harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan), 

sehingga masih dapat dipertanyakan, bagaimanakah terjadi bewind atau penguasaan 

itu tanpa dasar hokum dalam perundang-undangan86
• 

Dengan kenyataan yang demikian, maka nampak pengaturan di bidang 

ini masih diperlukan. Perubahan di bidang hokum dagang tidak dapat dilakukan 

dengan begitu saja tanpa memperhatikan kaitan serta hubungannya dengan sistem 

hokum perdata pada umumnya serta sistem hokum kebendaan pada khususnya. 

3. Pengaruh Hokum Internasional dan Globalisasi Ekonomi 

Peradaban dunia yang kemudian menjadi hukum intemasional turut 

mempengaruhi pembangunan hokum nasional dan sistem perekonomian negara 

berkembang. 

86 Kartini Muljadi., Legal and Regulatory Issues Regarding Bonds, makalah disampaikan dalam AIC 
Conference, di Jakarta, 30 Nopember 1993 
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Globalisasi ekonomi sebenamya sudah terjadi sejak lama, masa 

perdagangan rempah-rempah, masa tanaman paksa (culture stelsel) dan masa 

dimana modal swasta Belanda Zaman Kolonial dengan bumh paksa. Pada ketiga 

periode tersebut basil bumi Indonesia sudah sampai ke Eropa dan Amerika. 

Sebaliknya impor tekstil dan barang-barang manufaktur, betapapun sederhananya 

telah berlangsung lama. 87 

Globalisasi ekonomi sekarang ini adalah manifestasi yang bam dari 

pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi intemasional. Manakala 

ekonomi menjadi terintegrasi, harmonisasi hukum mengikutinya. Terbentuknya 

WTO (World Trade Organization) telah didahului oleh terbentuknya blok-blok 

ekonomi regional seperti Masyarakat Eropa, NAFTA, AFTA dan APEC. Tidak ada 

kontradiksi antara regionalisasi dan globalisasi perdagangan. Sebaliknya integrasi 

ekonomi global menghamskan terciptanya blok-blok perdagangan bam. Berdagang 

dengan WTO dan kerjasamanya ekonomi regional berarti mengembangkan institusi 

yang demokratis, memperbahami mekanisme pasar, dan memfungsikan sistim 

hukum. 

Perkembangan dalam teknologi, investasi dan pola kegiatan ekonomi 

membuat masyarakat di dunia semakin saling bersentuhan, sating membutuhkan, 

dan sating menentukan nasib satu sama lain, tetapi juga sating bersaing. Hal ini 

secara dramatis temtama terlihat dalam kegiatan perdagangan dunia, baik di bidang 

barang-barang (trade in goods), maupun di bidang jasa (trade in services). Saling 

keterkaitan ini memerlukan adanya kesepakatan mengenai aturan main yang 

87 Erman Rajgukguk. Op Cit. Him. 11-12 
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berlaku. Aturan main yang diterapkan untuk perdagangan intemasional adalah 

aturan main yang berkembang dalam sistem GATI/WT0.88 

Bagaimanapun juga karakteristik dan hambatannya, globalisasi ekonomi 

menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang hukum. Globalisasi ekonomi 

juga menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi hukum tersebut tidak 

hanya didasarkan kesepakatan intemasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman 

tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur. 

Globalisasi di bidang kontrak-kontrak bisnis intemasional sudah lama 

terjadi. Karena negara-negara maju membawa transaksi baru ke negara 

berkembang, maka partner mereka dari negara-negara berkembang menerima 

model-model kontrak bisnis intemasional tersebut, bisa karena sebelumnya tidak 

mengenal model tersebut, dapat juga karena posisi tawar yang lemah. Oleh karena 

itu tidak mengherankan, perjanjian patungan (joint venture), perjanjian waralaba 

(franchise), perjanjian lisensi, perjanjian keagenan, hampir sama di semua negara. 

Konsultan hukum suatu negara dengan mudah mengerjakan perjanjian-

perjanjian semacam itu di negara-negara lain, persamaan ketentuan-ketentuan 

hukum berbagai negara bisa juga terjadi karena suatu negara mengikuti model 

negara maju berkaitan dengan institusi-institusi hukum untuk mendapatkan 

akumulasi modal. Undang-undang Perseroan Terbatas berbagai negara, dari "Civil 

Law " maupun "Common Law " berisikan substansi yang serupa. Begitu juga 

dengan peraturan pasar modal, dimana saja tidak berbeda, satu sama lain hal karena 

dana yang mengalir ke pasar-pasar tersebut tidak lagi terikat benar dengan waktu 

dan batas-batas negara. 

88 H.S. Kartadjoemena, Substansi PerjOTyian GATTIWTO dan Mekanisme Penye/esaian Sengketa: sistem, 
ke/embagaan, prosedur implementasi, dan kepentingan negara berkembang. Jakarta: UI Press, 2000, 
him. 1. 
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Tuntutan keterbukaan (transparency) yang semakin besar, 

berkembangnya kejahatan intemasional dalam pencucian uang (money laundering) 

dan insider trading mendorong kerjasama intemasional. Dibalik usaha keras 

menciptakan globalisasi hukum, tidak ada jaminan bahwa hukum tersebut akan 

memberikan basil yang sama yang di semua tempat. Hal mana dikarenakan 

perbedaan politik, ekonomi dan budaya. 89 

Friedman, mengatakan bahwa tegaknya peraturan-peraturan hukum 

tergantung kepada budaya hukum masyarakatnya. Budaya hukum masyarakat 

tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar 

belakang pendidikan, lingkungan budaya, posisi atau kedudukan, bahkan 

kepentingan-kepentingan. 90 

Dalam menghadapi hal yang demikian itu perlu "check and balance" 

dalam bemegara. "check and balance" hanya bisa dicapai dengan parlemen yang 

kuat, pengadilan yang mandiri, dan partisipasi masyarakat melalui lembaga-

lembaganya. 

Dalam hal di atas, khususnya dalam masalah pengawasan dan Law 

Enforcement, dua hal yang merupakan komponen yang tak terpisahkan dari sistim 

rule of law. Tidak akan ada law enforcement kalau tidak ada sistim pengawasan dan 

tidak akan ada rule of law kalau tidak law enforcement yang memadai. Dibidang 

inilah negara kita tercinta Indonesia masih tertatih-tatih belajar memahami apa arti 

rule of law sebagaimana sering kita kita nyatakan secara fasih. 

Tiga konsep mengenai "Rule of Law" yaitu: 

89 Ennan Op. Cit. Him. 18-19 
90 Ibid. Him. 19 
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a. The Rule Of Law mendahulukan hukum dan ketertiban dalam masyarakat yang 

dalam pandangan tradisi barat lahir dari alam demokrasi; 

b. The Rule of Law menunjukkan suatu doktrin hukum bahwa pemerintahan harus 

dilaksanakan sesuai dengan hokum; 

c. The Rule of Law menunjukkan suatu kerangka pikir politik yang harus diperinci 

oleh peraturan-peraturan hukum baik substantif maupun hukum acara. 

Berbagai unsur dari pengertian rule of law tersebut haruslah dilaksanakan 

secara keseluruhan, bukan sepotong-sepotong, dan dalam waktu bersamaan. 

Pengecualian dan penangguhan salah satu unsurnya akan merusak keseluruhan 

sistim. 

4. Pembangunan lndustri dan Perdagangan 

Pembangunan industri dan perdagangan pada era reformasi ekonomi saat 

ini, ditujukan untuk merevitalisasikan ekonomi nasional yang sedang dilanda krisis. 

Reformasi di sektor industri dan perdagangan tersebut, berpegang erat pada sasaran 

jangka menengah, dan mengacu pada prioritas pembangunan untuk mencapai dua 

sasaran, yaitu pertama, ketersediaan dan keteijangkauan bahan makanan dan 

kebutuhan pokok masyarakat, dan kedua, berputamya kembali roda perekonomian 

nasional. Di samping itu upaya sungguh-sungguh juga dilaksanakan untuk 

mewujudkan program reformasi konkret sektor industri dan perdagangan, 

berdasarkan hasil kesepakatan dengan IMF. 

Departemen Perindustrian dan Perdagangan pada saat ini sedang 

melaksanakan kegiatan penyediaan sembilan bahan pokok (sembako) terutama beras, 

kedelai, jagung, gula, minyak goreng, dengan harga teijangkau dan menghilangkan 

segala distorsi yang teijadi di setiap kegiatan produksi serta distribusi bahan pokok 



82 

tersebut; pemulihan kinerja ekspor untuk meningkatkan perolehan devisa nasional, 

serta secepat mungkin menggerakkan kembali roda perekonomian. 

Revitalisasi kegiatan sektor industri dan perdagangan digerakkan untuk 

mengacu kegiatan agroindustri, agrobisnis, industri ekspor, resources-based 

industries, sehingga mendorong terbukanya peluang kerja, penyediaan bahan pokok 

kebutuhan rakyat seperti makanan dan obat-obatan, terbentuknya kepercayaan penuh 

masyarakat bisnis baik nasional maupun intemasional. Begitu pula penguatan 

perangkat hukum dan perundang-undangan yang menjamin kompetisi sehat, adil, 

mendorong pemihakan pada usaha kecil, mencegah praktik monopoli dan oligopoli, 

penghapusan fasilitas dan perlakuan istimewa, pro-kompetisi pasar dengan UU Anti

Monopoli (Anti-Trust Law) dan UU Perlindungan Konsumen. 

Faktor itu diantaranya, penundaan order ekspor akibat kebimbangan 

foreign buyers terhadap kondisi ekonomi politik selama krisis, ketidakpercayaan luar 

negeri menyangkut pembukaan LIC yang berpengaruh pada pasokan bahan baku 

impor, tingginya freight rate, dan biaya peti kemas, dan pungutan ekonomi biaya 

tinggi yang membebani eksportir. Itu semua telah menjadi kendala peningkatan 

ekspor. Di bidang produksi, kurangnya pasokan dan membubungnya harga bahan 

baku serta bahan penolong, telah melumpuhkan sebagian besar industri kecil. 

Produksi bahan pangan dan obat-obatan kebutuhan masyarakat terganggu, termasuk 

sistem distribusinya. 

Pembangunan sektor industri dan perdagangan secara faktual dipengaruhi 

serius oleh dampak krisis moneter Asia. Dampak sosial investasi, bahkan politik, dari 

krisis tersebut berlangsung begitu kuat dengan kecepatan yang tak dapat 

diprediksikan sebelumnya, sehingga menggoyahkan hampir semua sendi ketahanan 



83 

perekonomian nasional. Sektor industri dan perdagangan yang bukan suatu sektor 

yang berdiri sendiri, mengalami pukulan komplikatif beruntun karena keterkaitannya 

yang erat dengan sektor lain. Tingginya dolar AS terhadap rupiah dan ketidakstabilan 

kurs rupiah menyebabkan secara ekonomis, baik pedagang maupun konsumen, sulit 

menetapkan atau menerima harga pasar yang layak. Behan utang swasta yang 

mencapai kesepakatan rescheduling membuat sementara pihak luar negeri menolak 

LIC Indonesia. Namun terjadi perkembangan, setelah tercapai Kesepakatan Frankfurt 

dengan bank-bank kreditur luar negeri terhadap penanganan utang swasta. 

Diharapkan sesudahnya, kepercayaan kalangan importir luar negeri segera pulih, 

tetapi sedemikian jauh reaksi pasar uang justru negatif. Selanjutnya, perekonomian 

juga terganggu dengan adanya kelangkaan peti kemas, ruang kapal, serta 

meningkatnya freight-rate untuk export delivery tujuan Eropa. Selain itu, untuk 

pertama kali dalam dua dekade terakhir terjadi fenomena pengurangan kegiatan 

pelayaran samudera untuk lalu lintas keluar masuk Indonesia. 

Sebagaimana diketahui, pelayaran internasional yang menjadi determinan 

kelancaran ekspor Indonesia masih didominasi oleh swasta asing. Sementara itu, 

upaya penyehatan perbankan nasional dan pengetatan likuiditas rupiah telah memicu 

penarikan tabungan serta deposito secara besar-besaran diikuti pembelanjaan 

kebutuhan sehari-hari di luar pola konsumsi normal masyarakat. Melonjaknya biaya 

bahan baku impor, kenaikan Tarif Dasar Listrik {TDL) dan Bahan Bakar Minyak 

(BBM) yang dikurangi subsidinya, menyebabkan produksi dan arus pasokan barang 

dan jasa makin melemah. Daya beli masyarakat berkurang. Hal serupa 

mempengaruhi kinerja transportasi nasional yang banyak dibebani suku cadang 

impor. 
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Kerusuhan sosial yang meletup pada pertengahan Mei 1998 di Jakarta 

dan beberapa kota lain membuat lumpuhnya mata rantai perdagangan eceran dan 

distribusi kebutuhan pokok, baik di pasar tradisional, swalayan, maupun pusat-pusat 

perbelanjaan moderen. Pihak APRINDO (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) 

melaporkan bahwa terdapat sekitar 33 perusahaan ritel dengan 244 outlet yang 

dibakar dan dijarah dengan total kerugian Rp. 661,5 milyar. Toko-toko kecil lain 

baik di Jakarta maupun di daerah, belum lagi terhitung kerugiannya. Biaya renovasi 

amat besar karena harga bahan bangunan dan barang dagangan naik, serta pinjaman 

bank saat ini sulit diperoleh. Sekitar 14.482 pramuniaga menganggur atau 

dirumahkan. Dalam hal ini, reaksi konkret pemerintah adalah segera merenovasi 

pasar besar korban kerusuhan di Jakarta dengan dana sekitar Rp. 50 milyar untuk 2 

( dua) tahun. Sementara itu Dewan Asuransi Indonesia (DAI) dan Departemen 

Keuangan pada tanggal 3 Juni 1998 telah menghimbau kepada semua perusahaan 

asuransi untuk membayar klaim asuransi kebakaran kepada pedagang-pedagang 

korban kerusuhan. 

Suatu fakta perekonomian yang relatif melegakan pada suasana krisis ini 

adalah, bahwa bidang agro-bisnis dan agro-industri yang disandarkan pada sumber 

daya alam masih dapat berproduksi dan mampu bertahan, termasuk dalam bidang 

ekspor. Maka di masa depan sektor industri dan perdagangan akan lebih terintegrasi 

dengan sektor pertanian untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan 

memperkuat fundamental ketahanan ekonomi nasional. 

Sementara itu antisipasi terhadap lingkungan global yang juga 

mengalami dinamika perubahan cepat terns dilakukan. Daya saing tinggi amat 

diperlukan menghadapi era persaingan global dalam k~rangka AFTA, APEC, 
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maupun WTO. Tenaga profesional diharapkan mengisi bidang-bidang produksi, 

distribusi domestik, pemasaran ekspor maupun diklat industri dan perdagangan. Di 

samping itu penguasaan teknologi harus menjadi kemampuan nasional yang dapat 

diandalkan untuk mengolah berbagai potensi yang dimiliki. Teknologi proses 

produksi di sektor industri untuk mengolah basil pertanian, petemakan, perkebunan, 

kehutanan, kelautan, pertambangan, maupun rancang bangun, perekayasaan mesin 

dan peralatan industri, rekayasa bioteknologi, teknik-teknik manajemen pemasaran, 

dan sebagainya, terus dikembangkan dan dikuasai guna peningkatan daya saing 

secara riil. Kapabilitas penguasaan teknologi ini perlu terus menerus dipelihara, 

dioperasionalkan, bahkan dikembangkan secara inovatif pada saat-saat krisis seperti 

ini. Ekspor Indonesia diarahkan untuk makin berbasis pada teknologi guna 

mengantisipasi berkurangnya sumber daya alam. Oleh karena itu perlu dipacu 

kegiatan litbang serta pemanfaatan hasil-hasilnya yang dampaknya diharapkan dapat 

meningkatkan pengusaan teknologi, yang antara lain tercennin pada makin 

banyaknya paten lokal. Diharapkan, dengan demikian, beban sektor industri dan 

perdagangan untuk mendapatkan teknologi melalui royalty maupun license dapat 

dihindari atau berkurang. Sementara itu pemanfaatan teknologi kultur jaringan dan 

bioteknologi bagi produk-produk agroindustri tertentu ditingkatkan. Begitu pula 

ditingkatkan kemampuan operatif, akuisitif, suportif, maupun inovatif sehingga 

berlangsung akselerasi transfonnasi menyangkut teknologi industri nasional. 

Diharapkan industri nasional terus terlibat dalam perkembangan 

teknologi baru maupun key technologies yang meningkatkan daya saing, seperti 

automation and computer-aided design (CAD) and manufacturing (CAM), teknologi 

telekomunikasi dan infonnasi, dan teknologi material baru. Hal ini layak dilakukan 
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agar pemulihan industri nasional tidak terpaku pada dimensi pembangunan jangka 

pendek semata. 

Bertolak dari kondisi terakhir perekonomian Indonesia, amat mendesak 

untuk diimplementasikan adalah pertama, mengamankan dan meningkatkan 

kapasitas produksi bahan pokok kebutuhan rakyat, memotong mata rantai distribusi 

kebutuhan rakyat agar efisien dan lancar terdistribusi ke semua pelosok negeri, 

pasokannya diterima tepat pada saat dibutuhkan, pada tingkat harga wajar, dan tidak 

memicu inflasi. Sasaran kedua, adalah memperkuat kinetja ekspor, memanfaatkan 

secara optimal depresiasi rupiah, mengamankan order ekspor, produksi berorientasi 

ekspor, memulihkan kepercayaan luar negeri dan mengamankan pembiayaan 

perdagangan (Letter of Credit atau LIC dll), promosi ekspor, diplomasi perdagangan 

intemasional, serta merevitalisasi semua mata rantai dan jalur perdagangan ekspor, 

termasuk pelayanan birokrasi, agar dapat meraup devisa sebesar-besamya. Seluruh 

pelaku dan fasilitator perdagangan ekspor Indonesia diharapkan mampu menggalang 

konsolidasi dan koordinasi secara total serta berkesinambungan, di dalam kerangka 

makro struktur industri yang lebih efisien dan kompetitif. Ketiga, adalah meneruskan 

program deregulasi dan debirokratisasi dalam rangka reformasi sektor industri dan 

perdagangan, menciptakan perundang-undangan yang menjamin keadilan ekonomi, 

sehatnya struktur industri dan sistem perdagangan. Keempat, berupaya keras 

membuka peluang usaha industri dan pedagangan kecil serta menengah. 

Hubungan perdagangan intemasional baik menurut kerangka WTO, 

bilateral, maupun regional, telah sungguh-sungguh diamankan agar tidak 

mengganggu program peningkatan ekspor Indonesia. Hubungan perdagangan 

intemasional memainkan peranan yang cukup vital dalam upaya Indonesia untuk 
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keluar dari lingkaran permasalahan dewasa ini yang diawali krisis moneter. Baik 

dalam forum multilateral WTO maupun regional seperti APEC, ASEAN dan G-18, 

Indonesia telah secara konsisten menyatakan pentingnya mempertimbangkan 

peraturan ditingkat intemasional yang memberikan perlindungan kepada negara

negara sedang berkembang khususnya dari pengaruh negatif para pengelola dana 

(fund managers). Sehubungan pengamanan program peningkatan ekspor Indonesia, 

maka langkah-langkah dalam memberikan perlindungan terhadap industri dalam 

negeri dari praktek perdagangan curang (unfair trade practices) khususnya melalui 

dumping harga telah terus ditingkatkan melalui pelaksanaan investigasi sesuai 

ketentuan yang berlaku. Di forum Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) yang 

selama ini merupakan pasaran 60%-70% ekspor non-migas Indonesia juga tengah 

dilakukan konsultasi intensif untuk menciptakan pasaran yang lebih bebas bagi 

produk ekspor dibidang perikanan dan kehutanan Indonesia. Pembukaan pasar APEC 

secara bertahap direncanakan dimulai awal tahun 1999, dimana ekonomi maju akan 

membuka pasarannya lebih awal dari ekonomi berkembang.91 

D. Pelaksanaan Penanaman Modal atau Investasi oleh Pemerintah 

1. Latar Belakang Investasi Pemerintah 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

pasal 41 telah mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan investasi jangka 

panjang dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat 

lainnya. Amanat Undang-undang tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan 

penerbitan PP No.49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

91 Bahan Pidato Kenegaraan Presiden Rl, Sumber: www.dprin.go.id 



88 

Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah. Namun, sesuai dengan 

perkembangan keadaan, dirasakan perlu dilakukan revisi PP tersebut untuk 

memberikan peluang keijasama yang lebih Juas dalam berinvestasi dengan 

menambah bentuk investasi pemerintah. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.Ol/2007 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah, Pusat Investasi 

Pemerintah (PIP) atau Indonesia Investment Agency (//A) mempunyai tugas 

melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi Pemerintah 

Pusat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

PIP merupakan Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia dan menjadi 

operator investasi pemerintah Indonesia. Adapun cakupan sektor investasi PIP 

meliputi bidang infrastruktur dan bidang lainnya. 

Investasi di bidang pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fokus 

dari PIP, didasarkan pada alasan filosofis bahwa pembangunan infrastruktur 

merupakan salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan dipandang 

sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Infrastruktur juga 

berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, 

antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga 

kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran dan 

terwujudnya stabilisasi makro ekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya 

pasar, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja. 

Dengan demikian peran PIP dalam bidang pembangunan infrastruktur 

diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pembiayaan, menstimulasi pertumbuhan 
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ekonomi dan menyediakan kesempatan lapangan kerja (pro growth, pro job dan 

pro poor), serta diharapkan mampu menjadi katalis dalam keterlibatan pihak swasta 

bersama pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. 

Sebagai aturan pelaksanaan telah diterbitkan beberapa Peraturan 

Menteri Keuangan (PMK), antara lain: 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

b. PP No.49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah; 

c. PP No.74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum; 

d. PMK Nomor 52/PMK.Ol/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat 

Investasi Pemerintah; 

e. PMK Nomor 179/PMK/2008 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan 

Pengelolaan Dana dalam Rekening Induk Dana Investasi; 
. 

f. PMK Nomor 180/PMK/2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan 

Investasi Pemerintah; 

g. PMK Nomor 181/PMK/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah; 

h. PMK Nomor 182/PMK/2008 tentang Pelaporan atas Pelaksanaan Investasi; 

1. PMK Nomor 183/PMK/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi 

Terhadap Investasi Pemerintah. 

Untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan investasi pemerintah dan 

memperluas wawasan pengetahuan serta mengembangkannya berdasarkan best 

practices terkait investasi pemerintah, telah dilakukan beberapa kegiatan dalam 

bentuk seminar/lokakarya/sosialisasi terkait dengan peraturan kebijakan dalam 
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rangka mendukung pelaksanaan investasi pemerintah. Seminar dilakukan dengan 

topik Kerugian Negara dengan harapan dapat menambah, memperluas, dan 

memberikan pembelajaran terkait dengan kerugian negara, yang intinya adalah 

untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian negara, baik 

dari pengalaman masa lalu maupun dalam rangka implementasi paket perundang

undangan dibidang Keuangan Negara. 

2. Asas Pelaksanaan Investasi Pemerintah 

Pengelolaan investasi Pemerintah harus dilaksanakan dengan mengacu 

pada asas-asas berikut: 

a. Asas fungsional 

Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang investasi 

dilaksanakan sesuai dengan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang 

dimiliki. 

b. Asas kepastian hukum 

Investasi pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

c. Asas efisiensi 

Investasi pemerintah diarahkan agar sesuai dengan batasan standar kebutuhan 

dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan 

secara optimal. 

d. Asas akuntabilitas 

Setiap kegiatan investasi pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada 

rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 
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e. Asas kepastian nilai 

Investasi pemerintah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai 

investasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan divestasi. 

Nilai-nilai inti yang berperan penting dan dipegang teguh oleh PIP 

adalah: 

a. Integrity 

PIP memiliki komitmen terhadap standar tertinggi dan perilaku etis. 

b. Continuously Improvement 

PIP terns bernpaya untuk mengerjakan hal-hal yang benar sejak awal dan 

bernpaya giat melakukan peningkatan terns-menerns. 

c. Creativity and Innovation 

PIP selalu mengutamakan kreativitas dalam mengemban tugasnya dan terns 

melakukan inovasi. 

d. Harmony 

PIP memiliki kepentingan untuk selalu mengutamakan keharmonisan dan 

kebersamaan dalam meramu berbagai kepentingan yang ada 

3. Kewenangan Pelaksanaan Investasi Pemerintab 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang 

Investasi Pemerintah, dinyatakan bahwa rnang lingkup pengelolaan investasi 

pemerintah meliputi: perencanaan, pelaksanaan, peftatausahaan dan 

pertanggungjawaban investasi, pengawasan dan divestasi. Sedangkan kewenangan 

Menteri Keuangan dalam hal pengelolaan investasi pemerintah meliputi 

kewenangan regulasi, supervisi dan operasional. 
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a. Kewenangan Regulasi 

Kewenangan regulasi dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan (Up. Direktorat 

Sistem Manajemen Investasi) 

b. Kewenangan Supervisi 

Kewenangan supervisi dilaksanakan oleh Komite Investasi Pemerintah Pusat 

(KIPP) 

c. Kewenangan Operasional 

Kewenangan operasional dilaksanakan oleh suatu Badan Investasi Pemerintah 

berbentuk Badan Layanan Umum (BLU), yaitu Pusat Investasi Pemerintah. 

Dalam rangka melaksanakan kewenangan operasional, diterbitkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.Ol/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Pusat Investasi Pemerintah. 

4. Jenis dan Manfaat Pelaksanaan Investasi Pemerintah 

Berdasarkan PP Nomor 1 tahun 2008 pasal 3, Investasi Pemerintah 

dapat dilakukan dalam 2 (dua) bentuk: 

a. Investasi Surat Berharga 

Investasi Surat Berharga dapat dilaksanakan dalam 2 (dua) cara, yaitu investasi 

dengan cara pembelian saham dan/atau investasi dengan cara pembelian surat 

utang. Pelaksanaan Investasi Pemerintah dalam bentuk surat berharga 

dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, yaitu memperoleh 

keuntungan berupa dividen, bunga, capital gain, dan pertumbuhan nilai 

perusahaan dalam jumlah tertentu dan jangka waktu tertentu. 
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b. Investasi Langsung 

Investasi Langsung dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu penyertaan 

modal dan/atau pemberian pinjaman. Investasi langsung berupa pemberian 

pinjaman dilaksanakan pada bidang infrastruktur atau bidang lain sesuai 

persetujuan Menteri Keuangan. Pelaksanaan Investasi Pemerintah dalam bentuk 

Investasi Langsung dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, 

dan/atau manfaat lainnya, yang berupa: 

1) Keuntungan berupa dividen, bunga, capital gain, dan pertumbuhan nilai 

perusahaan dalamjumlah tertentu danjangka waktu tertentu; 

2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi basil investasi dalam jumlah 

danjangka waktu tertentu; 

3) Peningkatan pemasukan pajak bagi negara sebagai akibat langsung dari 

investasi bersangkutan; 

4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah dan waktu tertentu 

sebagai akibat langsung dari investasi bersangkutan; 

lnvestasi langsung dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) pola 

mekanisme: pertama, melalui kerjasama antara Badan Investasi Pemerintah 

dengan suatu badan usaha dan atau Badan Layanan Umum (BLU) dengan pola 

kerjasama pemerintah dan swasta (Public Private Partnership); kedua, melalui 

kerjasama investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan suatu Badan 

Usaha, BLU, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BLVD, dan atau badan 

hukum asing dengan menggunakan pola selain public private partnership. 



5. Proses/Mekanisme Pelaksanaan Investasi Pemerintah 
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Kelayakan 
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Perilayaran 

Keterangan Bagan: 

KPPN JKT II 

1. PIP menyampaikan RKI kepada DJPBN cq Dit. SMI sebagai bahan penyusunan DIPA 

94 

2. Dit. SMI membuat RKA kepada DJA untuk diterbitkan SAP SK dan selanjutnya ke Dirjen 

Perbendaharaan untuk dilakukan pengesahan DIP A 

3. PIP mengajukan permohonan pencairan kegiatan investasi melalui Dit. SMI selaku KPA. 

4. Dit. SMI menerbitkan SPM untuk diajukan ke KPPN Jakarta II (Keputusan Dirjen 

Perbendaharaan No.KEP-239/PB/2009) 

5. KPPN Jakarta II selanjutnya menerbitkan SP2D Investasi Pemerintah dan melaksanakan 

pembayaran ke PIP (RIDI) 

Langkah I s.d. 5 dilaksanakan apabila PIP komitmennya sudah disetujui KIPP 

6. BUMN/BUMD/BLU/Pemda!BLUD/Swasta/Asing menyerahkan proposal investasi kepada PIP 

7. PIP selanjutnya melakukan analisa kelayakan dan risiko investasi sesuai amanat PP l/2008 dan 

PMK 181/2008 

8. a. Apabila diterima, proposal investasi dapat diteruskan oleh PIP ke rapat KIPP untuk 

diperoleh rekomendasi keputusan final diterimalditolaknya proposal investasi 
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b. Apabila ditolak, proposal investasi dikembalikan kepada BUMN/BUMD/BLU/ 

BLUD/Swasta/ Asing 

9. Dalam rapat KIPP, dibahas proposal investasi yang diajukan, selanjutnya dikeluarkan 

rekomendasi diterimalditolak. 

10. a. Apabila diterima, proposal investasi dapat direkomendasikan untuk diteruskan ke 

proses berikutnya. 

b. Apabila ditolak, maka proposal investasi dikembalikan kepada 

BUMN/BUMD/BLU/Pemda!BLUD/Swasta/Asing 

11. Berdasarkan rekomendasi KIPP tersebut, maka PIP melakukan kerjasama investasi dengan 

BUMN/BUMD/BLU/BLUD/Swasta/ Asing. 

12. Setelah semua transaksi dan kegiatan investasi dilaksanakan, PIP menyampaikan laporan 

pelaksanaan kegiatan investasi kepada Dit. SMI 

6. Manajemen Investasi Pemerintah 

Manajemen atas Investasi Pemerintah dilaksanakan dengan mengadopsi 

best practices yang telah ada. Dalam pelaksanaannya, proses manajemen atas 

Investasi Pemerintah meliputi perencanaan, pelaksanaan investasi, penatausahaan, 

dan pertanggungjawaban investasi, pengawasan, dan divestasi. 

a. Perencanaan lnvestasi 

Perencanaan investasi merupakan proses awal yang harus dilakukan oleh 

Pusat Investasi Pemerintah dengan menganut prinsip kehati-hatian sehingga 

tujuan investasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Perencanaan Investasi 

Pemerintah memerlukan suatu koordinasi kelembagaan pada pengelolaan 

Investasi Pemerintah, termasuk dalam perencanaan kebutuhan dan sumber dana 

yang diperlukan dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah. Hal ini telah diatur 

secara teknis dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2008 

tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Investasi Pemerintah. 
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b. Pelaksanaan Investasi 

Pelaksanaan Investasi Pemerintah dilakukan oleh Pusat Investasi 

Pemerintah berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan c.q Komite Investasi 

Pemerintah Pusat. 

Pada pelaksanaan investasi surat berharga, inisiatif pelaksanaan 

investasi dapat berasal dari Pusat lnvestasi Pemerintah. Sedangkan pada investasi 

langsung, dilakukan dengan prinsip menitikberatkan pada sumber dana 

komersial/swasta serta meminimalkan sumber dana pemerintah. Hal ini sesuai 

dengan konsekuensi logis bahwa peran pemerintah sebenamya sebatas 

memberikan dukungan sebagai fasilitator dalam rangka meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Proses 

pelaksanaan Investasi Pemerintah telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 181/PMK.05/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah. 

c. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Investasi 

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan 

Investasi Pemerintah, Pusat Investasi Pemerintah selaku operator investasi harus 

menyelenggarakan akuntansi atas pelaksanaan Investasi Pemerintah. Akuntansi atas 

pelaksanaan Investasi Pemerintah mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan 

(untuk Badan Investasi Pemerintah berbentuk Badan Hukum) dan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (untuk Badan Investasi Pemerintah berbentuk Satuan Kerja). Dalam 

rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Investasi Pemerintah, Pusat 

Investasi Pemerintah wajib menyusun laporan keuangan dan kinerja yang 

disampaikan kepada Menteri Keuangan. Proses penatausahaan dan 
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pertanggungjawaban tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

182/PMK.OS/2008 tentang Pelaporan atas Pelaksanaan Kegiatan Investasi. 

d. Pengawasan atas Pelaksanaan Investasi 

Sebagai pelaksanaan mekanisme check and balance atas pengelolaan 

Investasi Pemerintah, perlu pelaksanaan fungsi pengawasan dan evaluasi. Fungsi ini 

diharapkan dapat membantu menciptakan pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik 

(Good Corporate Governance) pada pengelolaan Investasi Pemerintah. Hal ini untuk 

mencegah agar jangan sampai teljadi penyimpangan sehingga dengan pengawasan 

tersebut, diharapkan agar pelaksanaan investasi sesuai dengan ketentuan perundang

undangan. 

Proses supervisi investasi dilaksanakan oleh Komite Investasi Pemerintah 

Pusat sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008. 

e. Divestasi 

Dalam pengelolaan Investasi Pemerintah, peran Pusat Investasi 

Pemerintah sebagai pelaku investasi mempunyai maksud untuk memfasilitasi 

terciptanya pertumbuhan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional. Pada 

prinsipnya, investasi yang telah dilaksanakan secara baik akan berakhir melalui 

divestasi yang juga baik. Proses divestasi yang dilakukan atas investasi surat 

berharga dapat memperoleh manfaat ekonomi, sedangkan divestasi atas investasi 

langsung dimaksudkan dapat diinvestasikan kembali dalam rangka meningkatkan 

fasilitas infrastruktur dan bidang lainnya guna memacu roda perekonomian 

masyarakat. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 183/PMK.OS/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi terhadap 

Investasi Pemerintah. 
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7. Manajemen Risiko Investasi Pemerintah 

Dalam rangka mengurangi risiko pelaksanaan Investasi Pemerintah, di 

samping menargetkan tingkat pendapatan yang diharapkan, hal penting yang harus 

selalu diperhatikan adalah timbulnya potensi kerugian yang akan berpengaruh, baik 

terhadap pendapatan maupun modal Pusat Investasi Pemerintah. Oleh karena itu, 

penerapan manajemen risiko sebagai langkah-langkah antisipasi dan mitigasi 

munculnya variabel risiko Investasi Pemerintah sangat penting untuk diperhatikan 

dalam perencanaan maupun pelaksanaan investasi. 



BABIV 

KONSEP WELFARE STATE 
STUDI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 

TENTANG PENANAMAN MODAL 

A. Bagaimana Penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2007 dalam 

Pelaksanaan Penanaman Modal Asing 

1. Sikap Negara Maju Mengenai Penanaman Modal Di Negara 

Berkembang dan Pandangan Negara Berkembang Terbadap Modal 

Asing 

Kemakmuran dan kesejahteraan sosial meskipun merupakn konsep-

konsep abstrak, tak pelak realisasi darinya merupakan idaman negara-negara di 

dunia. Secara mudah dapat diidentifikasi bahwa tak ada satu anggota 

masyarakat intemasionalpun yang tidak menginginkan tercapainya 

kemakmuran dan kesejahteraan sosial suatu bangsa. Namun demikian, sudah 

cukup kiranya jika disadari keterkaitan yang erat antara kedua keadaan tersebut 

dengan pertumbuhan ekonomi, yang secara umum dianggap sebagai pra-

kondisi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan sosial suatu bangsa. 

Salah satu dimensi pertumbuhan ekonomi yang mendapat sorotan 

dominan dewasa ini adalah aspek pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam 

kaitannya dengan perdagangan intemasional, khususnya investasi swasta 

intemasioanl, terutama sekali penanaman-penanaman modal pihak swasta 

negara asing maju di negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang 

yang sedang mengahadapi berbagai tantangan di dalam melaksanakan 
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pembangunan negaranya, berupaya penuh guna memacu pertumbuhan 

ekonomi tahap demi tahap secepat dan seefektif mungkin. Salah satu cara 

untuk mencapai hal ini adalah dengan mengundang investor-investor asing 

untuk berinvestasi di negara-negara berkembang. Penanaman modal asing 

diharapkan oleh negara-negara berkembang dapat menjadi salah satu faktor 

pendukung utama dan katalisator pertumbuhan ekonomi. 

Secara teoritis dikenal adanya beberapa tahap pertumbuhan 

ekonomi. Tingkat awal perekonomian suatu masyarakat dianggap dimulai dari 

tahap masyarakat tradisional. Tahap ini khususnya ditandai dengan 

keterbatasan pendapatan dan, dengan demikian juga, konsumsi perseorangan 

yang sangat tinggi. Keterbatasan kemampuan perseorangan ini terutama sekali 

disebabkan oleh tidak adanya ilmu pengetahuan modern dan teknologi guna 

lebih memacu produksi negara yang bersangkutan. Perekonomian negara yang 

dapat dikategorikan ke dalam tahap tradisional ini masih sangat didasarkan 

para proses-proses produksi yang dilaksanakan secara tradisional. 

Berlainan dengan tahap masyarakat tradisional di mana pertumbuhan 

ekonomi suatu negara masih disadarkan pada metode-metode yang sifatnya 

tradisional, tahap pertumbuhan ekonomi tinggal landas secara keseluruhannya 

berisikan modemisasi aktivitas-aktivitas ekonomi. Teknologi modem, 

organisasi modem dan sikap-sikap modem telah mendominasi kegiatan

kegiatan perekonomian negara, yang dengan sendirinnya diharapkan dapat 

memungkinkan produktivitas yang tidak saja tinggi namun juga efisien. Tahap 

pertumbuhan ekonomi tinggal landas memusatkan produksi masyarakat yang 
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bersangkutan pada produksi barang-barang dan jasa-jasa pokok dalan skala 

ekonomis yang memadai. 

Tranformasi dari tahap masyarakat tradisional ke masyarakat dengan 

pertumbuhan ekonomi tahap tinggal landas, temyata tidak terjadi begitu saja, 

melainkan perwujudannya perlu dipersiapkan dan direncanakan secara matang. 

Para ahli ekonomi menamakan tahap transisional antara tahap awal 

pertumbuhan ekonomi dan tahap tinggal landas ekonomi sebagai tahap 

penciptaan pelbagai prakondisi untuk tinggal landas ekonomi. Mulai 

diterapkannya penemuan-penemuan ilmiah yang modem pada proses produksi 

pada umumnya dan khususnya di dalam memproduksi produk-produk 

pertanian merupakan ciri khas tahap ini. 

Tahap tinggal landas pertumbuhan ekonomi, sebagai telah dijelaskan 

di atas, mempunyai ciri-ciri didominasinya keseluruhan aktivitas ekonomi oleh 

teknologi modem, organisasi modem dan sikap-sikap modem yang dianut 

masyarakat suatu negara sehingga dapat mewujudkan produktivitas yang 

efisien dan ekonomis. Lebih dari sekedar hanya memproduksi barang-barang 

secara ekonomis dan efisien, tahap selanjutnya dari tahap pertumbuhan 

ekonomi tinggal landas terutama sekali berisikan adanya kemampuan 

masyarakat, baik dari segi kapasitas maupun teknologi yang dimiliki, untuk 

memproduksi keseluruhan produk-produk yang menjadi keinginannya, 

sekalipun produksi produk-produk tersebut akan dianggap tidak ekonomis dan 

juga tidak efisien. Tahap pertumbuhan ekonomi yang demikian ini dikenal 

sebagai tahap laju menuju maturitas ekonomi (drive to maturity). 
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Tahap pertumbuhan ekonomi yang terakhir atau tahap pertumbuhan 

ekonomi yang kelima, merupakan era konsumsi massa. Derajat pertumbuhan 

ekonomi pada tingkat ini ditunjukkan dengan terbentuknya masyarakat dengan 

tingkat kemakmuran materiil yang tinggi, dimana penekanan produksi terutama 

sekali terfokuskan pada barang-barang dan jasa-jasa konsumsi yang sangggup 

bertahan lama. 

Telah menjadi prioritas negara-negara berkembang untuk dapat 

mempercepat laju pertumbuhan ekonominya melalui tahap-tahap pertumbuhan 

ekonomi sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dengan cara 

meningkatkan produktivitas masyarakatnya. Namun di batik itu, negara-negara 

berkembang sangat sadar akan keterbatasan kemampuannya dan sadar pula 

akan banyaknya tantangan serta hambatan yang telah, sedang maupun akan 

dihadapinya cara meningkatkan produktivitas masyarakatnya. Kesadaran 

negara-negara berkembang, antara lain tercemin pada kesadaran akan 

terbatasnya kemampuan untuk berinvestasi sehingga perlu dilakukan upaya

upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mencapai tingkat investasi 

yang cukup guna mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang memadai. 

Franklin R. Root di dalam bukunya "International Trade and 

Investment" mengemukakan bahwa pada hakekatnya hambatan-hambatan yang 

merintangi negara-negara berkembang untuk memperoleh tingkat investasi 

yang cukup memadai dapat dikategorikan atas hambatan-hambatan yang 

ditimbulkan oleh faktor-faktor internal negara-negara berkembang yaitu: 
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a) Kurangnya modal-modal dasar seperti kekuatan modal, jasa, transportasi, 

gudang-gudang tempat penyimpanan, komunikasi, pendidikan, dan lain-

lain; 

b) Kurangnya manajer ahli dalam perdagangan dan administratif negara; 

c) Hambatan-hambatan kultural terhadap pertumbuhan ekonomi; 

d) Jumlah penduduk yang terlalu besar, dan hambatan-hambatan yang 

ditimbulkan oleh dan faktor ekstemal negara-negara berkembang berupa 

kondisi tata ekonomi intemasional kontemporer yang dewasa ini terbentuk 

dalam kerangka aktivitas ekonomi masyarakat intemasional. 

Dampak keterbatasan tingkat investasi yang menjadi "batu 

sandungan" bagi negara-negara berkembang. Hubungan kausal ini terlihat jelas 

dari rendahnya produktivitas masyarakat. Secara tepat dapat dilukiskan dengan 

analogi hubungan kausal yang sebagai berikut: 

" Productivity is low because investment is low. 
Investment is low because saving is low. 
Saving is low because income is low. 
Income is low because productivity is low. " 

Perlu diakui, jika konsepsi teoritis di atas diamati secara lebih dekat, 

pertumbuhan ekonomi bukanlah sesuatu hal yang secara mudah dapat 

direalisasikan. Produktivitas terkait langsung dengan tingkat investasi yang 

dilakukan di dalam negeri negara yang bersangkutan. Namun demikian, yang 

belakangan inipun bergantung lagi pada tingkat kemampuan masyarakat untuk 

menabung. Pendapatan masyarakat yang lebih dari cukup tentunya akan lebih 

memungkinkan masyarakat untuk menabung dan menyisihkan sebagian 

penghasilannya guna keperluan investasi. Tingkat tabungan masyarakat dan 
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oleh karena itu juga kemampuan masyarakat untuk berinvestasi temyata juga 

langsung terkait dengan tingkat pendapatan masyarakat, yang secara nyata 

tidak dapat berdiri sendiri, karena sangat bergantung pada produktivitas. 

Semakin besar produktivitas, maka semakain besar pula pendapatan 

masyarakat. Dengan demikian, hubungan kausal produktivitas dan investasi 

lebih menyerupai sesuatu "lingkaran setan" yang tidak saja membuat 

pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang sulit, bahkan terbersit suatu 

kecenderungan akan suatu kemustahilan. 

Sudah tentu dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa mobilisasi dana 

guna diperuntukkan bagi investasi dalam negeri dari segi kacamata yang 

khusus ini merupakan salah satu pra-kondisi utama guna mewujudkan 

pertumbuhan ekonomi. Pembentukan jaringan transportasi, komunikasi, 

fasilitas-fasilitas pembangkit tenaga, pembangunan pabrik-pabrik, pembelian 

mesin-mesin, peralatan dan instrument-instrument produksi lainnya merupakan 

syarat-syarat utama pertumbuhan ekonomi yang tidak terlepas kemungkinan 

pemenuhannya dari dana yang berhasil dimobilisasi. Secara logis pula, juga tak 

terkecuali, penggunaan tenaga-tenaga mekanis, pengorganisasian produksi 

massa, penerapan teknologi modem, pendidikan dan latihan tenaga kerja 

memerlukan mobilisasi dana yang cukup. Investasi modal ke dalam proyek

proyek pembangunan fasilitas-fasilitas pertumbuhan ekonomi, jelas hanya 

dimungkinkan jika memang dana/modal tersedia dalam jumlah yang cukup 

untuk itu. 

Meskipun demikian perlu senantiasa diingat, bahwa investasi 

domestik dalam negeri, yang merupakan suatu kondisi mutlak bagi 
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pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang senantiasa diidam-idamkan 

suatu negara, takkan terwujud bila tidak dibarengi oleh "modemisasi" sikap, 

nilai-nilai dan lembaga-lembaga tradisional yang cendrung menghambat 

pertumbuhan ekonomi. 

Bagi negara-negara berkembang penghimpunan dana masyarakat, 

sekalipun realisasinya tidak semudah dengan apa yang dapat dikemukakan 

secara teoritis perwujudannya tetap menjadi suatu keharusan. Sejalan dengan 

konsepsi teoritis ini. Jika perkembangan kebijaksanaan pemerintah Indonesia 

di bidang perekonomian Indonesia diamati secara seksama sebagaimana 

terlihat dalam pelbagai deregulasi yang dicetuskan, maka dapat disadari dan 

dimengerti bahwa maksud Pemerintah tidak lain adalah untuk menggalakkan 

partisifasi masyarakat di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Mobilisasi dana masyarakat yang diharapkan dapat terwujud melalui pelbagai 

deregulasi di berbagai bidang ekonomis seperti pada sektor-sektor perbankan 

dan pasar modal pada esensinya mempunyai hakekat untuk membiayai 

investasi-investasi yang sangat diperlukan guna mendorong pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. 

Suatu altematif lain yang dewasa ini banyak dilakukan negara

negara berkembang guna mendapatkan pembiayaan lain bagi investasi

investasi yang sangat diperlukannya adalah dengan mencari sumber-sumber 

pinjaman dari luar negeri, baik dari negara-negara asing maupun dari lembaga

lembaga keuangan intemasional. Seperti diketahui dari uraian-uraian di muka, 

kebijaksanaan pemerintah negara-negara berkembang yang mendorong 

mobilisasi dana dalam negeri tidak lain bermaksud untuk mencari dana guna 
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meningkatkan investasi pembangunan. Namun demikian, menghimpun dana 

masyarakat tidaklah mudah, apalagi jika disadari bahwa pada umumnya di 

negara-negara berkembang tingkat pendapatan masyarakat hanya cukup untuk 

sekedar memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, bahkan tak jarang pula, 

untuk inipun tidak cukup, sehingga tentunya mobilisasi dana masyarakat tak 

mungkin dapat dilakukan. Pinjaman-pinjaman luar negeri dengan demikian, 

diharapkan dapat mensubstitusi sumber pembiayaan pembangunan yang 

selayaknya didapatkan dari dalam negeri. Pada kenyataannya strategis 

altematif ini seringkali justru menjadi beban tambahan bagi negara-negara 

berkembang, karena sebagaimana layaknya pinjaman yang perlu dikembalikan, 

pinjaman-pinjaman luar negeri ini merupakan beban hutang yang senantiasa 

membengkak. Gejala ini pada akhimya menimbulkan dampak tertanggungnya 

neraca pembangunan negara-negara berkembang. Jangankan hutang pokok, 

pelunasan bunga atas pinjaman-pinjaman tersebut tak pelak merupakan beban 

berat bagi negara-negara berkembang. 

Tingkat investasi domestik suatu negara selain sangat bergantung 

pada kemampuan negara yang bersangkutan untuk menghimpun dana 

masyarakat, juga sangat bergantung pada suatu faktor lainnya, yaitu nilai 

pertukaran asing sebagai basil dari perdagangan intemasional merupakan 

faktor yang lainnya. Namun demikian, altematif inipun tidak terlepas dari 

permasalahan-permasalahannya sendiri. 

Nilai tukar yang seimbang merupakan altematif lain guna 

mengupayakan peningkatan terhadap tingkat tabungan masyarakat yang pada 

akhimya diharapkan akan dapat membawa pengaruh bagi peningkatan tingkat 
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investasi domestik. Hal ini dapat dicapai dengan menambah volume 

perdagangan intemasional dengan cara menggalakan ekspor atau 

mengupayakan kebijaksanaan substitusi impor yang sebesar-besamya. 

Pendapatan sebagai hasil dari perdagangan intemasional inilah yang 

diharapkan sapat menjadi sumber investasi-investasi domestik yang sangat 

diperlukan. Namun demikian, sekalian lagi altematif inipun tidak terlepas dari 

hambatan-hambatannya. 

Mayoritas dari para ekonom barat berpendirian bahwa perdagangan 

intemasional dapat menjadi "mesin pertumbuhan". Fakta sejarah terlihat sangat 

mendukung asumsi ini. Ekspor yang digalakkan oleh Inggris dan beberapa 

negara lainnya pada abad ke sembilan betas, serta Eropa Barat dan Jepang 

setelah perang dunia II tak pelak merupakan fakta-fakta konkrit. Jika memang 

ekspomasional dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara 

berkembang, mengapa tingkat pertumbuhan sebagai akibat dari ekspomya 

kurang dirasakan? berdasarkan analisa para pakar, maka jawabannya terletak 

pada ketidakmampuan negara-negara berkembang untuk memindahkan 

pertumbuhan pada sektor-sektor ekspomya ke sektor-sektor lainnya. 

Pertumbuhan ekonomi perlu dibedakan dari perkembangan ekonomi tidak saja 

mencakup pertumbuhan, akan tetapi juga transformasi masyarakat secara 

politis, sosial dan budaya agar dapat menghadapi dan kemudian 

menanggulangi hambatan-hambatan yang timbul. Jelas bahwa perdagangan 

intemasional merupakan stimulasi dari pertumbuhan yang dialami sektor 

ekspor negara berkembang perlu diikuti pula dengan pertumbuhan pada sektor

sektor ekonomi lainnya dan hal yang belakangan inipun perlu menjadi "pecut" 
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bagi pertumbuhan bidang-bidang kehidupan lainnya. Pemerataan pertumbuhan 

pelak merupakan jalan ke arab perkembangan. 

Sektor ekspor yang dinamis akan mempunyai efek pertumbuhan 

yang kecil jika ia hanya mempunyai beberapa kaitan dengan sektor ekonomi 

lainnya. Suatu contoh klasik adalah "isolasi" ekonomi ekspor dari negara

negara pengekspor mineral dari Asia, Afrika dan Amerika Latin. Ekspor 

mineral dikembangkan di negara-negara ini pada abad ke XIX (contoh: 

tembaga di Chile dan timah di Malaysia) oleh para investor asing yang 

menyediakan modal, teknologi, manajemen, dan pasar untuk eksploitasi dan 

produksi mineral. Proses produksi memakan modal yang cukup besar, 

memperketjakan sedikit tenaga ketja lokal, dan kebanyakan peralatan 

produksi-produksi seperti mesin-mesin dan, peralatan-peralatan lainnya serta 

bahan-bahan baku diimpor dari luar negeri. Lebih lanjut lagi, lokasi produksi 

seringkali secara geografis jauh dari pusat-pusat populasi negara-negara 

tersebut. Sebagian besar pendapat pada sektor ini pada akhirnya direpatriasi ke 

luar negeri negara asal para investor atau jatuh ke tangan segelintir orang dari 

kelas "atas" yang pada akhirnya mengkonsumsikan pendapatan tersebut pada 

barang-barang konsumsi yang tidak dapat didapatkan di pasaran domestik. 

Tidak adanya keterkaitan antara sektor ekonomi di dalam negara-negara yang 

bersangkutan, di satu sisi terdapat suatu sektor ekspor yang mandiri, yang 

mempergunakan modal, teknologi canggih, dan tenaga kerja ahli dan di sisi 

lain hidup pula sektor domestik yang primitif disertai dengan segala 

kelemahan-kelemahannya. 
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Secara konklusif dapat kita rangk:umkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi negara-negara berkembang sangat terhambat oleh karena adanya 

faktor-faktor penghambatan yang bukan saja datang dari internal negara-negara 

berkembang tersebut, namun juga tak dapat dipungkiri eksistensi faktor-faktor 

ekstemal juga sangat berperan. Investasi domestik dalam kaitannya dengan 

mobilisasi dana masyarakatpun tak terlepas dari segala tantangan dan 

hambatan. 

Meskipun demikian perbaikan terhadap rendahnya tingk:at investasi, 

masih dimungkinkan dengan menerapkan suatu upaya lain guna mengatasinya. 

Jika kita pahami benar hubungan kausal sebagaimana telah disebutkan di atas 

tadi, maka asumsi bahwa rendahnya tingk:at investasi disebabkan oleh 

rendahnya tingk:at tabungan masyarakat, berkemungk:inan hanya akan dapat 

diterapkan bagi investasi yang berasal dari dalam negeri negara itu sendiri dan 

tampaknya dapat disubstitusi dengan investasi asing, maka dari itu, menduduki 

posisi essensiil dalam rangk:a pertumbuhan ekonomi negara-negara 

berkembang. Pada umumnya dapat diterima asumsi bahwa derajat investasi 

dapat ditingk:atkan dengan mengundang investor-investor asing untuk 

menanam modalnya negar-negara berkembang. Kembali pada hubungan

hubungan kausal diatas, meningk:atnya investasi akan dapat meningk:atkan 

produktivitas yang secara langsung akan dapat mengangkat tingkat pendapatan 

masyarakat yang pada akhimya diharapkan berimplikasi pada kemampuan 

masyarakat untuk menabung yang lebih besar. Tabungan masyarakat inilah 

yang kemudian diharapkan akan dapat lebih meningk:atkan produktivitas. Jelas, 

investasi asing dinegara-negara berkembang merupakan suatu intensif 



110 

altematif yang penting bagi digalakkannya pertumbuhan ekonomi di negara

negara berkembang. 

Suatu anggapan yang sudah lama dianut oleh negara-negara 

berkembang adalah bahwa tata ekonomi intemasional yang secara kontemporer 

terkristalisasi dalam kerangka aktivitas-aktivitas ekonomi intemasional, juga 

merupakan faktor penghambat pertumbuhan ekonomi negara-negara 

berkembang, sekalipun hanya dianggap sebagai faktor penghambat ekstemal. 

Tidak sedikit dari para ekonom yang berpendirian bahwa tata ekonomi 

intemasional dewasa ini, tak lebih dari merupakan cerminan ketergantungan 

(dependency) negar-negara berkembang kepada negara-negara maju. 

Teori ketergantungan ini banyak dipergunakan oleh para pakar 

ekonomi sebagai teori yang menjelaskan keterbelakangan di Asia, Afrika dan 

Amerika Latin. Ketergantungan, menurut pendirian mereka, merupakan bentuk 

lain dari imperialisme. Ketergantungan telah telah menggantikan kolonialisme 

sebagai penyebab keterbelakangan dan dianggap sebagai bentuk modem dari 

imperialisme, sebagai imperialisme dahulu dibuktikan dengan adanya 

kolialisme. 

Esensi dari teori ketergantungan ini adalah pada pandangan yang 

terkandung di dalamnya yang beranggapan bahwa tata ekonomi intemasional 

merupakan suatu struktur kekuatan hierarkhis di dalam mana negara-negara 

kapitalis (dipimpin oleh Amerika Serikat) merupakan suatu "metropole" yang 

mendominasi negara-negara berkembang yang merupakan "periphery". 

Selanjutnya diasumsikan oleh teori ketergantungan bahwa 

"metropole" menentukan lembaga-lembaga dan struktur negara-negara 
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"periphery", yaitu orientasi produksi mereka, investasi-investasi mereka, dan 

sistim-sistim sosial dan politik negara-negara "periphery" hanya akan 

berkembang, jika memang mengalami perkembangan, sebagai suatu aksi yang 

"latah" terhadap perkembangan "metropole". 

Secara lebih konkrit, ketergantungan negara-negara berkembang 

terlihat dari kenyataan adanya penurunan tingkat perdagangan intemasional 

negara-negara berkembang, "dekapitalisasi" negara~negara berkembang yang 

sangat progresif melalui transfer keuntungan ke negara~negara maju yang lebih 

besar daripada modal yang dimasukkan negara-negara maju tersebut, 

ketergantungan secara politis yang terbentuk oleh keterkaiatan kepentingan 

antara konglomerat-konglomerat nasional di negara-negara berkembang dan 

konglomerat~konglomerat kapitalis di negara-negara maju, serta diperkuat oleh 

kekuatan Bank Dunia, Dana Intemasional Moneter (IMF), instansi-instansi 

Pemerintah Amerika Serikat dan kekuatan militer, serta perusahaan-perusahaan 

multinasional. Pada intinya teori ketergantungan menyatakan bahwa hubungan 

ekonomi intemasional negara-negara berkembang dibentuk oleh monopoli 

"metropole" atas pasar dan mengakibatkan transfer surplus (keuntungan) dari 

negara-negara berkembang kenegara-negara maju. Apakah yang sebenamya 

hendak dikemukakan oleh teori ketergantungan? Tak lain dari pada kemajuan 

negara-negara maju adalah juga keterbelakangan negara-negara berkembang. 

Negara-negara maju liberal temyata berpandangan lain tentang tata 

ekonomi intemasional yang ideal. Tata ekonomi intemasional yang ideal 

menurut ukuran negara-negara liberal dituangkan dalam teori yang dinamakan 

"teori liberalisme", yang pada hakekatnya disandarkan pada keuntungan 
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komparatif ("comporative advantage") yang dianggap didapatkan oleh tiap-

tiap negara di dalam melakukan perdagangan intemasional satu dengan yang 

lainnya. Agar keuntungan komporatif yang dimaksud di atas, dijamin dapat 

diperoleh oleh negara-negara di dunia, maka aliran liberalisme ini berpendapat 

bahwa perdagangan yang bebas (''free trade") mutlak diperlukan. Persepsi ini 

terlihat jelas dalam kutipan yang sebagai berikut: 

" ... an open international economy of free trade will benefit all 
trading countries through the gains of international specialization ... 
any government hindrances to the free international movement of 
goods and factors of production will make the international economy 
less productive than it otherwise would be ... " 

Dengan demikian, kebijaksanaan-kebijaksanaan eksekutif yang 

bersifat proteksionis atau tindakan-tindakan pemerintah yang berupa intervensi 

yang berlebihan terhadap ekonomi domestik negara yang bersangkutan 

merupakan hambatan-hambatan nyata bagi aktivitas ekonomi masyarakat 

intemasional yang sehat, dan oleh karena itu, cenderung melepaskan negara-

negara dari keuntungan komparatif yang sedianya akan didapatkan oleh 

masing-masing negara yang berhubungan jika perdagangan internasional yang 

bebas dapat diciptakan serta kemudian dilestarikan. Tolak ukur perdagangan 

intemasional yang bebas menurut teori liberalisme ini adalah adanya kompetisi 

mumi (''perfect competition") dipasar-pasar dunia. Penyimpangan-

penyimpangan, yang kecil sekalipun, dari kompetisi mumi yang dimaksudkan 

oleh kaum liberalis akan menciptakan pelbagai ketidak-sempumaan pasar yang 

pada akhimya akan mengakibatkan alokasi dari sumber-sumber dan faktor-

faktor produksi terganggu. Jelas bahwa maksud dari teori liberalisme ini adalah 

bahwa kerugian yang akan diderita oleh negara-negara akibat perdagangan 
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intemasional yang tidak bebas cenderung tak terelakkan. Tentunya, dapat 

disadari bahwa beratnya beban kerugian akan lebih dirasakan oleh negar

negara berkembang ketimbang negara-negara maju. 

Jika memang demikian halnya, lantas keuntungan apakah yang 

sedianya didapatkan oleh negara-negara berkembang, bilamana teori 

liberalisme ini dapat terkristalisasi menjadi suatu tata ekonomi intemasional 

yang mapan. Para ekonom penganut aliran liberalisme ini berpendapat bahwa 

negara-negara berkembang akan mendapatkan keuntungan dari arus modal 

yang bebas, alih teknologi, alih manajemen dan faktor-faktor produksi lainnya 

yang datang dari negara-negara maju, selain mendapatkan keuntungan dari 

spesialisasi perdagangan internasional. 

Terlepas dari apakah konsepsi yang ditawarkan teori liberalisme itu 

merupakan konsepsi yang paling tepat bagi masyarakat internasional dewasa 

ini maupun pada masa-masa yang akan dataing, telah menjadi kenyataan 

bahwa teori liberalisme ini di dalam prakteknya banyak di anut oleh para 

ekonom negara-negara barat, dan secara faktuil banyak pula diterapkan dalam 

kebijaksanaan-kebijaksanaan negara-negara OECD, dipergunakan sebagai 

dasar GAIT, diilhami oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia 

(World Bank) serta organisasi-organisasi internasional yang bergerak di bidang 

ekonomi lainnya. 

Terlepas dari teori manakah yang paling tepat menggambarkan dan 

menjelaskan tata ekonomi internasional yang dewasa ini pada kenyataannya 

terbentuk, paling tidak negara-negara berkembang telah merasakan adanya 

pelbagai ketidaksesuaian kondisi perdagang internasional yang sangat 
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merugikan kepentingan ekonomi negara-negara berkembang tersebut. Secara 

faktuil hal ini terlihat dari adanya tuntutan dari negara-negara berkembang bagi 

suatu tata ekonomi intemasional yang baru. 

Pada tahun 1974 Majelis Umum PBB telah mengadopsi suatu 

resolusi yang dinamakan "Program of Action on the Establishment of a New 

Internasional Economic Order". Resolusi tahun 1974 ini, pada hakekatnya, 

bila dipelajari secara lebih intensif, dapat mengidentifikasi kesulitan-kesulitan 

yang dihadapi oleh negara-negara berkembang didalam melaksanakan 

pertumbuhan dan pembangunan ekonominya, selain dapat pula terlihat upaya

upaya guna memecahkan dilemma yang dihadapi negara-negara berkembang. 

Resolusi tentang "Program of Action on the Establishment of a new 

International Economic Order" pada hakekatnya telah menentukan beberapa 

langkah yang perlu diambil dalam rangka menciptakan kerjasama ekonomi dan 

sating pengertian di antara negara-negara secara maksimum, khususnya antara 

negara-negara maju dan negara-negara berkembang berdasarkan prinsip

prinsip kedaulatan dan persamaan. 

Apakah program-program yang dicanangkan oleh resolusi tersebut ? 

Program pertamanya adalah memberikan fasilitas-fasilitas kepada asosiasi

asosiasi produsen ini, sering juga dikenal sebagai "cartel", merupakan suatu 

perkumpulan dari negara-negara yang memproduksi suatu komoditas tertentu 

yang berusaha mengendalikan pasar dengan cara-cara penetapan harga 

bersama, alokasi daerah-daerah pasar di antara negara-negara anggota, 

pembatasan-pembatasan terhadap volume produksi, dan cara-cara lainnya. 

Maksud dari pembentuk suatu "cartel" adalah menciptakan suatu monopoly 
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yang mengeksploitasi pasar dengan harga yang lebih tinggi ketimbang jika 

pasar dibiarkan dalam bentuk kompetisi murni. Salah satu bentuk "cartel' yang 

sangat relevan dalam dunia perdagangan internasional adalah "export-cartef' 

yang berusaha mendominasi pasar dunia dengan cara mengawasi ekspor 

anggota-anggotanya. "Organisation of Petro/eam Experting countries" 

(OPEK) yang dibentuk oleh Iran, Irak, Saudi Arabia dan Venezuela pada tahun 

1961 dan kemudian bertambah keanggotaannya dengan masuknya Abu Dhabi, 

Indonesia, Libya dan Qatar merupakan suatu contoh "export carter' yang 

cukup kondang, dimana negara-negara anggota OPEC berusaha menguasai, 

paling tidak, sebahagian besar pasaran minyak dunia. 

Pada intinya pembentukan "cartel" sangat bergantung pada komoditi 

yang menjadi pokok perhatian "cartel" yang dimaksud. Pada umumnya 

komoditas yang dapat menimbulkan "cartel" perlu memenuhi beberapa syarat. 

Harga komoditas yang bersangkutan harus bersifat inelastis baik dalam jangka 

panjang maupun jangka pendek, selain merupakan komoditas yang menjadi 

kebutuhan vital banyak negara dan tidak mungkin atau belum adanya subsitusi 

bagi komoditas tersebut. Selanjutnya, "cartel" harus berkemampuan untuk 

mengendalikan semua atau setidak-tidaknya sebahagian besar ekspor 

komoditas yang bersangkutan. Secara nyata pembentukan "cartel" tidak dapat 

diterapkan terhadap semua jenis komoditas ; basil pertanian atau mineral

mineral pada umumnya dianggap tidak cukup memenuhi persyaratan bagi 

pembentukan suatu "cartel". Apa implikasinya bagi negara-negara 

berkembang? Kemungkinan bagi kepentingan ekonominya melalui "cartel" 

adalah kecil, kecuali "cartel" minyak tentunya. 
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Selain memberikan fasilitas-fasilitas kepada asosiasi-asosiasi 

produsen komoditas tertentu agar lebih berperan, mempercepat formulasi 

peijanjian-peijanjian komoditas intemasional guna menstabilisasi pasar dunia 

untuk bahan-bahan mentah dan komoditas-komoditas primer merupakan 

program kedua resolusi Majelis Umum PBB tahun 1974. "International 

Commodity Agreement" merupakan peljanjian-perjanjian antara negara-negara 

produsen dengan negara-negara konsumen yang bertujuan untuk menstabilisasi 

harga dari komoditas-komoditas primer tertentu (seperti : gandum, kopi, karet 

dan tin) dengan cara antara lain berhubungan dengan pengendalian ekspor dan 

komitmen-komitmen ekspor-impor. Beberapa perjanjian komoditas 

international yang pemah diadakan adalah antara lain: International Coffee 

Agreement tahun 1962, International Sugar Agreement tahun 1954, 

International Tin Agreement 1956, International Wheat Agreement tahun 1949 

dan International Coca Agreement tahun 1973. beberapa komitmen yang 

seringkali diatur dalam perjanjian-peljanjian ini mencangkup penentuan pasar 

bagi masing-masing negara termasuk kuota dan harga, kewajiban yang 

dibebankan kepada negara-negara pengimpor untuk hanya membeli dari 

negara-negara pengekspor peserta perjanjian, dan ketentuan-ketentuan lainnya. 

Pada kenyatannya, peijanjian-peijanjian komoditas ini di dalam prakteknya 

banyak menemui hambatan-hambatan. Negoisasi antar negara-negara produsen 

tentang penetapan kuota dan harga baru seringkali menemui jalan buntu. 

International Coffee Agreement pada tahun 1972 karena sebab yang demikian 

ini, pada akhimya terpaksa diperbaharui pada tahun 1972 tanpa adanya kuota 

dan regulasi harga. Kompleksitas administrasi juga seringkali menghambat, 
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selain seringnya konflik kepentingan antara negara produsen dan negara 

konsumen serta tidak fleksibelnya perjanjian-perjanjian tersebut dalam 

menanggapi pasar dunia yang dinamis merongrong efektifitas perjanjian 

komoditas intemasional. 

Program ketiga resolusi tentang "Program of Action on the 

Establisment of a New International Economic Order" adalah memperbaiki 

akses kepada pasar-pasar di negara-negara maju melalui penghapusan batasan

batasan tarif dan non-tarif dan perluasan sistim generalisasi terhadap basil-hasil 

produksi juga sangat penting bagi negara-negara berkembang. Negara-negara 

berkembang mempunyai motivasi untuk beralib dari produksi baban-baban 

baku tersebut. Harapan babwa negara-negara maju akan mengekspor barang

barang yang memerlukan teknologi canggib dan akan mengimpor barang

barang dengan teknologi yang lebih sederbana dan tidak kompleks dari negara

negara berkembang. Namun pada kenyataannya, tidak semua negara 

berkembang dapat melaksanakan kebijaksanaan ini. Bahkan berdasarkan basil 

penelitian ditemui bahwa banya sepertiga dari negara-negara berkembang non

pengekspor minyak yang dapat dikategorikan telah berbasil menerapkan 

strategi produksi barang-barang industri, yaitu antara lain Hong Kong, Italia, 

Meksiko, Singapura, Brasil, Argentina, Algeria, Taiwan dan Korea Selatan. 

Berdasarkan kenyataan ini, negara-negara berkembang kenudian mengusulkan 

diberikannya perlakuan preferensi oleh negara-negara maju terbadap ekspor 

basil produksi mereka, dan juga mengusahakan adanya perlakuan preferensi di 

antara negara-negara berkembang satu sama lain (namun tidak kepada negara

negara maju). Perlakuan preferensi (''preferential treatment') adalab 
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keleluasaan bagi basil produksi negara-negara berkembang untuk memasuki 

pasar domestik negara-negara maju tanpa dikenai pajak atau pungutan

pungutan bea lainnya dengan mempergunakan sistim generalisasi yaitu sistim 

yang bersifat non-resiprokal dan non-diskriminasi dan mengikut-sertakan 

semua negara-negara berkembang. Hal ini julas cenderung membawa 

keuntungan yang lebih besar bagi negara-negara berkembang. 

Tak jauh berbeda dari tuntutan-tuntutan negara-negara berkembang 

lainnya, tuntutan perlakuan pereferensi bagi basil produksi negara-negara 

berkembang, di dalam prakteknya tidak secara keseluruhan terpenuhi. Produk

produk yang pada umumnya diberikan perlakuan preferensi oleh negara-negara 

maju sangat terbatas dan biasanya justru barang-barang yang menjadi 

kepentingan utama negara-negara maju, seperti tekstil, sandang dan produk

produk pertanian yang telah diproses tidak mendapatkan perlakuan preferensi 

yang diinginkan. Selain itu, menambah terbatasnya keberhasilan tuntutan 

negara-negara berkembang, pemberian perlakuan preferensi biasanya dibatasi 

untuk suatu jangka-waktu tertentu (pada umumnya 10 tahun). 

Selanjutnya program keempat yang dicanangkan "Program of Action 

on the Establishment of a New International Economic Ordef' menyangkut 

tuntutan negara-negara berkembang akan dukungan negara-negara maju 

terhadap inisiatif kerjasama regional, subregional dan interregional mereka 

guna meningkatkan kemandirian negara-negara berkembang di dalam 

merealisasikan dan mengembangkan kerjasamanya tersebut. Suatu 

permasalahan yang cenderung timbul sehubungan dengan intergasi regional . 
negara-negara berkembang ini, adalah apakah darinya dapat terbit perbaikan-
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perbaikan terbadap kemampuan negara-negara berkembang di dalam 

meningkatkan pertumbuban ekonomi melalui perdagangan intemasional. 

Negara-negara berkembang sebagaimana diketabui tengab menghadapi dilema 

berupa sulitnya bagi basil produksi mereka untuk menembus pasaran negara

negara maju yang dikenal sangat kompetitif. Terbentuk suatu pendirian di 

antara negara-negara berkembang yang senantiasa mengbadapi masalab ini 

secara berkepanjangan. Adapun ciri-ciri kerjasama regional yang dimaksud 

adalab antara lain pembentukan suatu pasar bersama, penerapan sistim 

perdagangan bebas di antara sesame negara-negara anggota dan pemberlakuan 

suatu tarif ekstemal bersama. "Andrean Common Markef' yang merupakan 

suatu integrasi ekonomi negara-negara partai barat Amerika Latin adalab salab 

satu contob dari usaba negara-negara berkembang mengatasi kesulitan 

memasarkan basil produksinya. Pasar bersama Andrean khususya terbentuk 

agar mencegab negara-negara yang menjadi anggota pasar bersama tersebut, 

dijadikan satelit ekonomi negara-negara yang lebih maju di belahan dunia 

tersebut, seperti Brasil, Argentina dan Meksiko. 

Kerjasama ekonomi secara regional inipun tidak terhindar dari 

kelemahan-kelemaban. Kepentingan-kepentingan khusus yang sating berbeda 

dan terlalu tingginya kebanggaan nasional masing-masing negara anggota 

merupakan hambatan utama yang mengbalangi tercapainya efektifitas upaya 

tersebut. Penekanan yang terlalu berlebihan terhadap prinsip resiprositas dan 

nasionalisme ekonomi juga semakin membuat sulitnya tercapainya maksud 

utama dari integrasi ini. 
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Akhimya, program lainnya yang termasuk dalam agenda Resolusi 

Majelis Umum PBB tadi adalah peningkatan arus finansiil ke negara-negara 

berkembang dan pengurangan beban hutang luar negeri negara-negara 

berkembang. Sebenamya program lain dari "Program of Action on the 

Establishment of a New International Economic Order" selain dari program

program yang telah dikemukakan di atas, mencakup pula formulasi dan 

implementasi suatu "Code of Conducf' Intemasional untuk perusahaan

perusahaan multinasional. Namun, guna kejelasan pembahasan, tentang hal ini 

lebih dikemukakan sehubungan dengan pembahasan-pembahasan yang 

dilakukan di dalam bagian ke tiga berikutnya. Bantuan keuangan dari luar 

negeri merupakan topik yang menjadi pokok perhatian negara-negara 

berkembang. Sejak tahun 1950 bantuan luar negeri ini telah membiayai tidak 

kurang dari 20% dari impor dan 10% dari investasi domestik negara-negara 

berkembang. Memang perlu diakui bahwa bantuan luar negeri ini mempunyai 

peranan yang sangat besar bagi tersedianya dana pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Dengan bantuan luar negeri 

yang diberikan kepada negara-negara berkembang, negara-negara berkembang 

telah dimungkinkan untuk membangun proyek-proyek yang esensiil bagi 

pertumbuhan ekonominya. Bantuan luar negeri ini baik yang datang dari 

sesuatu negara maupun yang di pinjamkan oleh organisasi-organisasi 

intemasional telah berhasil membiayai impor-impor peralatan dan barang

barang lainnya untuk investasi dalam bidang-bidang infrastruktur, industri dan 

pertanian negara-negara berkembang. Dibalik adanya banyak segi positif, 

bantuan dana dari luar negeri tak terlepas dari dampak negative yang 
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berkemungkinan ditimbulkannya. Seringkali bantuan luar negeri, pada artian 

yang sesungguhnya, bukan lain dari sekedar "pinjaman" yang dilakukan 

negara-negara berkembang. Sebagaimana layaknya suatu pinjaman dari sisi 

lain ia merupakan "hutang". Semakin banyak pinjaman luar negeri yang 

diperoleh suatu negara berkembang, tentunya semakin besar pula beban 

hutangnya. 

Dengan demikian, dari uraian-uraian yang telah dikemukakan di 

atas, dalam kerangka tata ekonomi intemasional baik yang kontemporer 

maupun yang baru, dapat di sadari bahwa dilema yang dihadapi negara-negara 

berkembang sehubungan dengan usahanya untuk mengkatalisasi laju 

pertumbuhan ekonominya bukanlah sesuatu ilustrasi yang hanya ditemukan di 

dalam liberator. Kenyataan bahwa produktivitas negara-negara berkembang 

sangat bergantung pada kemampuan investasi negara-negara yang 

bersangkutan, belum lagi ketidak pastian akan keberhasilan di dalam 

memasarkan hasil-hasil produksinya, memuat masalah pertumbuhan ekonomi 

negara-negara berkembang sangat kompleks. Rendahnya tingkat pendapatan 

masyarakat membuat mobilisasi dana dan investasi domestik negara-negara 

berkembang, dan akhimya produktivitas secat-a berimbang, rendah pula. Secara 

singkat disinilah letak pentingnya arti investasi asing bagi negara-negara 

berkembang. Meskipun demikian, perlu tetap diperhatikan bahwa mengundang 

penanaman modal asing, sekalipun cenderung mutlak diperlukan, bukanlah 

satu-satunya altematif langkah penanggulangan yang dapat dilaksanakan oleh 

negara-negara berkembang dalam rangka menaggapi pelbagai dilema 

pertumbhan ekonomi sebagaimana yang telah diuraikan di muka. 
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Penanaman modal asing merupakan salah satu cara untuk 

mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang sangat diperlukan oleh negara-negara 

berkembang. Secara lebih konkrit, maka diketahui bereksistensinya beberapa 

keuntungan dari penanaman modal asing di negara-negara berkembang. 

Dengan adanya penanaman modal asing maka lapangan pekerjaan bagi 

penduduk lokal negara berkembang yang menerima penanaman modal asing 

tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan bertambah banyak. 

Hal ini merupakan salah satu asumsi dominan keuntungan penanaman modal 

asing bagi negara-negara berkembang, yang banyak menjadi penyebab sikap 

positif negara berkembang terhadap modal asing itu sendiri. Secara logis, suatu 

proyek penanaman modal asing berupa konstruksi pabrik, pembangunan hotel 

dan proyek-proyek fisik lainnya dapat membuka lapangan pekerjaan bagi 

buruh-buruh kasar. Namun demikian, seringkali ditemui pula bahwa proyek

proyek penanaman modal asing di negara-negara berkembang dilaksanakan 

dengan pola-pola tertentu (seperti pemakaian teknologi tinggi) sehingga pada 

akhimya tetap saja membawa implikasi berupa pemakaian tenaga kerja negara 

berkembang yang terbatas, yaitu sepanjang pekerjaan-pekerjaan tersebut 

memang sesuai dengan kondisi ketenagak.erjaan di negara-negara berkembang. 

Penanaman modal asing memang dapat membuka lapangan pekerjaan baru 

bagi masyarakat negara berkembang, namun adakalanya terbukanya lapangan 

pekerjaan tidak sebesar dari yang pada awalnya diharapkan. Implikasi 

selanjutnya dari terbukanya lapangan pekerjaan baru, tentunya, adalah lahan 

pendapatan baru bagi masyarakat lokal. 
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Keuntungan lain yang didapatkan oleh negara-negara berkembang 

penerima modal asing, selain memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan 

kemungkinan bagi pendapatan dan memberikan kemungkinan bagi pendapatan 

bam masyarakat adalah keuntungan berupa tersedianya modal tambahan bagi 

negara-negara berkembang. Sebagaimana telah diketahui dari uraian-uraian di 

muka, sangat sulit, karena banyak faktor, bagi negara-negara berkembang 

untuk menjangkau tingkat produktifitas yang cukup memadai guna 

meningkatkan pendapatan masyarakat. Pada umumnya penyebab utama 

kondisi ini adalah rendahnya tingkat mobilisasi dana dan tabungan masyarakat 

yang dapat dipergunakan untuk melakukan investasi pembangunan dan pada 

akhimya berperan dalam meningkatkan produktifitas. Dengan adanya 

penanaman modal asing dana untuk melakukan pembangunan secara otomatis 

dapat dikatakan telah tersedia. Akan tetapi keuntungan ini tak juga terlepas dari 

resiko akan adanya dampak kerugian. Banyak dialami oleh banyak negara 

berkembang, bahwa keuntungan yang didapatkan dari usaha yang dibuka oleh 

investor asing lebih banyak tersedot keluar negeri daripada modal yang 

ditanam. Destabilisasi neraca pembayaran dapat terjadi ketika tingkat 

pertumbuhan modal asing berkembang lebih pesat dari penerimaan kembali 

dari modal asing tersebut. 

Selanjutnya, aspek lain yang membuat pandangan negara 

berkembang terhadap penanaman modal asing berwarna positif adalah 

penyertaan alih teknologi dan kemampuan-kemampuan manajemen serta 

kemampuan-kemampuan "entrepreneurial" lainnya di dalam paket PMA yang 

bersangkutan. Penanaman modal asing seringkali datang ke negara-negara 
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berkembang dengan disertai oleh tehnik-tehnik produksi bam, produk-produk 

bam, ataupun buah-buah pikiran baru. Selain itu, pendidikan dan latihan 

ketrampilan bagi tenaga keija lokal, baik dalam pengetahuan maupun 

penciptaan kemampuan-kemampuan administrasi, pemasaran dan tehnik-tehnik 

perdagangan lainnya tercakup pula dalam keuntungan yang didapatkan negara

negara berkembang dari adanya alih teknologi dan kemampuan-kemampuan 

lain yang menyertai penanaman modal asing. Namun demikian, tak dapat 

dipungkiri bahwa di dalam kenyataannya banyak dari alih teknologi yang 

dimaksud bukanlah merupakan pemberian teknologi secara cuma-cuma, akan 

tetapi cenderung lebih bercorak sebagai suatu pembelian teknologi. Lebih 

buruk lagi, seringkali disinyalir bahwa teknologi yang dialihkan tersebut 

sebenarnya merupakan teknologi usang yang dinegara si-investor asing tidak 

dipergunakan lagi karena tidak efisien. Apakah tidak efisiennya produksi tidak 

akan berlaku di negara-negara berkembang? Masalah alih teknologi ini juga 

sering menimbulkan kerugian bagi negara-negara berkembang dalam hal tidak 

sesuainya penerapan teknologi yang hendak dialihkan dengan kondisi alam dan 

masyarakat di negara-negara berkembang. Selain dari itu, ketidakpahaman 

tentang teknologi yang bersangkutan membuat penilaian bahwa alih 

(pembelian) teknologi yang dilakukan oleh negara-negara berkembang dari 

investor-investor asing sudah sesuai dan seimbang dengan harga yang 

dikeluarkan oleh negara-negara berkembang tak jarang menimbulkan 

kekecewaan negara-negara berkembang. Di dalam praktek, sering kali ditemui 

pula, khususnya dari peijanjian-peijanjian penanaman modal asing yang 

diadakan antara pihak investor asing dengan pihak nasional bahwa biaya 
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pendidikan dan latihan yang diberikan oleh pihak investor asing yang 

sebenamya diharapkan didapatkan oleh negara-negara berkembang secara 

cuma-cuma, dibebankan kepada pihak nasional negara berkembang. 

Keuntungan lain dari penanaman modal asing adalah prospek 

pengembangan daerah-daerah terpencil di negara-negara berkembang. 

Penanaman modal asing seringkali diharapkan selain dapat mengembangkan 

industri-industri lokal, juga akan dapat meningkatkan intensitas perdagangan 

lokal. Pada kenyataannya harapan yang demikian ini tidak sepenuhnya 

terpenuhi. Pada umumnya, investor asing hanya berminat untuk menanamkan 

modalnya pada lokasi-lokasi yang dekat dengan pusat-pusat perekonomian 

negara-negara berkembang, pada lokasi-lokasi yang memiliki fasilitas-fasilitas 

transportasi, komunikasi dan sarana-sarana lainnya yang cukup memadai. 

Keharusan untuk mengembangkan sesuatu daerah terlebih dahulu tentunya 

akan membuat mahalnya proyek PMA yang bersangkutan. 

Memang dapat diakui bahwa tidak semua investasi asing perlu 

"milieu" yang serba memadai, khususnya jika ditinjau dari aspek dagangnya. 

Pembangunan suatu hotel misalnya, secara wajar dapat diterima dan dimengerti 

memerlukan kondisi-kondisi daerah yang serba memadai, yaitu yang memiliki 

fasilitas-fasilitas tersebut diatas tadi. Namun demikian, pembangunan suatu 

pabrik untuk mengeksploitasi biji-biji mineral, tentunya perlu dilakukan 

didekat sumber bahan-bahan baku yang sangat besar kemungkinannya untuk 

bertempat jauh didaerah terpencil. Kemudian, penanaman modal asing, dalam 

bentuk-bentuk yang tepat dan dengan langkah-langkah pengamanan tertentu, 

juga berperan didalam pertumbuhaan perusahaan-perusahaan lokal, dengan 
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cara mengadakan perjanjian-perjanjian sub-kontrak. Meskipun demikian, 

masuknya investor-investor asing ini juga tidak menghilangkan kemungkinan 

kerugian bagi perusahaan-perusahaan nasional. Jika suatu perusahaan asing 

membentuk suatu perusahaan ')oint venture" dengan suatu perusahaan nasional 

dalam suatu bidang perdagangan tertentu, maka berkat pelbagai nilai lebih 

yang memiliki oleh perusahaan PMA ini, perusahaaan-perusahaan nasionallain 

yang bergerak dibidang yang sama berkemungkinan untuk kalah bersaing dan 

pada akhimya tak dapat dikesampingkan kemungkinan "mati"nya industri

industri lokal tersebut. Industri-industri lokal yang sudah ada, dengan 

demikian, tak luput dari ancaman kerugian dari adanya penanaman modal 

asing di negara-negara berkembang. 

Secara macro, penanaman modal asing sebagaimana juga telah 

disinggung di atas memberi keuntungan berupa penghematan devisa dengan 

diterapkannya kebijaksanaan subsitusi impor dan menambah devisa negara 

berkembang dengan diterapkannya "exspor oriented policy". Pada masa-masa 

dari tahun 1967 sampai dengan 1974 Indonesia sedang giat-giatnya 

menerapkan kebijaksanaan subsitusi impor. Apakah yang dimaksud dengan 

kebijaksanaan subsitusi impor? Kebijaksanaan subsitusi impor tak lain dari 

suatu (dan jasa juga) primer yang selama sebelum kurun waktu terse but di atas 

senantiasa di impor dapat diproduksi atau dapat tersedia di dalam negeri 

Indonesia tanpa harus mengimpomya terlebih dahulu dari luar negeri. Dengan 

harapan tentunya bahwa devisa negara antara lain sangat berguna untuk 

membiayai investasi-investasi selanjutnya. Penanaman modal asing diharapkan 

dapat membantu di dalam membangun suatu intrastruktur bagi penyediaan atau 
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produksi barang-barang tersebut. Sekali lagi terlihat di dalam kenyataannya 

bahwa harapan negara-negara berkembang seringkali tak terwujud. Penyediaan 

fasilitas-fasilitas bagi pengadaan barang-barang kebutuhan yang dimaksud di 

atas, pada kenyataannya, sebagian besar masih tetap perlu di impor terlebih 

dahulu dari luar negeri. Tentunya hal ini secara langsung mengurai 

keberhasilan tercapainya maksud kebijaksanaan subtitusi impor secara 

maksimal. 

Penanaman modal asing, selain dari itu, juga diharapkan dapat 

membantu pelaksanaan "Export Oriented Policy". Indonesia yang pada 

dasawarsa terakhir ini telah mengusahakan dicapainya "Export Oriented 

Policy" ini secara semaksimal mungkin sangat merasakan bagaimana ekspor 

non-migas menemui pelbagai hambatan di dalam menebus pasar di luar negeri. 

Penanaman modal asing diharapkan dapat memproduksi barang-barang yang 

sangat potensial untuk di ekspor. Namun demikian, sebagai terlihat pada 

uraian-uraian di muka tadi, ekspor komoditas dari negara-negara berkembang 

sangat sulit untuk dapat bersaing dengan produk-produk dari negara-negara 

maju. Suatu permasalahan yang sangat potensial untuk timbul sehubungan 

dengan "Export_Orienta/ Policy" ini adalah hambatan-hambatan yang bakal 

ditemui oleh negara-negara berkembang akibat adanya pembagian wilayah 

pemasaran dari perusahaan-perusahaan multinasional. Ini mungkin perlu kita 

pikiran bersama. 

Selain itu, penanaman modal asing juga dianggap dapat 

mendatangkan keuntungan bagi negara-negara berkembang, karena dapat 

membantu membuka jalur-jalur kontak dengan lembaga-lembaga keuangan di 
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luar negeri, pasar-pasar modal, pasar-pasar bagi hasil produksi negara-negara 

berkembang, organisasi-organisasi pemasaran dan lembaga-lembaga lainnya 

serta membuka suatu asyarakat bagi pengaruh-pengaruh (positit) asing. 

Akhimya, penanaman modal asing dengan merubah struktur pasar dapat 

membuat pasar lebih kompetitif. Namun demikian, apakah segi-segi positif ini 

begitu berharga, sehingga dapat mengenyampingkan segi-segi negatifnya. 

Negara-negara maju dipihak lain mempunyai pandangan

pandangannya yang "sui generis" mengenai penanaman modal di negara

negara berkembang. Sekalipun motivasi negara-negara maju boleh dikatakan 

sangat bervariasi, pada hakekatnya, terdapat tiga alasan pokok mengapa 

negara-negara maju melakukan investasi di negara-negara berkembang. 

Sudah menjadi suatu pengetahuan umum bahwa negara-negara maju 

di dalam memproduksi pelbagai industri memerlukan bahan-bahan baku dalam 

jumlah banyak. Bahan-bahan baku, diketahui pula, banyak dimiliki oleh 

negara-negara berkembang. Dengan demikian, salah satu motivasi utama 

negara-negara maju di dalam melakukan investasi di negara-negara 

berkembang adalah untuk mendapatkan bahan-bahan baku yang sangat 

diperlukan untuk produksi industri negara-negara maju. Suatu perusahaan 

asing yang bergerak di dalam industri besi dan baja akan sangat memerlukan 

biji-biji besi, dan oleh karena itu, penanaman modal yang berkemungkinan 

dilakukannya adalah mendirikan suatu pabrik yang dapat mengeksploitasi biji

biji besi yang diperlukannya tersebut. Jelas, untuk lebih dekat dengan somber

somber bahan baku merupakan salah satu alasan yang menjadi dasar bagi 

negara-negara maju untuk menanam modalnya di negara-negara berkembang. 
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Motivasi kedua yang menjadi alasan bagi negara-negara maju untuk 

melakukan penanaman modal di negara-negara berkembang adalah untuk 

menggantikan ekspor dari negara-negara berkembang. Substitusi ekspor ini 

perlu dilakukan sebagai akibatnya pelbagai restriksi yang menjadi di dalam 

regulasi pasar dalam negeri negara-negara maju. Restriksi-restriksi yang di 

maksud adalah dengan keadaan-keadaan anti-impor dan pelbagai proteksi pasar 

yang diterapkan, belum lagi penerapan-penerapan tarif impor yang 

berakibatkan meningkatnya biaya produksi perusahaan-perusahaan asing di 

negaranya. Kondisi yang seperti inilah yang mendorong perusahaan

perusahaan asing untuk mengalihkan proses produksinya di negara-negara 

berkembang sehingga efisiensi produksi tetap dapat dipertahankan. 

Akhimya, sangat berkaitan dengan efisiensi produksi guna menarik 

keuntungan yang sebesar-besamya, suatu motivasi lain yang melandasi 

kebijaksanaan negara-negara maju untuk menanam modal di negara-negara 

berkembang adalah biaya tenaga kerja yang relatif lebih murah. Penekanan 

terhadap biaya tenaga kerja jelas akan membuat proses produksi jauh lebih 

murah dan cenderung memberikan kemungkinan untuk mendapatkan 

keuntungan yang lebih besar. 

Selain dari itu, menarik pula untuk sedikitnya disinggung adalah 

sikap negara-negara maju tentang hal-hal yang biasanya menyertai penanaman 

modal. Dalam uraian-uraian yang terdahulu terlihat pandangan negara-negara 

berkembang yang cenderung positif terhadap penanaman modal asing oleh 

karena berkemungkinan dialihkannya pula pelbagai teknologi canggih yang 

menyertai penanaman modal asing yang bersangkutan. Namun demikian 
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berdasarkan penelitian, terlihat sikap negara-negara maju tentang alih teknologi 

ke negara-negara berkembang yang sama sekali berbeda. Negara-negara maju 

berpandangan bahwa alih-teknologi bukanlah merupakan suatu kewajiban yang 

perlu diemban negara-negara maju di dalam melakukan penanaman modal 

asing. Negara-negara maju cenderung berpendirian bahwa alih-teknologi perlu 

dibeli atau setidak-tidaknya didapatkan dengan imbalan kontraprestasi tertentu 

yang lebih dari hanya sekedar keuntungan yang tersedianya didapatkan dari 

usahanya. Alih teknologi pada hakekatnya merupakan transaksi dagang dari 

negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Sikap negara-negara maju 

yang demikian ini akan terlihat wajar jika dipertimbangkan bahwa kemajuan 

teknologi yang berhasil dicapai negara-negara maju adalah berkat usaha-usaha 

penelitian dan pengembangan yang tidak saja telah memakan banyak waktu 

akan tetapi juga, terutama sekali, telah banyak menghabiskan biaya. Tentu saja 

sikap keengganan dari negara-negara maju untuk mengalihkan teknologi begitu 

saja akan timbul. Teknologi harus dibeli oleh negara-negara berkembang. 

Kiranya jelas bahwa menurut, persepsi negara-negara maju teknologi 

merupakan suatu komoditas khusus yang dapat diperdagangkan secara 

menguntungkan. 

Negara-negara maju, selain dari itu, juga tak ingin melepaskan 

pelbagai keuntungan yang didapatkan dari penanaman modalnya di negara

negara berkembang. Hal ini secara jelas terlihat di dalam sikap negara-negara 

maju yang sepertinya tidak ingin kemandirian ekonomi negara-negara 

berkembang terwujud, sekalipun hal ini merupakan tujuan utama negara

negara berkembang yang perlu direalisasikan. Sebagaimana telah dijelaskan 



131 

dimuka, penanaman modal asing seringkali menyimpang dari tekad utama 

untuk membentuk ekonomi negara-negara penanaman modal asing yang tetap 

mempergunakan komponen-komponen dasar yang diproduksi di negara-negara 

maju yang senantiasa perlu diimpor ke negara-negara berkembang. 

Perusahaan-perusahaan multinasional sebagai pemeran utama perdagangan dan 

investasi intemasional tampak tak terlalu menghiraukan dampak impor 

komponen-komponen dari luar negeri ini sekalipun cenderung akan merugikan 

perusahaan "joint-venture" yang diadakan olehnya dengan suatu perusahaan 

nasional, berdasarkan kenyataannya bahwa komponen-komponen yang 

dimasukkannya ke negara-negara berkembang sebenarnya merupakan basil 

produksinya juga dan penghasilannya dari ekspor telah cukup 

menguntungkannya. Ketergantungan perusahaan-perusahaan patungan sebagai 

akibatnyajuga tak dapat dihindarkan. 

Sebagai penutup bab tentang sikap-sikap negara-negara maJu 

terhadap penanaman modal dan sikap-sikap negara-negara berkembang 

terhadap modal asing, perlu kiranya dikemukakan beberapa isu sentral yang 

perlu dipikirkan lebih lanjut. Usaha negara-negara berkembang 1,mtuk dapat 

menarik investor asing ke negaranya meskipun mempunyai kualifikasi 

pembenarnya tetap memerlukan regulasi-regulasi yang mengatumya agar 

dampak-dampak negatif dari penanaman modal asing dapat dikurangi. 

Distribusi penanaman modal asing di antara negara-negara 

berkembang sangat bergantung pada karakteristik-karakteristik nasional 

masing-masing negara berkembang yang tidak terkandung di dalam kondisi

kondisi nasional negara-negara penanam modal. Tentunya investor asing akan 
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lebih banyak memasuki negara berkembang yang dianggap akan paling 

menguntungkan. Tercatat adanya delapan usaha pokok negara-negara 

berkembang guna menarik investor-investor untuk menanamkan modalnya di 

negara-negara berkembang, yaitu: 

a. Proteksi tarif (68%); 

b. Proteksi kouta impor (44%); 

c. Reduksi tarif atas peralatan yang diimpor (55%); 

d. Reduksi tarifatas komponen-komponen yang diimpor (38%); 

e. Reduksi tarifatas bahan-bahan baku yang diimpor (34%); 

f. Pembebasan pajak Gangka waktu rata-rata 5 tahun) (46%); 

g. Peningkatan apresiasi untuk tujuan-tujuan perpajakan (28%); 

h. Ketentuan-ketentuan umum untuk investasi dalam infrastruktur negara 

(25%); 

Apakah insentif-insentif yang dicanangkan oleh negara-negara 

berkembang telah nyata berhasil untuk menarik investor asing ? Menurut 

Richard E. Craves dalam bukunya "Multinational Enterprise and Economic 

Analysis" pelbagai insentif bagi investor asing yang diajukan oleh negara

negara berkembang belum tentu menjamin peningkatan penanaman modal 

asing. Pendapat Richard E. Craves ini khususnya disandarkan pada 

kemungkinan nasionalisasi yang sewaktu-waktu dapat diterapkan oleh suatu 

negara berkembang. Kebenaran analisa ini tentunya perlu mendapatkan 

pengkajian lebih lanjut. 

Aplikasi politis dalam negara berkembang, perlu juga mendapatkan 

perhatian dan pemikiran khusus, apakah dengan banyaknya investasi-investasi 
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asing yang dilakukan di suatu negara tertentu tidak akan mengakibatkan 

kecemburuan sosial masyarakat nasional terhadap pihak-pihak asing yang 

dianggap mendominasi perekonomian negaranya. 

Penanaman modal asing memang diakui dapat mengangkat 

perekonomian negara-negara berkembang dengan perkembangan industri dan 

tersediannya lapangan pekerjaan baru. Namun demikian, sejalan dengan gejala 

positif ini, maka konsumsi dan investasi masyarakat terhadap barang akan 

cenderung meningkat pula, tidak hanya terhadap barang-barang konsumsi, 

namun juga, terhadap "capital goods". Dampak ini pula yang cenderung akan 

nengakibatkan meningkatnya impor negara berkembang yang bersangkutan, 

sehingga agar dapat menjaga kestabilan ekonomi (liquiditas financial) serta, 

tetap menjaga tersedianya lapangan pekerjaan, terutama sekali guna mencegah 

terjadinya inflasi, maka negara berkembang yang bersangkutan perlu 

mengimbangi dampak-dampak tersebut dengan penghasilan modal yang lebih 

dari ekspor disertai dengan pembatasan terhadap impor atau melakukan 

pinjaman ke Bank dunia. Juga selain dari itu, perlu dilakukan usaha untuk 

menjamin bahwa keuntungan-keuntungan perusahaan PMA tidak ditransfer ke 

luar negeri secara keseluruhannya, tapi diinvestasikan kembali di dalam negeri. 

Namun demikian, masalahnya kecenderungan untuk tidak berhenti di sini saja. 

Terhadap pinjaman-pinjaman luar negeri perlu dikembalikan. Juga penghasilan 

negara melalui ekspor tidak mencukupi untuk menutupi pembayaran ini, maka 

pemerintah perlu mengendalikan konsumsi masyarakat dengan cara, antara 

lain, meningkatkan pajak, pembatasan impor, penetapan tarif dan menerapkan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan keuangan sejenis lainnya. Jelas dari uraian di 
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atas, bahwa dampak negatif dari penanaman modal asing tidak terbatas hanya 

dari segi-segi ekonomi dan keuangan yang tertentu saja, namun dapat meluas 

ke hampir keseluruhan sektor keuangan dan ekonomi negara-negara 

berkembang. Penanaman modal asing memberikan pelbagai keuntungan 

namunjuga mengandung banyak resiko kerugian. 

Keuntungan yang juga disertai kerugian-kerugian dari pelaksanaan 

penanaman modal asing di negara-negara berkembang menjadi investasi asing 

sangat dilematis. Insentif yang terlalu banyak dilakukan di negara berkembang 

di dalam mengundang investor-investor asing, justru dari sisi lain juga 

memperbesar resiko timbulnya kerugian-kerugian. Sebesar jauhkah 

pembatasan terhadap penanaman modal asing perlu dilakukan menjadi hal 

yang rumit dan dilematis. 

2. Pengaruh Globalisasi pada Penerapan Penanaman Modal Asing 

Menurut Henry Kisisingger92 globalisasi adalah nama lain dari 

dominasi Amerika Serikat. Sedangkan globalisasi hukum merupakan desain 

Amerika Serikat,93 dalam rangka menjadikan hukum sebagai alat menguasai 

perekonomian negara-negara lain.94 Globalisasi hukum menemukan 

92 Lihat dalam Sri-Edi Swasono, Kompetensi dan Integritas Sarjana Ekonomi, Orasi Ilmiah Reuni 
Akbar FE-UNDIP 2002, Penerbit Universitas Indonesia (UI -Press). 

93 Amerika Serikat yang merupakan otak penggerak utama dan pengatur skenario munculnya tema
tema baru dalam ketentuan GATI-PU, temyata wakil-wakilnya yang duduk dalam perundingan 
hanya menjalankan skenario perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Koalisi Negoisasi 
Perdagangan Multilateral (Multilateral Trade Negotiations Coalition). Anggota koalisi itu 
diantaranya: American Express, General Motors, IBM, General Electric, Cargill, Citicorp, Procter 
and Gamble, US Council for International Business (Dewan Bisnis Intemasional Amerika Serikat), 
National Association of Manufactures (Asosiasi Pengusaha Manufaktur Nasional), Coalition of 
Service Industries (Koalisi Industri Jasa), International Investment Alliance (Aiiansi Investasi 
Intemasional), dan Intellectual Property Committee (Komisi Hak Milik Intelektual). Lihat Martin 
Khor Kok Peng, op. cit. 

94 Felix Wilfred mengatakan bahwa, "ideologi globalisasi" penampilannya sangat cantik dan menarik 
tetapi temyata menyembunyikan kejahatan yang hanya dikenal oleh mereka yang menjadi 
korbannya. Kelihatannya globalisasi membawa seluruh dunia bersamanya. Namun, dalam 
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momentumnya ketika sebagian besar negara menyepakati GA Tf-PU.95 Menurut 

Arief Budiman, kalau kesepakatan GATI-PU menghasilkan seperti apa yang 

diinginkan oleh negara-negara industri maju, dapat dikatakan bahwa negara-

negara industri maju akan lebih leluasa menjalankan praktik neo-imperialisme 

dan neo-kolonialisme.96 

Disepakatinya GAIT-PU97 menandakan munculnya era liberalisasi 

perdagangan dunia tanpa proteksi dan tanpa hambatan, dan mempertinggi 

tingkat persaingan perdagangan antarpelaku-pelaku ekonomi. Semula GAIT -PU 

ini ditargetkan untuk disepakati pada bulan Desember 1990, namun baru pada 

bulan Desember 1993 putaran ini bisa disepakati. Pada tanggal 15 April 1994, 

dokumen akhir Putaran Uruguay telah ditandatangani oleh 124 wakil-wakil 

negara di Marrakesh, Maroko. Dokumen tersebut berisi 28 kesepakatan 

multilateral yang antara lain berisi: liberalisasi komoditi, penghapusan dan 

penurunan tarif produk manufakturing, penghapusan MFA yang mengatur tekstil 

dan pakaian jadi dalam 10 tahun, liberalisasi terbatas sektor jasa, penghapusan 

proteksi bidang pertanian, pengakuan perlindungan hak milik intelektual (I'rade 

Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPs), non-discrimination 

dalam perlakuan investor asing (Trade Related Investment Measures- TRIMs), 

kenyataam1ya semakin banyak orang yang dilinggalkannya di padang pasir pcndcritaun. Globalisasi 
mencabut orang dan menjnnjikan kemakmuran. Namun, sebenarnya orang tcr·sebut diisap habis
habisan, kcmudian dibiarkan mati kekeringan. Globalisasi dengan demikian, bagi kaum miskin 
berarti proses penyingkiran dan peminggiran. Felix Wilfred, "Tiada Keselamatan di Luar 
Globalisasi", Basis No. 05-06, Agustus, 19%. 

95 lsi perjanjian GATT-Putaran Uruguay terbagi dalam 15 kelompok. Empat di antaranya berupa 
ketentuan baru, yang meliputi: Trade Relaled Investment Measures (TRIMs), Trade Related Aspects 
of Jme/lectual Property Rights (1R1Ps), World Trade Organi:alion (WTO), dan General Agreement 
on 1i·ade in Service (GATS). Lihat dalam Final Act q( Uruguay Round. 

96 Martin Khor Kok Peng, Imperialisme Ekonomi Baru, Jakarta, Gramedia, 1993. 
97 Uraian tentang GATT-PU secara lebih lengkap lihat Adi Sulistiyono, Reformasi Hukum Ekonomi 

dalam Era Globalisasi Ekonomi, Surakarta, UNS Press, 2005. 
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penghapusan tata niaga, pengawasan (safeguards), anti dumping dan arbitrase, 

subsidi (Subsidies and Counter-vailing Measures), dan penanganan konflik 

dagang (Dispute Settlement Understanding). 

Sedangkan untuk mengawasi kesepakatan umum tentang tarif dan 

perdagangan tersebut, dibentuk sebuah lembaga yang bemama WTO-OMC (The 

World Trade Organization - Organization Mondiale du Commerce) sebagai 

wadah global permanen ketiga setelah World Bank dan IMF, yang sudah mulai 

bekerja sejak tanggal 1 Januari 1995. WTO ini bertindak sebagai polisi perda-

gangan intemasional yang bertugas mengawasi dan menindak negara-negara 

yang melanggar ketentuan-ketentuan GATT-PU. 

Di samping itu, semua negara yang ikut menandatangani kesepakatan 

tersebut wajib untuk menyesuaikan hukum nasional mereka dengan ketentuan-

ketentuan yang terdapat dalam GATT-PU. Apabila hal ini tidak dHakukan maka 

WTO (World Trade Organization), selaku badan yang berfungsi untuk 

menafsirkan dan menjabarkan isi perjanjian GATT-PU serta menyelesaikan 

sengketa di antara negara anggotanya, akan memberikan sanksi yang dapat 

merugikan kepentingan ekonomi dan perdagangan negara tersebut. 

Dengan turutnya Indonesia menyepakati, maka mau tidak mau, semua 

ketentuan yang ada dalam GATT-PU harus juga diberlakukan di wilayah 

Indonesia.98 Sebab kalau negara Indonesia tidak mau memperhatikan dan 

mentaati kesepakatan yang tertuang dalam aturan-aturan GATT-PU, maka 

semua produk ekspomya akan dihambat dan tidak bisa diterima di semua negara 

98 Untuk menindaklanjuti disepakatinya GA TI-PU, Indonesia telah meratifikasinya dengan 
mengeluarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing The 
World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). 
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anggota GATT-PU. Dalam kondisi negara Indonesia yang telah jatuh miskin 

seperti sekarang ini adanya sanksi dari WTO akan menyebabkan masyarakat 

Indonesia semakin menderita. 

Munculnya globalisasi hukum di penjuru dunia semakin 

mengukuhkan pondasi bangunan New Lex Mercatoria {NLM) yang sudah sejak 

tahun 1960-an telah banyak diperkenalkan pakar hukum bisnis internasional. 

NLM diartikan sebagai a set of general principles, and customary rules 

spontaneously referred to or elaborated in the framework of international trade, 

whithout reference to a particular national system oflaw. 99 NLM, yang lahirnya 

dilandasi adanya semangat melakukan unifikasi hukum 

perdagangan internasional, mempunyai beberapa karakteristik, 100 yaitu: 

a. NLM atau hukum perdagangan internasional modern bukanlah cabang 

dari hukum internasional atau jus gentium. Namun demikian NLM ini 

berlaku dan diterapkan oleh negara dengan berdasarkan semangat 

toleransi dari negara-negara yang berdaulat secara sukarela; 

b. NLM ini bukan kumpulan kaidah-kaidah hukum yang tak beraturan, 

melainkan ia disusun secara sistematis oleh berbagai lembaga intemasional 

yang kegiatannya bergerak di bidang perdagangan internasional; 

c. NLM ini secara praktis sama di seluruh belahan dunia. Kesamaan inilah yang 

menyebabkan NLM (biasanya terlihat dalam bentuk mode/law, uniform law, 

the rules of international organizations, atau konvensi intemasional) sering 

juga dianggap hukum yang mampu menembus sekat ruang dan waktu 

99 Lihat Goldman dalam D.M. Julian Lew (ed.), 1989, Contempory Problem in International 
Arbitration, London, University of London. 

100 Lihat dalam Adi Sulistiyono, "Pembangunan Hukum Kontrak Nasional", Justisia No.38, Desember 
1996- Februari 1997. 
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untuk menjembatani perbedaan ideologi, politik, dan ekonomi dari berbagai 

negara. 

Para pemikir hukum (legal thinker) di Indonesia sudah selayaknya 

harus mencermati dan mengantisipasi adanya revolusi perdagangan 

internasional tersebut, karena sekarang ini telah terjadi perubahan paradigma di 

bidang hukum ekonomi. Sebelum adanya globalisasi hukum, pemerintah 

mempunyai kedaulatan penuh untuk merubah maupun membentuk perundang-

undangan bidang ekonomi, namun sekarang ini kedaulatan tersebut sudah 

hilang khususnya perundang-undangan di bidang perdagangan, jasa, investasi, 

hak kekayaan intelektual, dan ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur 

dalam GAIT-PU. Bahkan Ketika IMF masih bercokol di Indonesia, mereka 

sering memaksakan pembentukan undang-undang sebagai salah satu syarat 

pencairan hutang, Misalnya dalam letter of intent 2002 mereka memaksakan 

dibentuknya Undang-undang Yayasan. Dalam letter of intent 2003 mereka 

meminta amandemen Undang-undang No.23 tentang 1999 tentang Bank 

Indonesia. 101 Pekerjaan rumit yang harus dikerjakan oleh kalangan pemikir 

bidang hukum ekonomi adalah bagaimana mereka bisa mengharmoniskan 

antara ketentuan GATT -PU, yang merupakan alat negara maju untuk menguras 

devisa statu negara, dengan kepentingan masyarakat atau bangsa Indonesia 

yang sekarang sedang jatuh miskin. Sehubungan dengan globalisasi hukum 

tersebut, perlu juga dilakukan pengembangan hukum (rechtsbeofening)102 

101 Erni Setyowati, et.al. Panduan Praktis Pemantauan Proses Legislasi, Jakarta, Pusat Studi Hukum 
& Kebijak.an, 2005. 

102 Pengembanan hukum adaiuh kegiar.nn manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di 
dalum masyarakat. Kcgiatan itu mencukup kcgiatan membcntuk, melaksanakan, mencrapkan, 
mcm:mukan, men~Jili. dan secara sistematik mempelajnri dnn mengarabkun hukwn yang bcrlak.u itu. 
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secara terintegrasi dan berkelanjutan. Pengembanan hukum tadi diarahkan 

untuk mencermati dan mengantisipasi adanya revolusi perdagangan 

intemasional dan terjadi perubahan paradigma di bidang hukum ekonomi. 

Kegiatan pembangunan telah menimbulkan perubahan lingkungan 

secara cepat. Hal ini terlihat dengan adanya polusi udara, air dan tanah serta 

menurunnya kondisi lingkungan pada negara-negara Eropa dan Amerika masa 

revolusi industri. Penurunan kualitas lingkungan hidup menjadi akibat 

langsung dari aktivitas manusia dan menjadi korban periode industri.103 Hal ini 

terjadi karena perkembangan perdagangan barang dan jasa ini telah 

membentuk kecenderungan-kecenderungan global seperti Pertama; 

perdagangan telah meningkatkan pengaruh lingkungan hidup terhadap 

produksi dengan memperluas pasar bagi komoditas-komoditas diluar batas-

batas negara, dalam hal ini negara berkembang yang mengandalkan sumber 

daya alam sebagai komoditas perdagangan mengekspor bahan mentah dan 

olahan alam ke negara maju, sebaliknya negara maju dengan teknologi industri 

untuk mengolah barang jadi atau setengah jadi menjual kembali ke negara 

berkembang. Kedua; perdagangan memungkinkan negara menguras habis 

sumber daya mereka atau meloloskan undang-undang yang tetap melindungi 

basis-basis sumber daya tersebut. Hingga akhimya ada tindakan bahwa 

perundang-undangan lingkungan hidup nasional (domestik suatu negara) dan 

Pengembangan hukum itu dapat dibedakan ke dalam pengembanan hukum praktikal dan 
pengembanan hukum teoritikal. Pengembanan hukum praktikal terutama dijalankan oleh institusi 
bidang legislasi, badan peradilan, lembaga bantuan hukum, dan administrasi pemerintahan pada 
umumnya. Sementara itu, pengembanan hukum teoritis dilakukan oleh perguruan tinggi hokum. 
Lihat Iebih lanjut dalam Sidharta, Karakteristik Penalaran Hukum da/am Konteks Keindonesiaan, 
Bandung, C.V. Utomo, dan D.H.M. Meuwissen, "Pengembanan Hukum", terjemahan oleh B. Arief 
Sidharta, Jurnal Projustitia, Tahun XII No. 1, Januari 1994. 

103 Maswood, Javed, International Political Economy and Globa/i:ation, (World Scientific Publishing 
Co. Pte. Ltd, Singapore, 2000), hal. 237 
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bahkan institusi intemasional dituduh sebagai penghambat perdagangan yang 

bersifat non-tari£ 104 Dengan transfer teknologi industri negara berkembang 

mulai mengeksploitasi sumber daya alamnya tanpa menghiraukan dampak 

yang ditimbulkan. Keadaan ini dapat dipahami karena sebagian besar negara 

berkembang lebih memfokuskan pembangunan ekonomi untuk menghilangkan 

kemiskinan dengan pengetahuan akan dampak yang ditimbulkan dalam 

pembangunan ekonomi terhadap lingkungan, masih sangat terbatas. 

Pembangunan ekonomi tersebut disatu sisi berhasil membawa peningkatan 

kemakmuran negara berkembang, yang kemudian diikuti dengan peningkatan 

pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa yang bukan hanya untuk 

memenuhi kebutuhan domestik namun juga kebutuhan negara lain. Sehingga 

untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor dilakukan berbagai upaya 

yang pada akhimya berdampak pada lingkungan hidup maupun sosial.105 

Masalah pelestarian lingkungan hidup dan masalah perdagangan 

bebas pada awalnya dipahami sebagai suatu hal yang masing-masing memiliki 

dasar idealisme. Para pemerhati masalah lingkungan memusatkan perhatiannya 

pada upaya-upaya pelestarian alam dan lingkungan hidup sehingga tetap dapat 

diambil manfaatnya secara berkelanjutan demi kesejahteraan umat manusia. 

Sedangkan para penganut sistem perdagangan bebas mengupayakan agar tidak 

ada lagi hambatan-hambatan dalam perdagangan intemasional yang pada 

akhimya akan menguntungkan semua negara. Liberalisasi perdagangan dunia 

bertitik tolak dari pendekatan teori liberalisme yang percaya dengan adanya 

104 Brown, R. Lester (ed), Masa Depan Bumi, (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1981), hal. 422 
105 Foreign Policy, No. 95, Summer, 1994, hal. 39 
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konsep "gain from trade " dari Heckher-Ohlin tentang keunggulan komparatif 

yang berbeda dari tiap negara, sehingga muncul spesialisasi perdagangan 

dimana suatu negara sebaiknya mengkhususkan diri pada produk barang atau 

jasa yang memberikan keuntungan terbesar dari perdagangan dan 

perekonomian mereka daripada memproduksi barang/jasa yang tidak 

memberikan keuntungan maksimum.106 

Perdagangan intemasional justru tercipta karena adanya perbedaan-

perbedaan diantara negara-negara107 sebagaimana terlihat dalam hubungan 

perdagangan antara negara maju dan berkembang. Keunggulan komparatif ini 

oleh Ricardo dan Viner disebabkan oleh adanya perbedaan dalam kepemilikan 

atas faktor-faktor produksi seperti: sumber daya alam, modal, tenaga keija dan 

kemampuan dalam penguasaan teknologi. 108 Melalui spesialisasi sesuai dengan 

keungggulan komparatifuya, maka jumlah produksi yang dihasilkan bisa jauh 

lebih besar dengan biaya yang lebih murah dan pada akhimya bisa mencapai 

skala ekonomi yang diharapkan. Pemikiran ini kemudian berkembang bahwa 

akan lebih menguntungkan jika arus perdagangan antara negara dibebaskan, 

tidak terhambat oleh kebijakan atau peraturan negara baik berupa proteksi, tarif 

maupun nontarif. 

Berdasarkan pemikiran ini, dirumuskan aturan perdagangan 

multilateral yang kemudian menjadi satu produk hukum intemasional. Namun 

demikian negara-negara tersebut akan terikat dengan kepentingan nasionalnya 

106 Kenen, B. Peter, The International Economy, 3 rd edition,(Cambridge Univ.Press, New York, 
1994), hal. 19 

107 Cooper, N. Richard, Kebijakan Lingkungan dan Sumber Daya bagi Ekonomi Dunia, (PT. Rosda 
Jayapulra, Jakarta, 1997), hal. xii 

108 Anderson, Thomas., Carl Folke, Stefan Nystrom, Trading with the Environment, (Earthscan, 
London, 1995), hal. 71-73 
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yang menurut Morgenthau merujuk pada hal-hal yang dianggap penting bagi 

suatu negara, sehingga merujuk pada sasaran-sasaran politik, ekonomi, atau 

social yang ingin dicapai suatu negara.109 Sehingga negara perlu memberikan 

prioritasnya yang diformulasikan dalam sasaran dan indikator bagi tercapainya 

kepentingan tersebut. 

Keterikatan negara dengan kepentingan nasionalnya dan kesepakatan 

negara dalam merumuskan aturan perdagangan multilateral ini memaksa 

negara untuk mengurangi sedikit kedaulatannya untuk mengikuti dan tunduk 

pada aturan intemasional. Bisa dikatakan bahwa negara harus rela mengurangi 

kedaulatannya untuk mendapatkan kepentingan yang harus dicapai, sehingga 

ada interaksi dan interdependensi dalam ketjasama multilateral. Jika dilihat 

dari model analisis sistemik maka interaksi-interaksi antar aktor yang terjadi 

dalam sistem intemasional tearah pada orientasi tertentu yang mana dalam 

interaksi tersebut ada interdependensi. 110 Dalam fenomena interdependensi 

tersebut tindakan salah satu bagian dari sistem tersebut akan mempengaruhi 

atau membawa perubahan pada unit lain. Suatu negara tidak bebas dalam 

menentukan kebijakan karena harus memperhitungkan aktor lain beserta 

dampak kebijakan terhadap aktor lain tersebut yang pada akhimya akan 

menimbulkan dampak bagi negaranya sendiri. Dalam situasi ini suatu negara 

akan menjadi fungsi pilihan negara lain dalam menentukan pilihan 

kebijakannya. Bisa dikatakan bahwa interaksi interdependensi tersebut 

membentuk ketjasama fungsional. Melalui ketjasama fungsional ini maka tidak 

109 Viooti, R. Paul,et.all, International Relations Theory: Realism, pluralism and Globalism, 
(MacMillan Publishing Company, New York, 1993), hal. 584 
110 Dougherty, E. James, Robert L. Pfaltzgraff, Contending Theories of International Relations: A 
Comprehensive Survey, 2 sd edition, (Harper & Row Publisher Inc., New York, 1981), hal. 76 
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menutup kemungkinan hubungan antara isu satu dengan yang lain, terlebih lagi 

dengan struktur dan pola hubungan intemasional yang multidimensional maka 

suatu isu atau permasalahan dalam hubungan intemasional tidak dapat 

dipisahkan dari isu lain atau dapat dikatakan ada linkage dalam permasalahan 

hubungan intemasional yang multikompleks. 

Dalam perdagangan dunia, produk-produk bahan primer (resources 

based product) cenderung mendominasi jumlah keseluruhan ekspor negara 

berkembang, bahkan secara historis pembangunan negara berkembang dapat 

dicapai melalui ketersediaan sum her daya alam (lingkungan), 111 sehingga 

banyak negara berkembang yang sangat rawan terhadap permasalahan 

lingkungan hidup. Berdasarkan pada basil KIT Bumi yang tertuang dalam 

agenda 21, negara berkembang harus memperhatikan proses produksi dalam 

pembangunan ekonomi yang berdasarkan pada pembangunan yang 

berkelanjutan (sustainable development). Maka sangat jelas bila suatu negara 

ingin tetap stabil dalam pembangunan perekonomiannya yang mengandalkan 

ketersediaan sumber daya alam, maka harus memasukkan kebijakan mengenai 

lingkungan hidup tersebut dalam kebijakan ekonomi (intemalisasi), 112 hal ini 

dilakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan baik yang dihasilkan 

industri dan perumahan.113 Negara maju dengan teknologi yang lebih advance 

mendorong terwujudnya isu yang berhubungan dengan perbaikan kualitas 

hidup (quality of life) yang merupakan karakteristik dari apa yang disebut oleh 

111 Maswood, Op.cit, hal. 239 
112 Lee Ray, James, Global Politics, 2 sd edition, (Houghton Mifflin Company, Boston, 1987), hal. 

468 
113 Journal oflntemational Affairs, Volume.53, No.2, Spring, 2000, hal. 526 
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Zbigniew Brzezinski sebagai "Technotronic age. "114 Salah satunya yaitu 

dengan memberlakukan undang-undang lingkungan hidup domestik yang bisa 

berpengaruh dan bersinggungan dengan kepentingan negara lain secara 

unilateral. Sebagai contoh Amerika dan Uni Eropa serta beberapa negara yang 

telah mempunyai undang-undang lingkungan hidup menolak produk 

perdagangan yang dianggap tidak ramah lingkungan menurut standar mereka 

dengan menerapkan restriksi perdagangan atau trade measure secara sepihak. 

Sehingga hal ini dianggap melanggar ketentuan WTO dan juga kesepakatan 

KTT Bumi dalam agenda 21, karena dalam agenda tersebut secara eksplisit 

dikatakan bahwa open market, kesejajaran, keamanan, prinsip non-dikriminasi 

dan sistem perdagangan multilateral merupakan hal yang sangat diperlukan 

dalam semua kerjasama perdagangan.115 Demikian juga dengan isu lingkungan 

hidup dalam forum perdagangan intemasional, seperti telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa aturan-aturan mengenai Trade Measure, beberapa pasal di 

GA TT/WTO dan juga kebijakan perdagangan negara maju yang dianggap 

menghambat perdagangan negara berkembang, menjadi semakin jelas bahwa 

ada hubungan antara perdagangan intemasional dan isu Iingkungan hidup, 

sehingga kebijakan ekonomi perdagangan suatu negara juga harus melihat 

dampaknya terhadap lingkungan hidup dan bukan hanya akumulasi kapital 

semata. 

Berdasarkan keadaan diatas muncul ketegangan Utara-Selatan 

dengan asumsi dependensi ekonomi negara berkembang terhadap negara maju 

114 Dougherty, Op.cit, hal. 76 
115 Jha, Veena, Grant Hewison & Marce Underhill (ed), Trade, Environmnetal & Sustainable 

Development, (MacMillan Press Ltd, UNCTAD, London, 1997), hal. 16 
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yang menjadikan isu lingkungan hidup sebagai salah satu sumber konflik 

utama. Ketegangan isu lingkungan hidup ini semakin mengemuka dengan 

adanya desakan penetapan trade measure yang berhubungan dengan 

lingkungan hidup oleh negara-negara maju, keadaan ini semakin mengancam 

produk perdagangan negara berkembang, karena di lain pihak aturan ini 

menyebabkan penurunan sejumlah pendapatan ekspor basil alam seperti 

perdagangan kayu tropis yang mulai merosot manakala hutan yang secara 

komersial telah dirusak satu negara demi negara lain untuk memuaskan hati 

konsumen.116 Disini terlihat seperti jebakan ekspor karena pasaran kayu tropis 

di negara maju seperti Eropa, Jepang dan Amerika telah diganti dengan produk 

kayu non tropis basil hutan mereka sendiri, dan negara berkembang yang telah 

mengalami kerusakan parah pada akhimya akan menjadi importir kayu negara 

maju. 

Realita ketidakseimbangan perdagangan antara negara maju dan 

negara berkembang, terutama dalam kaitannya dengan masalah lingkungan 

hidup global menyebabkan isu ini sebagai ancaman tersendiri bagi negara 

berkembang. Homer Dixon mengatakan bahwa permasalahan lingkungan 

hidup bisa menjadi sumber konflik, keadaan ini terjadi tanpa disadari oleh 

manusia. Meskipun menjadi sumber konflik bukan berarti konflik yang terjadi 

adalah konflik yang konfrontasional secara langsung seperti ancaman 

peperangan atau militerisme. Ancaman atau konflik yang disebabkan oleh isu

isu non-convensional seperti drug trafficking, piracy atau organized crime dan 

beberapa isu non-conventional lain oleh Peter Chalk dikategorikan dalam 

116 Brown,Op.cit, hal. 246 
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Grey-Area Phenomena (GAP), dikatakan demikian karena GAP tidak secara 

langsung mengancam kedaulatan dan stabilitas negara, namun akan bisa 

menjadi ancaman yang secara langsung bisa mempengaruhi stabilitas dan 

keamanan negara tersebut tergantung dari bagaimana melihat ancaman 

tersebut. Hal ini terjadi karena perkembangan hubungan intemasional yang 

multidimensional ini menyebabkan munculnya berbagai ancaman terhadap 

negara atau aktor intemasionallain yang bersumber dari segala arah.117 

Seorang sarjana yang bemama Hurrel menjelaskan keterkaitan antara 

lingkungan hidup dan perdagangan global dalam hubungan intemasional 

dengan melihat lima aspek yang mendasarinya yaitu: 

a. The erotion of sovereignty from above; adanya erosi kedaulatan negara yang 

berasal dari sistem global; 

b. Eroding the distinction between the domestic and international; dengan 

melihat adanya gejala yang menunjukkan semakin memudamya makna 

domestik dan intemasional dalam interaksi hubungan antar bangsa; 

c. The environment and the global economy; yang merupakan hubungan antara 

lingkungan hidup dengan ekonomi global, seperti dalam agenda 21 untuk 

perlunya menciptakan perdagangan yang adil tanpa proteksi, diskriminasi 

dan subsidi serta arus investasi yang seimbang; 

d. The emergence of the transnational civil society ; yaitu dengan masuknya 

aktor-aktor non negara dalam hubungan antar bangsa termasuk dalam kajian 

lingkungan hidup global; 

117 Chalk, Peter, Gre~Area Phenomena in Southeast Asia: Piracy, Drug Trafficking & Political 
Terrorism, (The Australian National Univ ., Australia, 1997), hal. 6-7 
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e. The state system as obstacle to managing the global environment; bahwa 

masalah lingkungan hidup global diselesaikan secara multilateral dengan 

melihat adanya beberapa perbedaan persepsi pembangunan dan kebijakan 

ekonomi antar negara Utara-Selatan. 

Berdasarkan dari kelima aspek tersebut maka terlihat bahwa upaya 

penanganan masalah lingkungan hidup global paling tidak dilaksanakan secara 

multilateral dalam kerangka hukum internasional, selain itu dari perspektif ini 

mengungkapkan tentang pentingnya penciptaan keseimbangan perdagangan 

antara negara maju dengan negara berkembang disamping tidak menafikan lagi 

pentingnya isu lingkungan hidup dalam setiap policy making-nya.118 

Pergeseran isu lingkungan hidup menjadi isu yang berkaitan dengan 

keamanan dapat dianalisa dengan menggunakan konsep security. Salah satunya 

adalah yang dikemukakan oleh Nazli mengenai security, bahwa security 

menunjuk pada kondisi atau perasaan aman dengan asumsi bahwa manusia 

akan selalu mencari rasa aman baik atas keinginan dan atas segala bentuk 

ancaman atau tindakan-tindakan menekan, terdeprivasi dan lain-lain.119 Selain 

itu juga seperti apa yang dikatakan oleh Peter Wallensteen tentang pemahaman 

security masa modem yang bukan hanya memfokuskan pada dimensi militer, 

tapi juga masalah lainnya seperti lingkungan hidup, ekonomi, populasi dan isu-

isu nonkonvensional lainnya.120 Wallensteen menjelaskan bahwa security 

sebagai model terdiri dari tiga elemen yaitu Core Values yang berhubungan 

118 Both, Ken & Stave Smith(ed), International Relations Theory Today,(Pennsylvania Univ. Press, 
Pennsylvania, 1995), hal. 136-151 

119 Dewitt, Op.cit, hal. 229 
120 Wallensteen, Peter (ed), Preventing Jli(l/ence Conflict: Post Record & Future ChnlangeJ~ 

(Departement of Peace & Conflict Research, Uppsala Univ.,Sweden, 1998), hal. 161 
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dengan aspek apa dan siapa yang ingin diamankan, Threats yang merupakan 

tantangan dan bahaya yang secara langsung mengancam core values dan 

Capabilities yang merujuk pada sumber dan aktor yang dapat mengatasi 

ancaman dan menciptakan keamanan. Dari pemahaman ini yang kemudian 

dihubungkan dengan penanganan masalah lingkungan hidup global, maka 

perlu kiranya mengkaji dan menempatkan security yang berhubungan dengan 

isu lingkungan hidup dalam kajian teori hubungan intemasional sebagai mana 

yang telah diungkapkan Hurell sebelumnya. Melalui kedua pemahaman 

tersebut maka ancaman terletak pada isu lingkungan hidup global terhadap 

negara berkembang, namun demikian, seperti dikatakan Chalk, Wallensteen 

juga mengatakan bahwa ancaman ini bersifat relatif dan sulit untuk 

membandingkannya, sehingga tiap negara mempunyai karakteristik tersendiri 

dalam menghadapi ancaman lingkungan hidup tersebut. Sedangkan Core 

Values terletak pada pemahaman akan ancaman lingkungan hidup terhadap 

perdagangan negara berkembang (market economy) karena perdagangan dan 

perekonomianlah yang diupayakan pengamanannya agar tetap bertahan dan 

mampu berkembang. Sedangkan Capabilities terletak pada kemampuan aktor 

dalam menghadapi dan menyelesaikan ancaman atau permasalahan tersebut. 

Dalam hal ini masalah lingkungan hidup global dalam hubungannya dengan 

perdagangan dan sebaliknya pengaruh antar keduanya telah menjadi agenda 

intemasional yang penyelesaiannya disepakati bersama secara intemasional 

karena beberapa kepentingan negara (aktor) telah bersinggungan satu sama lain 

dan lebih bersifat konfrontatif meskipun juga disisi lain bersifat kooperatif. 
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Dapat dikatakan kapabilitas ini terletak pada sistem intemasional yang 

menangani masalah ini. 

Wallensteen juga memasukkan Attitude sebagai salah satu elemen 

dalam menganalisa masalah keamanan tersebut. Attitude ini mencakup strategy 

dan goal dalam menghadapi ancaman dan menyelesaikan masalah. Dalam 

strategy, negara dalam mensikapi permasalahannya bersikap reactive dan 

proaktive. Pemilihan antara kedua sikap ini tergantung dari tingkat ancaman 

dan pemahaman akan ancaman yang dihadapi, sedangkan pada goal, 

merupakan tujuan apa dan bagaimana yang hendak dicapai dalam menanggapi 

ancaman tersebut yaitu melakukan perubahan (change) untuk mendapatkan 

pencapaian kepentingan yang lebih banyak atau sekedar untuk 

mempertahankan stabilitas internal atau ekstemal dari ancaman tersebut. 

Adanya ancaman terhadap keamanan suatu negara secara tak 

langsung pada masalah non-konvensional juga diungkapkan oleh Camilleri dan 

Buzan. Camilleri menyatakan bahwa ada hubungan antara kapabilitas ekonomi 

terhadap politik dan militer, yang kemudian memfokuskan bahwa dampak 

lingkungan hidup terhadap kebijakan ekonomi dapat berimplikasi pada 

keamanan, Karena ekonomi bukan hanya membutuhkan perkembangan 

pertanian dan industri namun juga eksploitasi dan dampaknya terhadap negara 

lain, dalam hal ini Camilleri mencontohkan kasus Spratly. 121 Demikian juga 

dengan Barry Buzan yang melihat adanya ancaman ekonomi dan ekologi yang 

mempunyai kapasitas seperti ancaman politik dan militer, sehingga menjadi 

121 Mack, Andrew & John Ravenhill(ed), Pacific Cooper/ion: Building economic and Security 
Regimes in the Asia-Pacific Region, (Allen & Unwin, ANU Printery, Australia, 1994), hal. 188-191 
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agenda dalam kajian strategis keamanan intemasional. Hal ini karena kedua isu 

tersebut bersifat dinamis sejalan dengan semakin tingginya aktivitas dan 

interaksi manusia122
• 

Pemahaman negara berkembang bahwa isu lingkungan hidup dapat 

mengancam perdagangan intemasionalnya merupakan dampak dari pengaruh 

global. Dalam hal ini lebih pada sistem perdagangan intemasional yang 

terangkum dalam peraturan WTO. Aturan dan kebijakan dalam WTO yang 

sedemikian rupa dianggap dapat menghambat pelaksanaan pembangunan 

perekonomian dan perdagangan negara berkembang, maka dapat dikatakan 

bahwa pemahaman konsepsi tentang keamanan (security) merupakan akibat 

dari ancaman dari luar. 

Dapat dikatakan, aturan, kebijakan dan mekanisme yang berlaku 

dalam rezim perdagangan intemasional ini lebih didominasi oleh kekuatan 

negara maju. Penolakan terhadap produk ekspor negara berkembang oleh 

beberapa negara maju dianggap tidak atau kurang memenuhi standar mereka 

dalam hal perlindungan lingkungan hidup. Ironisnya penolakan ini 

mendapatkan legitimasi dalam General Exception pasal XX aturan WTO. 

Apabila permasalahan ini tidak segera ditindaklanjuti secara 

multilateral, maka besar kemungkinan jumlah penolakan akan semakin besar 

dan mengakibatkan kerugian perdagangan negara berkembang. Adanya standar 

yang diterapkan oleh negara maju dan ditetapkan oleh standar intemasional 

(ISO, dalam hal ini lebih pada ISO 14000 tentang lingkungan hidup) membuat 

122 Buzan, Barry, Peoples, State and Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post
Cold War era, (Harvester Wheatsheaf, London, 1991), hal. 133 
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negara berkembang harus kembali berada dibawah hegemoni dan pengawasan 

negara maju. Karena untuk mengadopsi dan memenuhi kriteria standar tersebut 

membutuhkan ketja keras. 

Pergeseran isu lingkungan hidup yang berkaitan dengan perdagangan 

intemasional ini bisa diubah ke arab positif bagi negara berkembang. Hal ini 

kembali lagi mengenai pemahaman terhadap core values-nya. Apabila yang 

menjadi ancaman adalah market economy, dalam hal ini perdagangan 

internasional dan terindikasi terjadi penolakan terhadap produk ekspor 

(resourses based), maka harus segera dilakukan tindakan untuk mengubah 

pandangan ini. Perubahan ini dapat dilakukan dengan bersikap proaktif bagi 

negara-negara berkembang, bertindak secara multilateral untuk dapat 

mengubah kebijakan yang ada menjadi lebih menguntungkan. Selain itu negara 

harus segera melakukan tindakan internal yang berkaitan antara ekonomi 

perdagangan dan lingkungan hidup dengan menekankan pelaksanaan 

sustainable development. Suatu dasar pemikiran bahwa ketersediaan 

lingkungan hidup merupakan modal utama bagi pembangunan ekonomi, maka 

lingkungan hidup juga harus mendapatkan porsi perhatian yang sama dengan 

pembangunan ekonomi. 

B. Bagaimana hambatan atau kendala pemerintah terhadap penerapan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dalam rangka mensejahterakan 

rakyat 

1. Penerapan Asas Demokrasi Ekonomi dalam Menuju Konsep Negara 

Kesejahteraan 
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Demokrasi Ekonomi GBHN berasal dari Pasal 6 dan 7 TAP MPRS 

No.XXIII Tahun 1966 tentang Pembaruan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, 

Keuangan dan Pembangunan, yang menurut keterangan, orang-orang 

Universitas Indonesia ini ikut merumuskannya. Ketika tahun 1973 Orde Baru 

untuk pertama kalinya memiliki GBHN123 (TAP MPR No.II Tahun 1973), maka 

pengertian demokrasi ekonomi disusun dalam butir-butir, dan menjadikannya 

Demokrasi Ekonomi. Dari mempelajari butir-butir Demokrasi Ekonomi GBHN, 

baik ciri-ciri positif maupun negatifnya, jelaslah bahwa yang menjadi landasan 

bagi pelaksanaan sistem ekonomi di Indonesia adalah Pasal 33 UUD 1945, 

sebagai landasan sentral, didukung/ dilengkapi dengan Pasal 23 UUD 1945, 

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 34 UUD 1945. Kalau kita teliti ciri-ciri 

positif (1), (2) dan (3) identik dengan ketiga ayat dari Pasal 33 UUD 1945. Ciri 

positf(4) merupakan pesan Pasal23 UUD 1945. ciri positif(5) merupakan pesan 

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, sedangkan ciri positif (6) merupakan ide tentang 

hak-hak dasar manusia yang pemah tersurat dalam UUDS Pasal26 ayat (1) dan 

(3), ciri positik (7) juga berasal dari UUDS, merupakan ide tentang kebebasan-

kebebasan dasar manusia, tersurat pada Pasal 37 ayat (2), Butir terakhir, ciri 

positif(8) identik dengan Pasal34 UUD 1945. 

Dari ciri-ciri negatif yang harus dihindari, tampak bahwa butir (1) 

dan (2) erat kaitannya dengan semangat cara pandang integralistik, anti-

individualisme yang menumbuhkan liberalisme dengan free fight, serta Ma-

chtsstaat yang menumbuhkan etatisme. Butir (3) adalah pembatasan bagi 

123 GBHN kita kesemuanya (GBHN-GBHN 1973, 1978, 1983 dan 1988) menegaskan bahwa 
Demokrasi Ekonomi menjadi dasar bagi pelaksanaan pembangunan. Demokrasi Ekonomi GBHN 
ini lebih luas dari Penjelasan Pasal 33 UUD 1945; ia merangkum pula Pasal-Pasal UUD 1945 
yang lain. 
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kebebasan-kebebasan dasar man usia seperti yang tersurat pula pada Pasal 3 7 

ayat (3). Pasal 18 UUD 1945 mengenai otonomi pemerintahan daerah, 

seharusnya perlu pula dimasukkan sebagai butir dalam Demokrasi Ekonomi. 

Banyak hal yang diisyaratkan oleh Demokrasi Ekonomi GBHN agar 

dilaksanakan, beberapa diantaranya adalah: 

a. Koperasi harus dibangun menjadi sokoguru perekonomian melalui gerakan 

massal-nasional; 

b. Perekonomian (bukan hanya koperasi) harus disusun sebagai usaha bersama 

berdasarkan atas kekeluargaan, artinya kita harus mem-Pasal 33-kan semua 

bangun perusahaan lain yang berjalur KURD; 

c. Ide swastanisasi akhir-akhir ini terhadap perusahaan-perusahaan negara 

(BUMN) harus dalam artian memperkuat pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945, 

bukan untuk makin menggiatkan perekonomian yang berdasarkan KUHD; 

d. Restrukturisasi ekonomi perlu dilaksanakan untuk menghindari terjadinya 

polarisasi sosial ekonomi, (seperti telah disinggung di atas meliputi 

restrukturisasi pemilikan dan penguasaan aser ekonomi, restrukturisasi 

kekuatan ekonomi, serta restrukturisasi alokatif sumber-sumber dana dan 

daya pembangunan), baik secara langsung maupun melalui perpajakan; 

e. Segala kegiatan pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi harus 

bermuara dan memberi makna kepada kesejahteraan sosial; 

f. Monopoli, baik dalam pengertian pasaran maupun pemilikan, harus dilarang, 

kemakmuran adalah bagi semua orang dan hak milik berfungsi sosial; 
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g. Target-target utama pembangunan bukanlah pertumbuhan ekonomi semata, 

tetapi harus pula secara eksplisit menetapkan target lapangan kerja, strategi 

pemerataan dalam pertumbuhan perlu dicanangkan; 

h. Persaingan tidak saling mematikan, persaingan harus berbaju ketjasama, yaitu 

berpacu untuk saling maju melalui kerjasama, membentuk kesatuan ekonomi. 

Paradigma perekonomian Indonesia (Pasal33 UUD 1945) adalah kerjasama. 

Sejak berlakunya UUD 1945 sebenamya berlaku masa transisi dalam 

perekonomian Indonesia masa transisi ke arah restrukturisasi dan reformasi 

ekonomi ini inherent dalam UUD 1945. Misi Aturan Peralihan UUD 1945 

adalah mengalihkan, mengganti yang lama dan membuat yang baru sesuai 

dengan cita-cita UUD 1945 itu sendiri. Ada yang berpendapat agar masa 

transisi itu dipercepat. Ada pula yang setuju masa transisi dipelihara sementara 

atau dipertahankan dengan makin membatasi pertentangan dan meningkatkan 

keseimbangan dan keserasian. 

Masa transisi ini dianggap perlu keberadaannya untuk menghindakan 

sistem ekonomi KUHD berkembang ke arah liberalisme dan kapitalisme 

sebelum sistem ekonomi berdasar. Demokrasi Ekonomi terwujud. Namun ada 

pula yang menganggap pendapat-pendapat itu tidak konsekuen terhadap pesan 

konstitusi, pendapat-pendapat itu merupakan pragmatisme, bersifat tidak 

ideologis dan permisif. Mereka yang berpendapat demikian ini menuntut untuk 

lebih langsung dapat diwujudkan suatu UU Pokok Perekonomian atau pun 

suatu TAP MPR yang dapat menjawab dan menjabarkan berbagai butir-butir 
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krusial yang merupakan pesan-pesan konstitusi di dalam Demokrasi Ekonomi 

kita.t24 

Daoed Joesoefmenganggap bahwa Hukum Dagang, Hukum Perdata, 

Hukum Perdata Intemasional dan Hukum Ekonomi Intemasional, tercakup 

dalam pengertian Hukum Ekonomi, dan telah dapat ditemukan aspek-aspek 

transnasional dalam kegiatan perekonomian nasional, yaitu misalnya peraturan-

peraturan GAIT, ASEAN, IMF.125 Rochmad Soemitro, mengadakan 

pembagian luas lingkup Hukum Ekonomi Indonesia berdasarkan pada fungsi-

fungsi kegiatan ekonomi, yaitu: 126 

a. Hukum Ekonomi Produksi; 

b. Hukum Ekonomi Konsumsi; 

c. Hukum Ekonomi Distribusi dan; 

d. Hukum Ekonomi Pembangunan. 

Gerard Farjad,127 (Prancis) membedakan 2 (dua) macam Hukum 

Ekonomi, yaitu "Droit Economique" dan "Droit de l'Economie". Droit 

Economique sebagaian besar terdiri dari rapports economique yaitu hubungan-

hubungan ekonomi yang diatur dan diawasi oleh pemerintah secara resmi atau 

semi resmi. Sedangkan Droit de l'Economie adalah semua peraturan publik 

maupun perdata yang menyangkut kegiatan ekonomi pada umumnya. Parjad 

124 Sri Edi Swasono., Restrukturisasi dan Reformasi Ekonomi Menuju Keadilan Sosia/, Makalah 
Disampaikan Pada Acara Khusus di Universitas Muhammadiyah Kampus LIMSU Medan, 7 Agustus 
1989; dan pernah juga dimuat dalam Harian Analisa, 31 Agustus & 6 September 1989 

125 Ibid., hal. 4 
126 Sumantoro., Op.cit, hal. 29 
127 CFG. Sunaryati Hartono., (4)., Pengonlar Hulrum Ekonomi Bagian II tentang Hukum Ekonomi 

Indonesia dan Hukum Ekonomi !nlernasiona/, Makalah disampaikan pada Penataran Hukum 
Ekonomi, di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, tanggal 19-25 Januari 1990, Ban
dung, hal. 11, dikutip dari Gerard Parjad., Droit Economique, Press. Universitaires de France, Paris, 
1971 
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berkesimpulan, bahwa Hukum Ekonomi itu tidak terlepas dari struktur sosial, 

ekonomi bahkan ideologi, politik suatu negara. Akhimya Parjad menyatakan 

bahwa ruang lingkup Hukum Ekonomi di negara-negara sosialis berbeda 

dengan ruang lingkup Hukum Ekonomi di negara-negara yang 

perekonomiannya Liberal-Kapitalis, 128 sebab di negara kapitalis alat-alat 

produksi dimiliki dan dikuasai oleh swasta sedangkan di negara sosialis alat-

alat produksi dimiliki dan dikuasai oleh Negara. Droit de l'Economie di 

Perancis mengatur hubungan antara perusahaan dengan pemerintah dan antar 

perusahaan itu sendiri. Misalnya, peraturan dalam bentuk Hukum Administrasi 

Negara tentang pengendalian harga, hubungan buruh dengan majikan, produksi 

barang dan distribusinya, pengawasan ekspor-impor, dan perusahaan negara. 

Berdasarkan penelitian untuk menyusun inventarisasi dan 

sistematisasi peraturan-peraturan hukum di bidang ekonomi yang diadakan 

oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (Babinkumnas = BPHN) dengan 

Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, tahun 1975,129 terdapat 3 (tiga) aspek 

yang harus selalu diperhatikan dalam Hukum Ekonomi Indonesia, yaitu: 

a. Aspek pembangunan dan peningkatan self-sustainance ekonomi nasional; 

Aspek pembangunan di sini dimaksudkan sebagai perhatian pada 

peningkatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak 

hanya menekankan pada peningkatan self suntaniance saja, tetapi juga 

sekaligus memperhatikan harkat dan mertabat manusia self-esteance dan 

kebebasan individu untuk memilih barang dan/atau peketjaan yang paling 

128 Ibid., hal. 11., dikutif dari A. Mulder dan R.A.A. Duk., Schets van het Sociale Economisch Recht in 
Nederland', Tjeenk Wiliem Zwolle, 1972, hal. 42 

129 CFG Sunaryati Hartono., (2)., Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Binacipta, Bandung, 
1982, hal. 36 
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disukainya sesuai dengan kemampuan dan pendapatan masing-masing 

individu. 

b. Aspek pemerataan kesejahteraan, atau keadilan sosial. 

Y aitu semua usaha untuk membagikan hasil-hasil pembangunan 

ekonomi secara merata di antara seluruh lapisan masyarakat. Sehingga 

setiap warga negara itu akan dapat menikmati basil pembangunan ekonomi 

tersebut secara layak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. 

c. Aspek Intemasional. 

Di samping aspek-aspek nasional, Hukum Ekonomi tidak dapat 

melepaskan diri dari pengaruh aspek-aspek Intemasional. 

Seperti perjanjian ketja sama ekonomi antara Indonesia dengan 

negara-negara asing, atau masalah bantuan luar negeri dengan negara asing 

dan atau organisasi Intemasional, masalah penaman modal asing, dan lain 

lain. Selain itu adanya beberapa konvensi Intemasional tentang masalah

masalah ekonomi intemasional, petjanjian-perjanjian multilateral seperti 

GATT dan lain sebagainya, juga mempengaruhi perekonomian dan hukum 

ekonomi Indonesia apalagi pemerintah Indonesia telah meratifikasi 

konvensi-konvensi tersebut. 

Georg Eeler, di Jerman pada mulanya mendapat kesulitan dan 

keragu-raguan dikalangan pakar hukum untuk menerima Hukum Ekonomi 

atau "Wirtschaftsrecht" sebagai suatu bidang hukum yang baru. Justus 

Hedemann, berpendapat bahwa pengertian Wirtschaftrecht timbul sebagai 

akibat pandangan modem dalam ilmu hukum. Krause mengemukakan 

verzameltheorie yaitu bahwa Wirtschaftsrecht adalah suatu nama kumpulan 
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(verzamelnaam) untuk semua kaidah hukum baru di bidang ekonomi. Hug 

Geldscmidt melihat Wirtscaflsrecht sebagai cara baru bidang hukum dalam 

mengatur hubungan antara pengusaha dengan perusahaan. Wirtschafsrecht 

itu dilihatnya sebagai bidang hukum yang menyusup dan mengubah disiplin 

hukum yang lain terutama dalam bidang Hukum Administasi Negara, 

Hukum Perburuhan, Hukum Pajak dan Hukum Dagang. HUG melihat 

bahwa perubahan tersebut terjadi karena timbulnya perubahan pandangan 

dalam bidang ekonomi, yaitu perubahan dari falsafah ekonomi yang terarah 

oleh berbagai tindakan pemerintah. 

Sekalipun pendapat Hug Goldschmid dan Georg Erler tersebut 

belum dapat diterima sepenuhnya, akan tetapi mereka telah mengemukakan 

unsur-unsur penting dalam luas lingkup Hukum Ekonomi yang 

membedakan dari Hukum Administrasi Negara di satu pihak dan Hukum 

Dagang di lain pihak.130 Unsur-unsur tersebut adalah: 

a. Bahwa tujuan ekonomi sudah ditentukan terlebih dahulu; 

b. Bahwa tujuan ekonomi secara sadar dikejar dan diusahakan oleh 

pemerintah yang sengaja dibentuk untuk maksud itu; 

c. Bahwa pemerintah mengusahakan untuk mencapai struktur ekonomi 

yang menjadi tujuan negara dengan jalan mengadakan dorongan, insentif 

dan sarana maupun hambatan-hambatan atau larangan. 

Timbul perbedaan antara Wirtschsflsrecht dan Verwaltungsrecht, 

sebab yang disebutkan dalam No.3 tidak bertujuan untuk menciptakan 

130 ,-.,T:'r" ~-·-~-··~"-! TT .... -'"~-.- (")'\ A- ~!4 L.-1 L: ..l!l.-.. f-!- ..1 ... -! r'~,..-- .... T:'-1.-- 11, .. ~.-·...1- .. ~LI ....... ~ J..,~ 
'--'1 '-..Jo UUIIUI)U.l.l 11(41 ... V11Vo) \,..Jj•) '-.JtJoVII.o) IIUio Vo) UII'\.L..U,Ip 'UU.II VVV1fS'-' L-111 ..... 1 ~IUif.WYIVUf.'"'lllt.- W. .... o,) 

lnternationalen Wirtschaftrechts", Verleg Otto Schwartz Goettingen, 1956 
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struktur ekonomi tertentu, akan tetapi mempunyai tujuan ketertiban dan 

keamanan, kelancaran administrasi dan sebagainya. Atas penjelasan di atas 

Hukum Ekonomi Indonesia dibagi menjadi dua (2) bagian, yang satu sama 

lain sating berkaitan, yaitu: 

a. Hukum Ekonomi Pembangunan; 

b. Hukum Ekonomi Sosial. 

Dari pembagian di atas maka Hukum Ekonomi Pembangunan 

Indonesia lebih menonjolkan peranan pemerintah sebagai unsur pembaharu dan 

pemberi arab kepada pembangunan ekonomi, sedangk:an dalam Hukum 

Ekonomi Sosial ditekankan kepada pembagian pendapatan nasional secara adil 

dan merata, memelihara dan meningk:atkan martabat kemanusiaan manusia 

Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi itu. 

2. Memperkuat Usaha Kecil dalam Penerapan Konsep Negara 

Kesejahteraan 

Pada saat kita melihat etika bisnis sudah semakin ditingkatkan 

seperti sekarang ini, maka norma yang lebih memaksa perlu segera dibuat. 

Kontrol yang kuat harus dilaksanakan guna mencegah keserakahan sebagian 

pengusaha ekonomi kuat. Tindakan mereka yang hila dilihat dari sisi semangat 

Pasal 33 UUD 1945 telah merupakan penyimpangan. Keadaan dan kenyataan ini 

sudah banyak disadari oleh para pakar ekonomi, pemerintah, maupun para 

pengusaha itu sendiri. Salah satu usulan guna mengatasi ketimpangan tersebut, 

adalah melalui rekayasa hukum berupa pembuatan undang-undang baru dalam 

bidang perekonomian. 
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Pembinaan pengusaha kecil harus segera ditangani melalui suatu 

cara yang tepat diantaranya dengan pembentukan undang-undang dengan tujuan 

agar konsep pembinaan dan sasaran memperkuat struktur ekonomi pengusaha 

kecil untuk jangka panjangnya itu memiliki kekuatan hukum. Dalam undang-

undang tersebut diharapkan menjabarkan semua hal tentang sisi pengusaha kecil 

dan lemah. Di samping itu dalam jangka yang lebih panjang lagi adalah 

melakukan pembatasan sektor yang bisa dimasuki oleh pengusaha besar. Dengan 

demikian dalam merealisasikan rekayasa hukum tersebut kita sangat 

membutuhkan banyak perundang-undangan untuk dibuat tetapi paling tidak untuk 

saat ini kita sangat membutuhkan UU Monopoli, UU Perlindungan Pengusaha 

Kecil dan UU Perlindungan Konsumen. "Memang kita rasakan sudah 

waktunyalah perlindungan usaha kecil dilaksanakan bukan saja dalam bentuk 

imbauan melainkan sudah harus dalam bentuk penataan hukum yang bisa 

mengikat semua pihak."131 

Undang-undang dimaksud pada dasarnya diperlukan guna mem-

perluas kesempatan berusaha, kesempatan kerja juga sebagai bagian dalam upaya 

pemerataan pembangunan, dan hasil-hasilnya. Hal itu akan tercapai apabila terjadi 

perbaikan keseimbangan ekonomi antara pengusaha ekonomi lemah dengan 

pengusaha kuat, sehingga terbentuk sistem perekonomian yang sepenuhnya 

beroreantasi kepada kepentingan rakyat yang lebih besar dengan mencegah 

kecenderungan monopoli. Malahan secara luas berpendapat bahwa, perlindungan 

pengusaha golongan lemah lewat peraturan perundang-undangan, bukan cuma 

131 Muhammad Djumhana., Hukum Elronomi Sosial Indonesia, Cet.l, Citra Aditya Bakti, Bandung, 
1994, hlm. 225 
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perlu untuk mencegah kecendrungan monopoli atau oligopoli yang merugikan 

pengusaha kecil tapi juga dalam menyiapkan diri menghadapi mekanisme pasar 

bebas.132 

UU Perlindungan Pengusaha Kecil ini bukan dimaksudkan untuk 

memanjakan pengusaha kecil. Peraturan ini hanya dapat diharapkan sebagai 

sarana kekuatan pengimbang untuk mencegah tetjadinya konsentrasi kekuatan 

ekonomi di tangan beberapa konglomerat saja. Selainnya bisa dimaksud untuk 

memb~rikan iklim kepastian dan ketertiban hukum dalam seluruh sektor dunia 

usaha secara keseluruhan. Jadi UU ini diharapkan benar-benar menjadi pengayom 

bagi pengusaha kecil, serta memberi rasa aman dan tentram sehingga menjadi 

dorongan kreativitas dan partisipasi pengusaha kecil dalam pembangunan 

ekonomi yang sehat dan dinamis.Penjelasan Undang-Undang No.9 Tahun 1995 

tentang Usaha Kecil. 

Sektor dunia usaha kecil tidaklah sesederhana namanya, masalahnya 

tetaplah kompleks dengan demikian penanganannya tidak bisa secara sepintas lalu 

saja. Keadaan demikian membawa konsekuensi pengaturannya haruslah 

menyeluruh tidak sepotong-potong. Maka wajarlah hila ada pakar hukum yang 

berpendapat bahwa perlindungan pengusaha kecil tidak bisa dimuat dalam satu 

perundang-undangan saja. Kita dengan demikian perlu memakai bentuk umbrella 

provision, yaitu maksudnya bahwa UU Perlindungan Pengusaha Kecil tersebut, 

dapat menjadi ketentuan hukum yang menaungi bagi kekuatan hukum yang 

berkenaan dengan masalah perlindungan dan pembinaan pengusaha kecil, baik 

yang sudah ada sebelumnya maupun yang akan dibuat kemudian. Usaha Kecil 

132 Ibid., him. 226 
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yang merupakan bagian integral dunia usaha nasional mempunyai kedudukan, 

potensi, dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan 

Pembangunan Nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada 

khususnya. 

Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas 

lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat 

dapat berperan dalam proses pemerataaiJ.. d~t1. p~nitlgk.at(ln p~n<l~p~t(ltll1l~syarakat, 

serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan 

s~bilita:s n~s.io:n,~l p~ti~ UJtll11t1nya ~~n stahilit~s ekonomi p~{}~ }(hus1JSJ1)'~. 

Kenyataan menunjukkan bahwa Usaha Kecil masih belum dapat mewujudkan 

~el1l~P1lAA dM p~raJ1allllYlcl. s~c~. optimal dill~ p~r~k,Ot191llilltl nllsj<,>nlll hill. it1) 

disebabkan oleh kenyataan bahwa Usaha Kecil masih menghadapi berbagai 

h~mb.~tlln d~n ~~nAAl~ b~i~ y@g bersif~t ~~~ert1~l m~\lp:un mtert1~l, Ml~ bid~ng 

produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan 

t~f9t<,>l<,>gi, s~rta iklim uSilbll. yang b~lt11llt1l~n<iuktmg hllgi p~rkeml:>Mg8.1lnYa. 

Pemberdayaan Usaha Kecil berdasarkan UU No. 9 Tahun 1995 

dUaku.~n melall1i: 

a. Penumbuhan iklim usaha yang mendukung bagi pengembangan Usaha Kecil; 

b, Pembitt~ dat1 P~t1gembaJ1gat1. U Sllbll. K;~cil s~rta k~mj~. u~ba, 

Dalam upaya meningkatkan kesempatan dan kemampuan Usaha 

KecU, tel~h d~~elu~rlqtn berbag~i ~ebijaksanaan oleh J;>em.eri11ta:h tenta,ng 

pencadangan usaha, pendanaan dan pembinaan, tetapi belum berhasil 

s~bllglcljmaJ1a dibat:lclPKlc\0 1\@r~na ~llJIJ). a<;iaoylcl k~Pil~~iat1. l:rLakulll. y®g l1l~t:UPilK8.11 

perlindungan bagi Usaha Kecil dan dipatuhi oleh semua pihak.Menurut peraturan 
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p~111,n9a,n.g-t~,Q9@ga.n ya.Qg berla,lw, ya.i.tl1 {JU No.9 Ta.Itt~,ll 1995, rn~nyebut.{(a,n 

bahwa sebenamya usaha kecil yang perlu mendapat perhatian dalam pembinaan 

da.11 P~mberia.11. ~di~ s~su.a.i d~nga11 P~lll.btibllS@ ini. a$.lal1. Ylil1g lll~lll.lillg l?~na.r:-

benar sebagai usaha kecil. 

U11tt1k lt~ll ya,ng 9em.i.{(ia.ll m.a.ka. p~rlt~, 9ip~rlta.tika,Q lqit~ria, t~,sa,h_a 

kecil yang mendapat pembinaan tersebut haruslah perusahaan perorangan atau 

ba.c:4tll us@a. ya11g t~la.l1. m~la.kuka11. ~egia.tap/USI:lltli. yang lll~ll1Pl111YI:l.i 

penjualanlomzet per tahun setinggi-tinggi Rp 600 juta atau omzet aktiva setinggi-

tingginya. Rp 6.00 jt~,ta, (di lt~,a,r ta.Qa.h da11 bangun.an. C911t9h p~rt~,SM3,a,l.1-

perusahaan kecil tersebut dari segi bentuk badan usahanya bisa berbentuk Firma, 

C\:', Pr <.llill :g,o~rru.;j, s~m~nt:ar:a ~a.la.u. <.l_ip~rha.~iklil1. <.lliti benwk us@a. ~ror:a11glill 

bisa berupa pengrajin/industri rumah tangga, petani, petemak, nelayan, perambah 

hu.{(tl,m., penarnbang, P.~dagang ba.ra,ng dan ja.~ d.a.n. s.~bagainya,. S~bingga, c;i_~nga,n 

adanya kriteria tersebut jelas kelihatan bahwa tidak semua usaha dapat 

dika.~gorik.a.n. s~l;Jaga.i. u8Ma.. ~~9il ya11g <.la.pa.t. m.~m.~rol.~b l;Jantulill. <.la.r:i 

Perusahaan Negara (Persero) dalam bentuk binaan dan kemitraan. 

S~s.udM P.~ny~ra.ha.n. .{(~.{(tl,a,s_a,a,n Pr~s_id~n dad S.9~ha.rto k~pa:da. B_J 

Habibie, penyampaian aspirasi-aspirasi semakin gencar. Terakhir munculnya 

sua.ra.~sulifli pedll. <.lia<.llika.n Si<.llillg lstirn.ewa MJ>R, ~d.ll <.lia<.llika.n sec~PiiWYii. 

pemilihan umum yang didahului dengan pembuatan perangkat undang-undangnya 

di s_amp.ing sedang ramai juga. dibica.raka.n p~mbentukan parta,i-pa.rta.i ba.rn. 

Bahkan terakhir muncul suara perlu dilakukan penyempumaan kabinet dan 

setentsnya. dan set.entsn.ya.. Tenw. aspirasi~a.spira.si i.ni labb: dati SJJat\1. pem.ikiran. 

untuk melaksanakan reformasi menyeluruh secepat-cepatnya. Menurut hemat 
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P~1111Us, s~m11a aspirasi :xan.g m~n11j11 k~paga pembaharuan memang agalah perlu.. 

tetapi tidak dapat disangkal bahwa kini makin mendesak perlunya diprioritaskan 

<hd11 liJJ.tuk menwn11b..i. ~eb11~ub~n. bic,h,tp r~ya~ ~~~il. S~s1l_aj_ p~ngamatan p~n111is. 

yang didukung suara-suara yang muncul di pasar-pasar, dipusat-pusat pemukiman 

rak:xat, yan.g dis.11araka11 oleb rakyat agalah "p~n.11bilab kebutuhan bigup kami, 

turunkanlah harga-harga sembako dan obat-obatan, ciptakanlah lapangan

lapMgan. ~erJa". M~r:~~a SJJ~lt. lll1llaj_ m~nyu~~an ~eJ~Il~~ll,lll ~en~. yang 

semakin gencar diperjuangkan adalah masalah-masalah politik. Mereka tidak 

men.gingk.ari pentin_gnya p_emecaban. is.u-is.u politik karena akan. memberikan. dasar 

yang kukuh untuk terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang baru secara 

Jan~a. pl,l11jang. '(et;api ndcya~ m~111.i11m diptiorit:askallj\lga pemenuhan. ~ebJJWltl,l11. 

hidupnya yang paling pokok, seperti beras, minyak goreng, obat-obatan dan 

s.ebagainya.Seka.rang rak:xat merin.tili dan. memohon agar pemrin.tab dan 

pemimpin-pemimpin memfokuskan untuk memikirkan lebih dahulu penyediaan 

b~b~ll. ~ebut~,thl,l11. pokok sehad.-hMi d~llgall hMga_ ter.iangkau. 

Mereka meminta juga agar obat-obatan termasuk pelayanan 

kes.ehatan yang s.angat dibuJuhkan rak:xat diturunkan barganya. Selanjutnya 

memohonkan agar masyarakat kecil yang kini makin banyak menaggur karena di 

J>l:IK, d.ipri.oritaskan pemecahaonya ya.iw. d.i~arik~d.i~iptakan lapangan. kerja_ ban~. 

bagi mereka. Apalah artinya pembaharuan/reformasi yang akan dibuat ini kalau 

terlalu lama menunggu datan.gnya keadaan yang dapat men.olong kehidupan. 

rakyat. Penuhilah dulu kebutuhan pokok rakyat sehari-hari. Dunia pendidikan 

j1,1ga. bertambah. l~su akibat pelldapatan rakyat m.akin. sulit, Jlenulis. khawatir, 

apabila tidak memfokuskan perhatian kepada perbaikan kehidupan rakyat sehari-
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b~ti~ dan seb~Uiqty~ pm-~ pemhnpJn s_epert~ d~p-~t dill.~C~ mel~l~i_ medi~ m~ss~ 

maupun tayangan televisi lebih banyak membicarakan masalah-masalah politik, 

1\epercay~n- masyaraka~ ~,tl\@_ hj_hmg terl:t_~,t_dliP pemerintah~n c;bm._ pemimpin_

pemimpinnya. Dan kalau hal ini terjadi dapat menimbulkan gejolak-gejolak baru 

y~ng ~kan menhnp~ sel~rnb T~n~b ~\r. Pen~Us_ mengat~b.n dem\ki~n k~ren_~ 

semua hal bisa ditangguhan tetapi masalah perut rakyat tidak dapat ditangguhkan. 

K,al_1,1_ r~_yat s~_d,~,tb tedal_l,l_ l~,tm_li nwnderita dan_ sebagi_l:l_nnya_ baoyl:lk y@g s~dab_ 

makan siang tidak makan malam, tidak mampu lagi membiayai pengobatan yang 

s_udab tinggi, s_emen~ra banyak b_ayi-b_ayi yang s_ud~b menderi~ s_akit k~ren_~ 

orang tuanya tidak mampu membeli susu yang harganya membumbung, maka 

tid_l:lk ped1,1 kita her@_ bl.ll_ s~am_ w~ l:lka_n terjad_i gejolak sosl~,tl y@g lebih 

hebat lagi. Peristiwa 14 Mei dimana terjadi penjarahan dan pembakaran (termasuk 

telah terbakamya s_ejumlah manus_ia}_ adalah s_an_gat memilu_kan dan sek~Hgus_ 

peringatan betapa mendesaknya pemerintah bersama-sama tokoh-tokoh 

m_asyar~t (tenn_a_s~ abli-ahli d_a_n_ praktisl ekonm.:n i)~_ntuk memikirbn d_enga_n_ 

diikuti tindakan nyata untuk segera mengatasi krisi ekonomi yang sampai kini 

belum dapat teratasi. yang dipertanyakan masyarakat s_ehubun_gan den_gan ~ngg~l 

14 Mei ialah mengapa pada waktu terjadinya peristiwa yang menyedihkan itu 

jM@g sebli_ aparat keam.anan. yang m.ela_kukan. pencegaban. Penanggungja_wab 

keamanan perlu sekali menjelaskan hal ini untuk mencegah masyarakat tidak 

terlalu lama b.ertanya-tan_ya. 

Berbicara kembali untuk mengatasi krisi ekonomi~ sekiranya 

dibuthkan parti_sjpasi pengusah.a-pengusaha ku.at, maka_ h.en.daklah_ pengusa.ha:

pengusaha itu jangan menunggu waktu lagi.Buktikanlah bahwa saudara-saudara 
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s_~ka,Han senas_ib s~p~nanggungan d~ngan ralcyat kita yang s~dang dihtnd~ 

kesulitan hidup. Selain itu pemerintah perlu mempercepat usaha pengembalian 

k~k~y~n. n_egar~ y@g di_ambil seca.ra_ tidak sab. ol.eb okn.um-oknJJn:t. pej~bat d@_ 

pengusaha selama tiga puluh tahun lebih menjadikan Republik ini sebagai sapi 

p~rahan. Termas_uk mantan Presid~n So~harto p_edu mempertanggungiawabkan 

dan mengembalikan kekayaan negara sekiranya terbukti dia telah mengambilnya 

secar~ ti.d_ak sah .. SJ,Jd_~ tenw. seg~.l!:l sesuatunya diselesa.ik~n. mel~luij~lJJr h.ukwn. 

agar dapat dicapai keadilan yang objektif. Kalau usaha pengembalian aset negara 

ini berhas.il, pas_ti bis_a dimanfaatkan ju_ga untuk men_gatas_i kris.is ekonomi, 

khususnya memperbaiki tarafhidup rakyat133
• 

a. Alte.-na.tif Un.tuk Pengemba.ngan. Koperasi/UKM Melalu.i S.is_tem Sub. 

Contracting 

Pemberian kes.empatan yang terb:uka bagi kop_erasi/UKM untuk 

mengembangkan bisnis koperasi dapat di antisipasi dengan menciptakan 

pa_rtisipasi koperasi dalatn_ pero_sah.~_n_ besar, yang diarahk;ao JJnwk 

memperkuat kemampuan koperasi dalam dunia bisnis. Penekanan antisipasi 

ters.ebut dilakukan dengan jalan kerja s.ama dalam bidang usaha melalui 

keterkaitan bisnis antara perusahaan besar dan koperasi/UKM dan dilakukan 

secara. efisien.. Antisipasi ters.ebut akan. m.enciptakan_ pangsa pasar bagi 

koperasi/UKM, sekaligus dapat menjamin kontinuitas usaha koperasi/UKM. 

Keadaan demikian akan menjadi upaya penyelesaian masalah pengemb.angan 

koperasi dalam bidang bisnis. Dan pengembangan bisnis koperasi tersebut akan 

133 Baharuddin Lopa., (Sekretaris Jenderal Komnas HAM)., Penuhi Dahulu Kebutuhan Hidup Rakyot 
Kecil, Kompas, Senin, tanggal13 Juli 1989 
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menjamin terwujudnya pola pemerataan dengan diikut\ oleh pertumbuhall 

ekonomi atau re-distribution with growth. 

Stta.tegi penetapan pengembanga.n u.saba p_ol.a. keted<ai.ta.n. bi.snis. 

dengan koperasi/UKM perusahaan besar tersebut, perlu di dukung dengan 

perencanaan yang memungk\nkan p_erusahaan b.es.ar dan koperas.i s.ecara 

bersama-sama mempunyai persepsi untuk sating menguntungkan dalam 

k.eterk;aitan. usa.ba. tersebut. Dalam h.al i.n.i. pero.sa.haan swasta da.n. koperasi. baro.s. 

mendasarkan keterkaitan usaha yang didasarkan kepada division of labour ke 

arah yang s.aling menguntungkan kedua b.elah p.ihak. Dengan kata lain, 

keterkaitan bisnis itu merupakan suatu keterkaitan bisnis yang dilakukan atas 

p.ertimbangan-pertimbangan. bi.snls. yang ra.si.on.al., betdasatkan. keterkaitan 

bisnis yang semata-mata bersifat fungsional, yang bertujuan mengejar 

kep.entingan bers.ama antara perusahaan s.was.ta dan koperas.i. Untuk itu 

keterkaitan bisnis ini, sangat efektif untuk mendorong kemajuan atau 

peningka.tan. jadnga.n u.saha (bisn.is) koperas.i/UKM, karena koperasj/UKM 

yang ada umumnya mempunyai kategori jaringan usaha tidak dapat dilepaskan 

perkembangannya dari perusahaan besar yang mempunyai us.aha bes.ar. Dalam 

hal-hal tertentu terdapat kecendrungan interdependensi antara berbagai bidang 

u.saha kecil dan usaba besar. 

Dilihat dari sudut lain, pertumbuhan yang penting atau menonjol dari 

ko.p.erasi!UKM seb.agai usaha keen merupakan s.uatu gejala peralihan atau 

antara yang menghubungkan suatu tahap perkembangan ekonomi. Pada saat ini 

tel.ah. dilalu.i, pasar-pasar akan. meluas. dan hal ini akan memungkinkan 

mengambil kemajuan skala produksi ekonomi. Dalam rangka penerapan 
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keterkaitan bisnis antara pernsabaan besar dan koperasi/UKM, m~!l 

perusahaan besar perlu memotong jalinan kebelakang (beckward linkages), 

a_tas_ :faktor produksj dan seb;1ga,i gan.tinya peru_sahaan s:wasta m_em_percay~a)l 

kepada koperasi!UKM sebagai pemasok atas faktor produksi tersebut. 

Pada umumnya jaUnan s\llnb~r daya s_ampai basil produksi akhir 

dipegang oleh perusahaan besar. Jika perusahaan besar itu memotong kaitan ke 

belakaog (dad pemasok sum_~r daya_ sat:npai sebelum proses produksi). d_an_ 

lebih mengkonsentrasikan hanya pada jalinan ke depan (forward linkages), 

terutama bagi industri ekspor, jelas_ tindakan ini akan sangat menguntungka.n 

bagi perkembangan koperasi!UKM. Kaitan binsis seperti ini lebih menjamin 

perkembangan koperasj/UKM. 

Kajian yang ditekankan dalam penerapan keterkaitan bisnis tersebut 

adalah melalui bentuk sisitem s_ub.-co.ntracting. Karena sistem inilah yang akan 

lebih efisien dalam upaya pengembangan bisnis koperasi!UKM. Pilihan 

terhadap_ keterkaitan bisn.is tersebu_t didasari_ atas. tend.ensi bahwa perusahaan 

besar di dunia sekarang ini tidak lagi memproduksi seluruh bagian-bagian 

(komp.onen-komponen) sampai ke p.erakitan akhir, tetapi telah lebih mengarah 

kepada praktek sistem sub-contracting dengan usaha industri kecil. Hal ini 

ad_alah disebabkan. suatu pertimbangan. babwa memperod.uksi send.iri terhadap. 

bagian sampai keperakitan akhir ini tidak lagi kompetitif. 

Praktek sistem s_ub.-contracting antara perusahaan besar sebagai 

perusahaan induk dengan perusahaan kecil sebagai pemasok atau 

subkootraktor, dinilai lebih kompetitif, disebabkan d_apat menekan ongkos_ d_an 

menghindarkan ketidak efisienan produksi. Keterkaitan bisnis antara 
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perusahaan bes_ar dan kop_eras.i!UKM yang dUaks.anakan dalam bentuk s_istem 

sub-contracting, akan menciptakan kedudukan koperasi!UKM sebagai sub

~ontraktor dan_ dapat b_erperan_ sebag~i penu_nj_ang p_enting dati p_eru_sahaan_ b_esa.r 

sebagai perusahaan induk (perakit), terutama sebagai pemasok (supplier) 

berbagai komponen dan barang s_etengah jadi (intermediate inputs) lainnya, 

yang diperlukan perusahaan induk (perakit). Dengan perkataan lain, praktek 

sistem s_ub.-co_n_tra_cting akan. memba.ntu p_ara pema_sok d.an. d.i p_ihak lain. a.kan. 

membantu perusahaan induk (perakit) mengurangi biaya-biaya persediaan 

(inventory cos.t) dan biaya-biaya tambahan karena pekerjaan ulang (rework). 

Alasan di atas ini menyebabkan praktek sistem sub-contracting 

an.tara perusahaan ind.uk (perakit} dan. perusabaan kecil menj_adi bertatnbab. 

pesat. Apabila keterkaitan bisnis antara perusahaan swasta dan koperasi 

diterapkan dalam bentuk sistem sub-contracting s.ebagaimana diuraikan diatas 

tersebut, maka koperasi!UKM akan mempunyai mekanisme kerja dengan 

kedudukan strategi.s. dalam bidang usaha (bisnis)~ dan sebaliknya koperasi tidak 

hanya sebagai komplementer dalam hubungannya dengan perusahaan swasta. 

Cara-cara kerja itu, juga akan mel\iadikan hubungan p_erus_ahaan swasta dan 

koperasi!UKM mempunyai hubungan bisnis yang seimbang (equal 

partnershjps) ata.u. hubungan bisnis. yang timbal batik (mum.al par.tn.ership). 

Selanjutnya koperasi!UKM akan merasakan dirinya sebagai yang 

berkepentingan (stakeholders) dalam p.erusahaan besar tersebut. 

Pembuatan kontrak kerjasama antara perusahaan besar dan 

koperasi/UKM untuk melakukan keterkaitan bisnis. dalam bentuk sistem s.ub:

contracting tersebut, perlu diperhatikan apa yang menjadi parameter-parameter 
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untuk kontrak yang akan me.landas.i praktek sis.tem s.ub-co.ntra+ling, agar dapat 

berjalan secara efektif. Oleh karena, kenyataannya kontrak yang melandasi 

praktek sistem. sub-(xJ.n.tra_ctin.g yang bedangsu.ng selam.a i.n.i., di. sam.ping telab. 

dilaksanakan secara berlanjut. Di lain pihak, kontrak tersebut sering tidak 

memuat secara terp.erinci dan jelas. apa yang di maks.d oleh para pihak dan 

tidak mencantumkan hal-hal yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kontrak 

itu. serta bagaimaoa cara peoyelesa.iannya. S.eh.u.bungan. d.eogan kea.d.aan. 

kontrak yang melandasi praktek sistem sub-contracting di atas, maka kontrak 

yang melandas.i p.rnktek sub-contracting antara pems.ahaan besar dan 

koperasi/UKM hams didahului dengaan pemndingan. Dalam hal ini 

peru.sah.aan swa.sta dan kopera.si itu. berunding mengen.ai persetuj.uan. 

pelaksanaan kontrak tersebut. 

Penekanan yang perlu dip.erhatikan dalam p.erset\ijuan p.elaksanaan 

kontrak yang melandasi praktek sub-contracting ini adalah pengaturan 

persyaratan secara terperinci mengenai harga, j.umlah, mu~ batas. tanggal 

penyerahan, syarat-syarat kredit, dan setemsnya mengenai pelaksanaan tugas 

pemas.o.k. Dan jika ada s.ituas.i yang mensyaratkan perub.ahan terhadap yang 

telah disepakati, maka persetujuan dlam kontrak itu hams dirundingkan. 

D_engan ini kontrak keJj.as.ama antara peru.sahaan swasta dan koperasillJKM 

untuk melakukan keterkaitan bisnis dalam bentuk sistem sub-contracting 

melalui pemilikan s.aham p.erus.ahaan b.es.ar o.leh ko.peras.i/UKM, p.erlu 

menekankan persetujuannya terhadap parameter-parameter di atas ini, agar 

praktek sistem sub contracting itu. d.apat berlangsung s_ecara efektif. 
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b. Us.aha Kedl dan Kemitraa~ 

Pemerintah memenuhi janjinya membuat dan memberlakukan 

k.ebijakan yang mewajibkao pengusah.a besa.r dan p_eogusaha meneogah 

bermitra dengan Usaha Kecil (UK) dalam pelaksanaan kegiatan tertentu. 

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP)_ Nomor 44 tahun 

1997 tentang Kimitraan. PP yang terdiri dari 7 BAB dan 30 Pasal itu 

diund_aogkan p_ada 17 No.vember 1997 lalu_. Kegiatan terteo_tu_ itu_ meliputi 

pengadaan barang dan jasa untuk keperluan pemerintah, pemusatan usaha, 

dan kegiatan yang mendapatkan fasilitas_ khus_us yang ditetapkan 

pemerintah. Menurut PP itu, usaha besar atau usaha kemitraan dengan usaha 

k.ecil berkewajiban untuk memberikan informasi peluaog kemitraan dan 

informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan, menunjuk 

p_enanggung jawab kemitraan, mentaati dan melaksanakan ketentuan yang 

telah diatur dalam perjanjian kemitraan serta pembinaan kepada mitranya. 

S_ementara u.saha kecil yang bermitra berkewajiban untuk 

meningkatkan kemampuan manejemen dan kinerja usaha secara berke

la{\jutan. Dengan demikian lebih mampu melaksanakan kemitraan dan 

memanfaatkan dengan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan 

bantuan yang diberikan peogusaha besar dan menengah. Peogeluaran dalam 

rangka pembinaan dan pengembangan kemitraan, menurut PP itu, 

dip.erhitungkan s.ebagai biaya yang dapat dikurangkan dari p.enghasilan 

bruto dalam rangka penentuan besamya Penghasilan Kena Pajak bagi usaha 

besar atau meneogah yang bersangkutan. Usaha besar, menengah dan kecil 

yang melaksanakan kemitraan wajib mencegah gagalnya kemitraan, 
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memberi informas.i tentang pelaks.anaannya. kepada Menteri Teknisi dan 

Menkop & PPK dan meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan134
• 

PP i.tu. juga m.enyeb.u.tkan pem.bentu.kan lem.baga ko.ordinasi 

kemitraan usaha nasional yang dipimpin oleh Menteri Koperasi & PPK. 

Lembaga itu terdiri dari uns.ur ins.tans.i pemerintah, dunia us.aha, Perguruan 

Tinggi dan tokoh masyarakat. Untuk kemitraan yang berlangsung dalam 

I.'a.ngka sub kontra.k sengan m.em.prod.uks.i b.axang atau jasa, maka usaha besar 

atau menengah dapat memberi bantuan berupa kesempatan mengerjak.an 

sebagian produksi atau komponen dan kes.empatan yang s.eluas.-luas.nya 

untuk memperoleh bahan baku. Mereka juga dapat memberikan bimbingan 

dan kemampuan teknis. prod.uksi atau. man.ajemen. penguasa.an teknologi 

serta pembiayaan. Untuk. pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang 

dip.erlukan usaha b.esar atau menengah dalam kegiatan p.erdagangan pada 

umumnya harus mengutamakan pengadaan basil produksi usaha kecil 

dengan cara langsung dan terbuka. 

Pemerintah juga mengatur pembayaran atas penyerahan barang . 
atau jasa oleh usaha kecil ke us.aha bes.ar yang pada dasamya dilakukan 

dengan cara tunai. Meski demikian, dalam penjelasan PP itu disebutkan 

pembayaran dengan cara kred.it juga d.imungkinkan sepanjang ada alasa-

alasan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak. merugikan usaha 

kecil serta memperhitungkan b.iaya res.iko dan bunga untuk usaha kecil. 

Usaha kecil, menengah dan usaha besar yang telah sepakat bermitra 

memb.uat perjanjian tertulis. berupa ak.ta dibawah. tangan atau ak.ta notaris. 

134 Bisnis Indonesia, 29 Nopember 1997 
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dalam Bahasa Indones.ia dan atau bahas.a yang dis.epakati dan terhadapny~ 

berlaku hukum Indonesia. 

A S .. ad.135 k PP K . . nwar- UpR-J -1 menegas an - - tentang em1traan 1tu 

dimaksudkan memperkuat Undang-Undang No.9 tahun 1995 tentang Usaha 

Kecil. Maksudnya agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan 

~erhadap slstem kemitraa.n yang sudah berjalan. Pero.b.entu.kan. PP untu.k 

perlindungan usaha kecil itu dibuat guna mengatur cara kemitraan yang baik 

sekaligus mendorong UK memacu us.aha. Kehadiran PP itu, diharap_kan 

dapat menghindari kasus-kasus kecurangan dalam kemitraan antara lain 

pada proyek pengadaan barang. Misal, p_engadaan barang pemerintah yang 

seharusnya dikelola pengusaha kecil namun dalam praktek dikerjakan 

perusahaan b.esar yang dalam lap.orannya mengaku sebagai pengusaha kecil. 

Kasus-kasus seperti inilah yang diupayakan tak terjadi dengan 

mengeluarkan PP tersendiri. Dengan demikian hubungan kemitraan antara 

BUMN dengan pengusaha kecil dapat berjalan dengan lancar. 

Pelaks.anaan program p.emb.inaan BUMN ke usaha kecil dan 

koperasi dalam prakteknya masih banyak menghadapi banyak kendala. 

Kendala itu, misal masfu ad.a BUMN Pusat yang b.elum mendelegasikan 

wewenang sepenuhnya ke BUMN daerah untuk menetapkan persetujuan 

atau penolakan pemberian bantuan kepada mitra b.inaan. Juga terdapat 

BUMN yang rnernasyarakatkan calon rnitra binaan untuk menyediakan 

j~ninan/agunan, s_ementara ko.ordinasi dengan instansi terkait belum 

berjalan. Selain itu rnasih ada BUMN pembina yang mencari calon mitra 

135 Diljen Pembinaan Pengusaha Kecil Depkop & PPK, Mantan Dirut Perumka 
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b.inaan s.e.cara langs.ung namun tak melapor ke forum kordinas.i daerah Tk ~ 

dan II. Forum Koordinasi Tk I dan Tk II sulit berkoordinasi dengan BUMN 

Pembina dalam menghimpu.n data p.erkembangan realisas.i dana yang 

disalurkan BUMN. Akibatnya, penyampaian laporan ke Pusat acap 

terlamb.at. Bahkan ad.a yang tak melapo.r b.ila tak d.itanya. 

Budi Hardjono136
, menyambut baik lahimya PP No 44/1997 

tentang Kemitraan. Namun d.iingatkan setelah kelu.arnya aturan i~ yang 

penting adalah pelaksanaan aturan tersebut di lapangan. "UU yang dibuat 

b.aru operasional setelah ad.anya peraturan pelaksanaannya. Namun yang 

lebih penting aturan yang dibuat itu harus direalisasikan. Diingatkan agar 

kemitraan yang d.iatur d.alam PP tentang Kemitraan itu nanti dal.am 

realisasinya jangan sampai merugikan usaha kecil. Kemitraan harus 

memberikan peluang dan p.engemb.angan usaha kecil. Dalam kemitraan 

antara usaha besar dan menengah dengan usaha kecil tidak harus membuat 

\l.saha b.esar menikmati keuntungan yang s.ama dengan keuntungan yang 

diperoleh usaha kecil. Sebab, kalau usaha besar mengharap mendapatkan 

keuntungan yang sama dengan yang diperoleh usaha kecil, maka kemitraan 

demikian bisa jadi sangat lambat jalannya. Namun dalam kemitraan yang 

harus. menguntungkan usaha kecil itu sedapat mungkin tid.ak menimbulkan 

kerugian bagi usaha besar dan menengah. 

Menanggap.i isi PP tentang kemitraan yang menyebutkan 

pembentukan lembaga koordinasi kemitraan usaha lembaga koordinasi 

136 Anggota Komisi V DPR, mantan wakil ketua Komisi VI DPR yang membidangi industri dan 
pertambangan 
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k . h . 1 d' . . . . h d . emttraan usa a nas.10na yang ter m uns.ur ms.tans.t pemennta , . um~ 

usaha, perguruan tinggi dan tokoh masyarakat, dipertanyakan apakah itu 

tidak berlebihan seb.ab. adaeya lemb.aga seperti itu di tingkat nasional bisa

bisa malah akan memperpanjang mata rantai birokrasi. Soal kemitraan 

usaha cukup ditangani uns.ur s.etempat yakni di tempat-temp.at kegiatan 

ekonomi dimana terjadi kemitraan, sehingga ada desentralisasi pengaturan 

t:1.an p.emb.erian otonomi kemitraan. 



BABV 

. PENUTUP 

A. Kes_impulau ~ 

Berdasarkan basil penelitian mengenai Konsep Welfare State Studi Penerapan 

Un_d_~ng-Un.d~ng Nomor 25 T~hun 2007 Tent@g Penanaman Mod~l Asing d~l@l 

rangka mensejahterakan rakyat, maka penulis mencoba menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dalam pelaksanaan penanaman 

mod~l ~s.ing sebagai panduan ut@l.~ d@. m.ekanisme perlindung@_ h.uku.m. terh.~d.~p 

penanam modal dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan tetap 

memperhatikan kepentingan ekonomi nas.ional s.ehingga peningkatan pen~naman 

modal baik dari dalam maupun dari luar negeri dalam mengolah potensi ekonomi 

menj~di. kekuatan ekonomi y@g nyata. maka akan. terwujud. ked.aulatan politik dan 

ekonomi Indonesia dalam perekonomian global; 

2. Mengenai hambatan atau kendala p.emerintah terhadap penerapan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2007 dalam rangka mensejahterakan rakyat karena 

ketidakstabilan sosial dan ma.salah keamanan di tingkat p.u.sat maupun d.aerah, 

kondisi infrastruktur yang tidak memadai dan ketidakstabilan nilai mata uang atau 

nilai tukar rupiah. Hal ini merupakan hambatan yang krus.ial dan harus. mendapat 

perhatian khusus bagi pemerintah dalam melakukan pembenahan pembenahan 

ketiga faktor ters.ebu.t secara komprhensif demi terwujudnya kes.ejahteraan rakyat. 

176 
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B. Saran 

Dari kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba memberikan 

s.umbangsih pemikit"an dan sat"an sebagai berikut: 

1. Untuk memperbaiki iklim penanaman modal asing melalui perubahan kebijakan 

pengembangan penanaman modal sekaligus_ membentuk satuan gugus_ pengendaH 

penanaman modal. Selain itu, diupayakan pula deregulasi dan debirokratisasi dalam 

penyelenggara.an dan pelayanan p_eri~inan p_enanaman modal melalui pen_emp_an 

kebijakan sistem satu atap atau "one roof service system" 

2. Dinamika p.embangunan nas.ional memerlukan langkah-langkah pembaruan di 

berbagai bidang, di mana Indonesia dalam masa transisional untuk menuju negara 

yang maju, aman, adil dan sejahtet'a. Langkah ini harus_ memedukan kesiapan 

sumber daya manusia untuk mengantisipasi setiap perkembangan dan perubahan 

terjadi, maka perlu dirumuskan s_ec.ara mendalam kerangka dasar dan arab kebijakan 

pengembangan penanaman modal guna menopang pertumbuhan ekonomi dan 

memacu gerak pembangunan nasional. 
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